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ABSTRAK

Hitami, 2022, Analisis Praktik Booking Fee Pada Pembelian Rumah di
Perusahaan Properti Bukit Cinta Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif
Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tesis.
Program pascasarjana Ekonomi Syariah. Pembimbing: Prof. Dr. Achmad
sani Supriyanto, SE., M.Si & Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si,AK.CA

Kata kunci: Booking Fee, Perspektif Ekonomi Syariah, Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, Property

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yakni untuk mengetahui praktik
booking fee berdasarkan sudut pandang ekonomi syariah dan juga undang-undang
perlindungan konsumen pada Perusahaan Properti Bukit Cinta Kabupaten
Pamekasan. Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini ialah
penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian penelitian lapangan yang mana
digunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sedangkan untuk
teknik analisis data ialah dengan reduksi data yang kemudian ditarik kesimpulan,
kemudian digunakan teknik triangulangi dalam pengecekan data. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Praktik Booking fee telah sesuai
dengan sudut pandang ekonomi syariah yakni fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
kedua pasal 7 yakni disebutkan Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai
alternatif dari uang muka, maka: (1) jika nasabah memutuskan untuk membeli
barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga, (2) Jika nasabah batal membeli,
uang muka menjadi milik bank maksimalsebesar kerugian yang di tanggung oleh
bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah
wajib melunasi kekurangannya, prinsip Bai’al Urbun yakni praktik booking fee
yang dilakukan telah sesuai dengan hadist nabi, menghindari gharar, menghindari
maisir, menghindari kebathilang, dan mengupayakan keadilan. Selain itu praktik
booking fee yang dilakukan juga sesuai dengan khiyar syarat dan khiyar majlis.
Praktik Booking fee pada perusahaan property Bukit Cinta telah sesuai dengan
undang-undang perlindungan konsumen yakni undang-undang No. 8 Tahun 1999
khususnya Pada Pasal 7 dan juga Pasal 19. Pasal 7 membahas mengenai
kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh pihak pelaku usaha dalam kegiatan
jual beli, sementara pasal 19 berisi mengenai garansi yang diberikan oleh pihak
pengembang untuk melindungi transaksi.



ABSTRACT

Hitami. 2022. Analysis of Booking Fee Practices on Home Purchases at the Bukit
Cinta Property Company, Pamekasan Regency in the Sharia Economic
Perspective and the Consumer Protection Act. Thesis. Sharia Economics
postgraduate program. supervisor: Prof. Dr. Achmad sani Supriyanto, SE.,
M.Si & Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si,AK.CA

Kata kunci: Booking Fee, Sharia Economic Perspective, Consumer Protection
Act, Property

The purpose of this research is to find out the practice of booking fees based
on the perspective of sharia economic and consumer protection law at Bukit Cinta
Property Company, Pamekasan. The research method used in this study is
qualitative research with field research which uses interview, observation, and
documentation methods. The data analysis technique is data reduction which then
drawning conclusions, afterwards the triangle technique is used to check the data.
Based on the research, the results show that the practice of booking fees is in
accordance with the sharia economic point of view, specifically the second fatwa
number 04/DSN-MUI/IV/2000 seventh chapter which states that if the advance
money uses the ‘'urbun contract as an alternative to the advance money, therefore:
(1) if the customer decides to buy the item, he just has to pay the remaining price,
(2) If the customer cancels the purchase, the down payment belongs to the bank
for a maximum of the loss borne by the bank as a result of the cancellation, and if
the down payment is insufficient, the customer is obliged to pay off the shortfall,
the principle of Bai'al Urbun, speccifically the practice of booking fees that are
carried out in accordance with the hadith of the prophet Muhammad, avoiding
gharar, maisir, lost, and seeking justice. In addition, the practice of booking fees is
also carried out in accordance with khiyar syarat and khiyar majlis. The practice
of booking fees at the Bukit Cinta property company is in accordance with the
consumer protection law, which is Law No. 8 of 1999 especially in chapter 7 and
chapter 19. Chapter 7 discusses what obligations must be carried out by business
actors in buying and selling activities, while chapter 19 contains the warranty
provided by the developer to protect the transaction.



fall ald

GAU)g AJL»J (UL»\SADGN.\M) ¢ ﬁ\,uts:d\ @u&ﬁy“ﬁ@“\;:\a|JJ) Slgiiall
¢ giily )8 g ‘5.1\.;» daal )}35_\” KLY :d)ﬁmﬂ GALY\ ALy Gﬁ Lilad) C'_i\.m\).ﬂ\
Dftmalall ¢ g s il daladl ) giSall 5 el

Q&M\cé&@l&d\hﬁwoﬁﬁcgﬂ\éﬁw\ﬂ)ﬂ\cj;aj\e}ujzﬁgﬂid‘ﬁhm‘

gl lea ) 8 SIS 5 HLulSaly sing 5 ¢ Ay jlaall Ui 1S 50 38 )0 3

Gl anding G Jludl Gl £ 5 ae o sl dadl g Cand) 13 axdiiall zgiall
¢ bl W6 (e i) padlati) elld aay ¢ QUL Jalas A iy | (54 ¢l AdaaSlall 5 ALEA)
ULl (e (sl ZARAY) AuEl] a)adtieg o

Lol il dgan s o 8155 Sl oy dujles Of @l elai ¢ Gl e 2Ly
Ul sl e paii i) 7 33l LSS DSN-MUI/ 1V / 2000 / 04 a8 s sl a5 ¢ e 50
agled ¢ Aalud) o) b Jrand) 5813 (1) 1o ¢ Aediall Axdall JiaS urbun sie ! desiall dxdal) aladia)
0o ol aall il 5 e Aadial) Aadall (3 ¢ o) Al Jpandl A1 1Y)(2) ¢ i) eud) pda Lo
Alawsy e Jaenll 5S¢ A0S ye Aadiall dadal) cil€ 13 5 ¢ oLyl dagm clill Llaaty 3l 5 Ll
Dl e a5 ¢yl (g sl Cuaall  Saall o gy Al 585 ¢ s sl JLb Tase ¢ aitil
oy A jlae i oy ¢ Gl N ABLYL Alaall ad) 5 ¢ ganill e alai¥) 5 ¢ unall e Sai¥ s ¢
a5 lia S g0 il Jlie 3858 (8 Saall agu e o adaal) plSal g ag il g sl el
Balall 8L 19 salall XS 5 7 30lal) 8 Aald 1999 alal 8 a8 (il a5 ¢ ellgiuall dlaa () 53l
19 5ol (5 sins Lo ¢ o) il 5 ) Al & ¢ o jlacll ¢ sleldll L iy of Gany 3 Clal 33Y) 7
lelaall dlaal ) shaall Lgad 3l cllaall e



BAB |
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian

Dewasa ini kebutuhan akan property dan perumahan terus mengalami
peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Rumah
merupakan kebutuhan primer dari manusia di sisi kebutuhan lainnya seperti
sandang dan juga pangan. Karenanya dengan berbagai kondisi ekonomi yang
tengah terjadi setiap orang akan tetap membutuhkan tempat tinggal.® Dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman pasal
4 huruf a yang menyatakan bahwa penataan perumahan dan pemukiman bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia,
dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.?

Akan tetapi dalam praktek perjualbelian rumah terdapat suatu hal yang sering
kali mengganjal bagi konsumen yakni adanya sistem panjar atau Booking Fee.
Booking Fee umum diketahui sebagai uang tanda jadi atau dinyatakan pula
dengan uang yang menandakan adanya keseriusan untuk melaksanakan pembelian
dan pemilihan lokasi yang telah ditunjukan oleh pengembang. Booking fee ini
bertujuan untuk menghentikan secara sementara pemasaran rumah pada pembeli
lainnya. Akan tetapi definisi yang bererdar di masyarakat simpang siur berkenaan

dengan adanya Booking Fee tersebut.®

1 Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman
2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman
3 Anonim. Kamus bisnis bank uang muka,



Sebagai masyarakat dengan mayoritas penduduk muslim berkenaan dengan
transaksi jual beli maka hendaknya baik penjual dan pembeli mengetahui hukum
jual beli dalam islam khusunya dalam hal uang panjar. Karena hal tersebutlah
yang membawa sah tidaknya suatu kegiatan jual beli.* Muncul beberapa
perbedaan pendapat para ulama mengenai sah atau tidak nya uang muka tersebut.
Jumhur ulama pra modern berpendapat bahwa uang muka tidak sah menurut
hukum Islam. Sedangkan, mazhab Hambali termasuk Imam Ahmad sendiri
memandang uang muka sebagai sesuatu yang sah atau tidak bertentangan dengan
hukum Islam. Dan ada pula Menurut ulama figh kontemporer dan Lembaga Fikih
Islam OKI sependapat dengan para ulama madzhab Hambali dengan alasan
bahwa hadis Rasulullah shallallahu ‘'alaihi wasallam yang digunakan untuk
melarang uang muka tidak sahih dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum
atau hujjah.®

Dalam Fatwa DSN nomor 13 tahun 2000 telah dijelaskan lebih lanjut
tentang uang muka dimana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperbolehkan
untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat. Hal tersebut
menunjukan pemahaman pada pengertian yang kedua yakni uang muka yang
diberikan calon pembeli kepada Bank bukan kepada penjual atau pengembang.
Namun jika yang dimaksud Bank dalam fatwa DSN nomor 4 pasal kedua ayat 7
poin 2 adalah sama dengan pembeli, maka jenis uang muka yang pertama diatas

(booking fee) haruslah menjadi bagian dari harga sesuai dengan fatwa tersebut.

4 Abdul Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, (Jakarta: Intermasa, 1992) h. 288

5 Anwar, dkk, Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan sistem Down Payment (DP); Studi
Pada Kredit Pluas di Kota Palopo. (Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2017)



Dalam pelaksanaannya Praktik Booking Fee bukan hanya menjadi perdebatan
dari segi hukum ekonomi Syariah saja, akan tetapi terdapat berbagai jenis
pelaggaran atau Wanprestasi baik dari segi penjual maupun pembeli. Sehingga
terdapat Undang-undang yang menjadi acuan yakni Undang-undang Nomor 8
Tahun 1999 yang berisi tentang perlindungan konsumen.® Akan tetapi sebelum
merujuk pada perjanjian yang telah dilakukan, dalam UU Perlindungan konsumen
pasal Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen terdapat berbagai kewajiban yang sebelumya harus dilakukan oleh
perusahaan salah satunya adalah memberikan Informasi yag benar, jelas, dan juga
jujur mengenai kondisi produk usaha, jaminan barang dan jasa, sistematika
pembayara, perbaikan dan pemeliharaan, dan status keuagan yang hendak
dibayarkan.’

Berdasarkan Observasi awal diperoleh permasalahan berkenaan dengan
Booking Fee yang terjadi pada salah satu perusahaan Property yakni Perusahaan
Property Bukit Cinta. Perusahaan ini merupakan perusahaan Property pertama
yang berdiri di Kabupaten Pamekasan dan sudah berdiri sejak tahun 2017 lalu.
Pada pertengahan tahun 2020 lalu sempat terjadi konflik yang melibatkan pihak
perusahaan dengan calon konsumen yang mengakibatkan penutupan usaha secara
sementara. Konflik tersebut terjadi lantaran adanya kesalahfahaman antar kedua
belah pihak. Calon konsumen yang sudah membayarkan uang panjar atau

melakukan booking fee merasa tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran

6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

7 Anwar, dkk, Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan sistem Down Payment (DP); Studi
Pada Kredit Pluas di Kota Palopo. (Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2017)



Down Payment karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan akibat
pandemi Covid-19. Karenanya Konsumen ingin menarik kembali uang panjar
yang telah dibayarkan pada perusahaan Property Bukit Cinta Kabupaten
Pamekasan. Akan tetapi aturan yang ditetapkan oleh perusahaan yakni jika terjadi
pembatalan dari pihak konsumen maka uang panjar yang dibayarkan dapat
dinyatakan hangus. Karena kurangnya pengetahuan konsumen berkenaan dengan
aturan jual beli mengenai uang panjar yang dibayarkan menyebabkan konsumen
mendesak uang panjar agar dikembalikan. Pada akhirnya kasus tersebut
diselesaikan dengan jalan damai yang mana pihak perusahaan hanya
mengembalikan 50% dari uang panjar yang telah dibayarkan konsumen. Sehingga
hal ini timbul pertanyaan bagaimana bentuk down payment (DP) atau uang muka
pada pembelian rumah. Padahal telah jelas dinyatakan dalam Kamus Bisnis Bank
Uang Muka (2019) bahwa Pembayaran tanda jadi dapat menguatkan terbentuknya
itikad baik dari masing-masing pihak. Atau dengan kata lain Sejumlah uang yang
dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila
transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga
pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.

Permasalan lain yang pernah timbul berkenaan dengan booking fee dalam
kegiatan transaksi jual beli dengan sistim panjar dengan membatalkan secara
sepihak yang telah memberikan uang muka (panjar). Dalam hal ini, praktek yang
terjadi tentang transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat Kecamatan Laguboti
Kabupaten Tobasa mengenai jual beli tanah dengan sistem uang panjar antara

penjual tanah dan agen tanah. Pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada



penjual tanah, maka uang muka ini sebagai bagian dari harga, pembeli
memberikan uang kepada penjual dan mengatakan uang tersebut uang tanda jadi.
Kemudian si penjual tanah memberikan jangka waktu dua minggu untuk
pembayaran penuh dengan harga tanah yang di sepakati dan juga membuat
kesepakatan apabila pembeli membatalkan atau tidak jadi membelinya maka uang
panjar menjadi milik penjual. Kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah
Pendapat fikih As-Syafi’i mengenai jual beli uang muka adalah berpendapat
bahwa jual beli tidak sah berdasarkan, Hadis pertama diriwayatkan oleh Amru bin
Syuaib dan Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru. Pemahaman
figh As-Syafi’l ini untuk menghidari dari isi kandungan surah an-Nisa ayat 29.
Sedangkan Pemahaman fikih Hanbali entang jual beli uang muka berpendapat
bahwa jual beli tersebut adalah sah. Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh
Zaid bin Aslam dan Atsar sahabat atau praktek sahabat Nabi saw, yaitu Umar
yang membeli bangunan penjara kepada Safwan bin Ummayyah. Pendapat yang
berhubungan erat di Masyarakat Kecamatan Laguboti antara pendapat fikih As-
Syafi’i dan fikih Hanbali tentang pelaksanaan jual beli tanah dengan system uang
panjar adalah pendapat fikih Hanbali dimana praktek tersebut melakukan jual beli
tanah dengan memakai uang panjar karena jual beli yang terjadi di Kecamatan
Laguboti adalah boleh karena hal tersebut untuk imbalan sebagai hibah ganti rugi,
dalam hal panjar itu mengikat waktu kepemilikan si pembeli (Aini, 2017).

Selain itu kasus serupa juga pernah pada masyarakat Kota Palopo yang mana
pemahaman masyarakat mengenai down payment atau uang muka yakni sejumlah

uang dibayar dimuka oleh seorang pembeli barang kepada penjual, dan apabila



transaksi tersebut dilanjutkan maka uang muka tersebut dimasukkan kedalam
harga pembayaran barang yang akan dibeli. Dan apabila tidak jadi, maka uang
muka tersebut menjadi milik penjual. Namun pada kredit plus masyarakat masih
bingung dengan dp atau uang muka yang ada pada kredit plus. Salah satu contoh
yang saya dapat dari masyarakat yaitu si A ingin membeli barang elektronik
seharga Rp.2.000.000,- di toko Abadi Jaya. Si A mengajukan permohonan Pada
kredit plus, dan membayar uang muka sebesar Rp.200.000,- pada kredit plus.
Setelahnya si A ingin melanjutkan pembayaran, dengan membayar harga pokok
barang tersebut. Akan tetapi si A tetap membayar harga barang tersebut dengan
harga Rp.2.000.000,- dan uang muka yang dibayar sebelumnya tidak dihitung
oleh pihak penjual (tidak termasuk uang pokok) dengan kata lain uang muka
Rp.200.000,- tersebut menjadi uang administrasi. Sehingga hal ini timbul
pertanyaan bagaimana bentuk down payment (DP) atau uang muka pada kredit
plus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan jual beli dengan
sistem down payment (DP) yang terdapat pada kredit plus pada umumnya sama,
namun DP yang terdapat pada kredit plus menjadi uang administrasi dan tidak
dimasukkan dalam harga barang, apabila barang yang diambil dibawah harga Rp.
10.000.000.-. Namun, sebaliknya apabila barang yang diambil diatas Rp.
10.000.000.- maka DP yang dibayarkan masuk kedalam harga barang dan sisa
dari harga barang tersebut yang nantinya akan diakumulasikan (Anwar, 2020).
Holijah (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa penerapan asas
kebiasaan pemberian uang panjar dalam transaksi jual beli produk barang berupa

benda adalah dapat dilakukan dan disandarkan pada kebiasaan. Sedangkan



Kurnia (2018), Maulina (2018), Maududi (2020), Damayanti (2019), Fauziah
(2017), Al-Farizi dan Komarudin (2018), dan Hartinah dan Mawardi (2021)
dalam penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa dalam islam
diperbolehkannya dilakukan jual beli dengan uang panjar dengan syarat uang
tersebut termasuk dalam harga barang yang diperjualbelikan dan jika terjadi
pembatalan dari konsumen maka uang tersebut menjadi hak milik penjual.
Begitupun dengan Razi (2021) yang menemukan bahwa dalam undang-undang
perlindungan konsumen uang panjar atau paskot termasuk harga barang dan hal
lainnya didasarkan pada kesepakatan.

Pelaksanaan jual beli perumahan dengan sistem booking fee saat ini telah
banyak dilakukan di kalangan masyarakat kabupaten Pamekasan Madura
khususnya pada perusahaan Properti Bukit Cinta Kabupaten Pamekasan yang
telah dibuka kembali pada awal tahun 2021 setelah dilakukan penutupan
sementara pada tahun 2020 lalu. Namun pemahaman masyarakat berkenaan
dengan uang tanda jadi atau booking masih sama yakni, jika konsumen hendak
melakukan pembelian maka konsumen memberikan tanda jadi dan uang tanda
jadi tersebut mengurangi down payment, akan tetapi jika konsumen membatalkan
maka uang tanda jadi dapat dikembalikan. Sehingga hal ini menjadi suatu
pertanyaan tersendi mengenai pelaksanaan booking fee pada perusahaan property
Bukit Cinta. Sebagai perusahaan yang berdiri di Pamekasan Madura menjadikan
salah satu bahan perhatian bagi peneliti yang mana wilayah tersebut merupakan
wilayah dengan mayoritas umat dengan keyakinan Muslim. Dalam kaitannya

dengan topik penelitian yang berkenaan dengan praktik Booking Fee peneliti



sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana hukum serta pelaksanaan Praktik

Booking Fee di Perusahaan Property Bukit Cinta Pamekasan sehingga sampai saat

ini masyarakat dapat percaya dan tetap melakukan transaksi.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti memilih judul penelitian “Analisis
Praktik Booking Fee Pada Pembelian Rumah di Perusahaan Properti Bukit
Cinta Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas mengenai
bagaimana Analisis Praktik Booking Fee dalam Perspektif Ekonomi Syariah
dan Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka yang menjadi fokus
pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Booking Fee Pada Pembelian Rumah di Perusahaan
Properti Bukit Cinta Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi
Syariah?

2. Bagaimana Praktik Booking Fee Pada Pembelian Rumah di Perusahaan
Properti Bukit Cinta Kabupaten Pamekasan Dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Praktik Booking Fee Pada Pembelian Rumah di
Perusahaan Properti Bukit Cinta Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif
Ekonomi Syariah.

2. Untuk menganalisis Praktik Booking Fee Pada Pembelian Rumah di



Perusahaan Properti Bukit Cinta Kabupaten Pamekasan Dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen.
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Khazanah Keilmuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam
pengembangan khazanah keilmuan khususnya dalam Praktik Perdagangan
dan Wirausaha.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan dan
mengembangkan potensi diri, memberikan pengetahuan dan pemahaman
berkenaan dengan praktik booking fee.

3. Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
(UIN)

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pustaka di perpustakaan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN) dan dapat
dijadikan bahan referensi tambahan bagi mahasiswa khususnya diprogram
studi Ekonomi Syariah.

4. Bagi Perusahaan Property Bukit Cinta
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi

dalam melakukan Kegiatan Bisnis di Perusahaan Property Bukit Cinta.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian
Agar diperoleh gambaran komprehensif berkenaan dengan penelitian ini,

maka peneliti memaparkan kajian-kajian penelitian terdahulu yang berkaitan
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dengan Analisis Praktik Booking Fee dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan
Undang-undang Perlindungan Konsumen. Adapun penelitian terdahulu antara
lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Kurnia (2018) yang berjudul Jual
Beli Rumah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bai’
Istishna’ (Studi Di De Prima Tunggulwulung Hunian Islami Malang). Dari
permasalahan diatas peneliti bertujuan ingin mengetahui bagaimana jual beli
rumah di Perumahan De Prima Tunggulwulung Hunian Islami perspektif
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 104-108 tentang Bai’ Istishna’.
Peneliti ingin mengetahui kesesuaian sistem jual beli di De Prima
Tunggulwulung Hunian Islami Malang perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan
pendekatan penelitian kualitatif. Alasan menggunakan metode penelitian di
atas adalah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan melalui wawancara
serta pengamatan secara langsung di lapangan mengenai akad yang
dilaksanakan oleh pihak developer dengan pembeli.Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa dalam hal jual beli rumah di Perumahan De Prima
Tunggulwulung Hunian Islami Malang perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah Pasal 104-108 tentang Bai’ Istishna’masih terdapat point-point yang
belum terimplementasikan, yaitu dalam hal terdapat cacat atau barang tidak
sesuai dengan permintaan pemesan, harusnya pemesan memiliki hak khiyar

untuk melanjutkan atau membatalkan akad, namun dalam pelaksanaannya
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pihak De Prima Tunggulwulung tidak memperbolehkan pembeli membatalkan
akad karena adanya cacat pada barang.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulina (2018) yang berjudul Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Properti Perumahan Taylon
Syariah Kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui bagaimana
pelaksanaan jual beli properti di Perumahan Taylon Syariah Kabupaten Pati,
(2) mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan jual
beli yang dilakukan di Perumahan Taylon Syariah Kabupaten Pati. Dengan
metode ini, dilakukan wawancara kepada informan sesuai data yang
dibutuhkan. Peneliti juga menggunakandata dan dokumentasi yang ada. Dan
untuk menguji hasil temuan data tersebut, peneliti menganalisis data dengan
kerangka teoritik yang peneliti susun. Dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa Dalam akad jual beli perumahan Taylon Syariah, akad yang dipakai
yaitu istisna’ (akad pemesanan). Dimana ketika ada seseorang ingin memesan
kavling tanah yang nantinya akan dibangun perumahan, maka dikenakan
Booking Fee sebesar Rp. 2.000.000,- sebagai tanda jadi yang mengikat unit
tetapi tidak mengikat harga. Maksud dari mengikat unit tetapi tidak mengikat
harga adalah jika sewaktu-waktu harga tanah naik maka harga yang dipesan
juga ikut naik selama belum di akad. Adapun cara pembayaran yaitu dengan
system tunai dan kredit. Mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli
properti Perumahan Taylon Syariah Kabupaten Pati didapati dari beberapa
rujukan Al-Qur’san maupun hadits yang telah tertulis sebelumnya

menerangkan bahwasannya dalam konseptual akad jual beli Perumahan
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Taylon Syariah telah mengambil daripada konsep jual beli yang disyariatkan
dalam Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Hajid Maududi (2020) yang berjudul
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Booking Fee pada
Pembelian Rumah di Perumahan Alam Indah Benda dan Griya Talok Permai
Bumiayu Kabupaten Brebes. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Booking Fee pada
Pembelian Rumah di Perumahan Alam Indah Benda dan Griya Talok Permai
Bumiayu Kabupaten Brebes. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif,sebagai subjeknya
adalah sekretaris perumahan Alam Indah Benda dan bagian pemasaran Griya
Talok Permai dan objeknya adalah praktik booking fee pada pembelian rumah
di perumahan Alam Indah Benda dan Griya Talok Permai. Teknik yang di
gunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan observasi, wawancara,
dan pengumpulan dokumen-dokumen yang dianalisis dengan metode
kualitatif induktif. Setelah mengadakan penelitian tentang praktik booking
feediperumahan Alam Indah Benda dan Griya Talok Permai,ditinjau dalam
perspektif bai al-‘urbun, penulis tidaklah menemukan adanya unsur garar,
maisir, memakan harta orang lain secara batil dan syarat akad yang batil.
Demikian juga dalam perspektif khiyar, booking fee terdapat khiyar syarat
(walaupun booking fee adalah transaksi pesanan) yang didalamnya ada

perjanjian secara jelas batas waktunya dan dilakukan atas dasar sukarela, tanpa
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mengandung unsur-unsur paksaan serta diperbolehkan adanya kopensasi jika
pembeli membatalkan transaksinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Damayanti (2019) yang berjudul
Perlindungan konsumen terhadap pelayanan dari pihak hotel Golden Palace
Lombok. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui substansi dari
perjanjian reservasi antara konsumen dari pihak Hotel Golden Palace, hak dan
kewajiban para pihak dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen jika
pihak Hotel Golden Palace Kota Mataram tidak mememnuhi kewajibannya.
Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian Normatif dengan metode
pendekatan perundang-Undangan (statute approach) dan pendekatan konsep
(conceptual approach). Berdasarkan basil penelitian, pihak Hotel Golden
Palace Kota Mataram mempunyaisubstansi reservasi antara konsumen dengan
cara standard Contract atau perjanjian baku yang telah ditandatangani kedua
belah pihak (anatara pihak hotel dan konsumen). Kedua, Hak dan kewajiban
para pihak dalam perjanjian reservasi ini konsumen mempunyai hak untuk
mendapatkan pelayanan hotel dan pihak hotel berkewajiban memberikan
pelayanan sesuai dengan kesepakatan. Ketiga, Perlindungan hukum terhadap
konsumen yang dipraktekan dengan cara small claim, menggugat mealaui
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Pengadilan Negeri.

Penelitian yang dilakukan oleh Armansyah (2020) yang berjudul
Pengaruh Stimulus Booking Feedan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian
Rumah Pada PT. Bintang Agung Property Palembang, enelitian ini bertujuan

untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan Stimulus booking fee dan
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Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Rumah Pada PT. Bintang Agung
Property Palembang. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini sebanyak 74
orang responden. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Adapun data primer diperoleh penulis dengan menyebarkan
kuesioner kepada responden, dengan melakukan uji validitas dan uji
reliabilitas. Sedangkan uji hipotesis dilakukan dengan uji F dan uji t.
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS Ver.24 pada uji F diperoleh
F hitung sebesar 32,271dengan signifikansi 0,000 diketahui bahwa Stimulus
booking feedan Lokasi secara bersama —sama memberikan pengaruh dan
signifikan terhadap Keputusan Pembelian Rumah PadaPT. Bintang Agung
Property Palembang. Berdasarkan uji t atau uji secara parsial Stimulus
booking fee (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan
Pembelian Rumah PadaPT. Bintang Agung Property Palembang dengan t
hitung 3.966dengan signifikansi 0,001. Secara parsial Lokasi (X2)
berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian dengan t hitung
3.658dengan signifikansi 0,003. Disarankan untuk lebih meningkatkan
kebijakan Stimulus booking feedan Lokasi yang ditawarkan untuk
meningkatkan keputusan pembelian yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Fina Fauziah (2017) yang berjudul
Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Perjanjian kepemilikan Rumah
Yang Belum di bangun (Studi Pada Perumahan Sidosari 2 Natar Lampung
Selatan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum

Islam Tentang pelaksanaan Perjanjian kepemilikan Rumah Yang Belum di
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bangun (Studi Pada Perumahan Sidosari 2 Natar Lampung Selatan. Penelitian
ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan
deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara
wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui
proses editing dan sistemating.Sedangkan analisis data menggunakan analisis
kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian
dapat dikemukakandalam prakteknya perjanjian tersebut tidak sesuai dengan
perjanjian awal. Perjanjian di awal pembeli rumah di janjikan selama 4 bulan
bahwasanya rumah sudah dapat ditempatinamun dalam prakteknya setelah 4
bulan rumah belum siap untuk ditempati. Dari tinjauan pandangan hukum
Islam praktek pelaksanaan perjanjian kepemilikan rumah yang belum
dibangun di Perumahan Sidosari 2 ini sah, karena praktik dan teori sesuai
dengan kaidah fikih bahwa Hukum asal dalam segala hal adalah boleh
sebelum ada dalil yang membatalkannya dan atau mengharamkannya, dan
dalam hukum Islam perjanjian harus ditepati dan dihormati. Tidak boleh
menyalahi salah satu dari hukum-hukum syariat, perjanjiannya harus
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh mencurangi salah
satu pihak, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Klarisa Deo Saputri (2018) yang berjudul
Analisis Strategi Pemasaran Perumahan Syariah Di Tinjau Dari Segi
Marketing Mix 7P studi Kasus : Kirai Park Residence. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis strategi pemasaran perumahan syariah dan untuk

mengetahui bagaimana strategi pemasaran untuk peningkatan market share di
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Kirai Park Residence ditinjau dari segi Marketing Mix 7P. Data penelitian ini
menggunakan data primer yang diperoleh dari responden melalui wawancara
dengan marketing Kirai Park Residence Cirendeu sebuah perusahaan property
syariah khususnya bagian bauran pemasaran (Marketing Mix), serta data
sekunder yang diperoleh dari brosur-brosur dan data-data yang dikeluarkan
oleh Kirai Park Residence. Hasilnya adalah Kirai Park Residence sudah
memenuhi semua unsur bauran pemasaran (Marketing Mix) 7P dalam setiap
proses penjualan unitnya sehingga perusahaan dapat mencapai target yang
ditentukan dalam penjualannya di mulai dari produk (Product), Harga (Price),
Tempat (Place), Orang (People), Proses (Process), Promosi (Promotion), dan
Lingkungan Fisik (PhysicalEvidence). Oleh karena itu, pihak marketing Kirai
Park Residence selalu menekankan unsur-unsur bauran pemasaran tersebut
pada semua proses yang dilakukan selama masa penjualan produk nya agar
dapat sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan
dengan tidak melupakan aspek-aspek syariah yang telah di tentukan pada
aturan-aturan penjualannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Salman Alfazri dan Parman Komarudin
(2018) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang
Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos (Studi Kasus Di Kelurahan Sungai Miai
Banjarmasin). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek
pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos di Kelurahan Sungai
Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Dan mengetahui

tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran uang muka dalam penyewaan
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kamar kos di Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil
penelitian ini adalah Akad sewa menyewa kamar kos-kosan dilakukan pemilik
kamar kos-kosan dan mahasiswa UNISKA MAB Banjarmasin sesuai dengan
rukun dan syarat sewa menyewa (ijarah), sehingga hukumnya sah. Praktek
uang muka dalam sewa menyewa kamar kos yang dilakukan dengan empat
cara, yaitu pertama penerapan sistem uang muka tidak kembali apabila
penyewa batal menyewa kamar kos, kedua penerapan sistem uang muka akan
kembali secara penuh walaupun penyewa batal menyewa kamar kos, ketiga
penerapan sistem uang muka akan kembali dengan bersyarat (mencari
pengganti atau penyewa baru), keempat penerapan sistem uang muka akan
kembali dengan akad/kesepakatan baru. Penerapan uang muka boleh
dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Uang muka
dilakukan untuk menghindari adanya wanprestasi atau cidera janji antara
pihak pemilik kos dan penyewa.

Penelitian yang dilakukan Holijah (2019) yang berjudul Asas Kebiasaan
Pemberian Uang Panjar dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Sehingga ditemukan hasil
bahwa perkembangan penerapan asas kebiasaan pemberian uang panjar dalam
transaksi jual beli produk barang berupa benda adalah dapat dilakukan dan
disandarkan pada kebiasaan, sehingga tergantung pada kesepakatan dari
penjual dan pembeli. Uang panjar saat berkembang menjadi uang tanda jadi

dan uang muka. Uang panjar sebagai tanda jadi biasa terjadi dari transaksi jual
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beli yang mana yang terjadi sebelum akad, sementara itu, uang panjar sebagai
uang muka yang terjadi setelah penyerahan objek jual beli atau sudah terjadi
akad jual beli sempurna. Apabila pemberian uang panjar terjadi sebelum ada
penyerahan dari produk barang yang dijadikan objek jual beli, maka apabila
dari pihak penjual dan beli dapat membatalkan transaksi, terutama apabila
salah satu pihak merasa dirugikan dari adanya transaksi jual beli yang
dilakukan. Pemberian uang panjar dalam transaksi jual beli suatu produk
barang berupa dapat berupa sebagai tanda jadi atau sebagai uang muka ini,
kedua-duanya menjadi dimasukkan ke dalam harga pembayaran juga tidak
dapat menjadi bagian harga pembayaran tergantung kesepakatan dan
kebiasaan setempat.

Penelitian yang dilakukan Siti Hartinah dan Mawardi Ismail (2021) yang
berjudul Sewa Menyewa Berbasis Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Tujuan
penulis adalah untuk mengetahui pelaksanaan sewa meyewa rumah
menggunakan sistem panjar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif,
setelah penulis mendapatkan data dari lapangan melalui dokumentasi,
observasi dan wawancara maka penulis menganalisis dan menjadikan hukum
ekonomi Islam sebagai rujukan sebagai standar kebolehan sewa menyewa
menggunakan sistem panjar. Sehingga diperoleh hasil bahwa Pandangan
ekonomi Islam sewa menyewa rumah menggunakan sistem panjar dibolehkan,
baik itu melalui dalil al- quran, hadist dan pendapat ulama terdahulu, maupun
ulama kontemporer karena sewa menyewa rumah menggunakan sistem panjar

menggandung unsur kebaikan dan menjaga kemaslahatan masyarakat,
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walaupun sistem panjar ini dibolehkan, namun apabila terjadi pembatalan
sebaiknya uang panjar tersebut dikembalikan agar tidak merugikan salah satu
pihak dalam bertransaksi, karena itu dilarang dalam ekonomi Islam.

Ibnur Razi (2021) melakukan penelitian dengan judul Kedudukan Uang Paskot
Sewa Menyewa Rumah Ditinjau Dari Undang- Undang Perlindungan Konsumen Dan

Figh Muamalah Di Perumahan Elina Malana Ponco. Tujuan dilaksanakannya
penelitian ini untuk mengetahui kedudukan uang paskot sewa menyewa rumah
ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan figh muamalah di
perumahan Elina Malana Ponco. Metode penelitian yang penulis lakukan
adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian field research
(penelitian lapangan) yang bersifat kualitatif. dengan teknik pengambilan data
melalui wawancara. Sehingga diperoleh hasil bahwa Pertama pemilik
perumahan meminta uang muka atau uang paskot kepada penyewa sebagai
tanda bukti kesungguhan untuk menyewa rumah di perumahan tersebut.
Alasan uang paskot diminta oleh pemilik perumahan adalah untuk menjaga
agar penyewa tidak beralih ke tempat sewa rumah lainnya. Uang paskot
dimaksudkan sebagai pengikat si penyewa dengan pemilik rumah untuk
melanjutkan perjanjian sewa menyewa. Kedua pelaksanaan perjanjian sewa
menyewa rumah dilakukan dengan dua bentuk yaitu uang paskot di awal
perjanjian dan uang paskot digabungkan dengan uang sewa menyewa.
Menurut Undang-undang perlindungan konsumen terhadap praktik sewa
menyewa rumah di Perumahan Elina Malana penyewa tidak mampu

melindungi diri dari kejadian kurangnya informasi dari pemilik perumahan
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atas objek sewa dan harga sewa yang ditawarkan karena perjanjian hanya
dengan lisan oleh karena itu penyewa tidak bisa menuntut apabila adanya
resiko terburuk dari perjanjian dan uang paskot yang diberikan. Ketiga
Menurut figh muamalah akad sewa menyewa rumah yang dilakukan di
Perumahan Elina sudah sesuai dengan figh muamalah akan tetapi untuk
ketentuan uang panjar dikategorikan belum memenuhi kriteria uang panjar
dalam Islam.

Rosnaeni dan Muhammad Ikbal (2018) melakukan penelitian dengan judul
Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Panjar Anak Buah Kapal (Abk)
Nelayan (Studi Kasus: Di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur
Kabupaten Sinjai). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan
tinjauan ekonomi Islam sistem panjar ABK nelayan di Desa Tongke- Tongke
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang penulis
lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian field
research (penelitian lapangan) yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) sistem panjar yang dilakukan oleh ABK nelayan di
Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai hampir sama
dengan utang piutang, dimana dalam islam di kenal dengan istilah al gard.
Sistem panjar ini sebenarnya sama dengan utang piutang yang dilakukan oleh
masyarakat umum, mereka melakukan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak
manapun, hanya saja utang piutang yang mereka lakukan adalah dengan
adanya perjanjian bahwa ABK tersebut harus ikut pada kapal pemilik kapal

tempat mengambil panjar. Namun jika ingin pindah ke kapal lain maka ABK
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harus melunasi dulu uang panjar yang telah diambil.(2) Pandangan Ekonomi
Islam terhadap penerapan panjar ini adalah diperbolehkan dengan
pertimbangan bahwa Allah Swt mempermudah segala urusan asalkan sesuai
ketentuan hukum islam dan tidak akan mempersulit upaya pelaksanaannya. Itu
mengandung maksud bahwa panjar diperbolehkan selama itu sudah disepakati
oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Selain itu tidak boleh
merugikan salah satu pihak.

Listian Indriyani Achmad dan Tri Sulistiana (2021) melakukan penelitian
dengan judul Analisis Uang Muka Dalam Akad Murabahah Pada Kredit
Pemilikan Rumah (Studi Pada Bni Syariah Kcp Jababeka Cikarang Bekasi).
Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui mekanisme uang
muka (DP) dan pelaksanaan pembiayaan KPR dengan akad murabahah di
BNI Syariah KCP JABABEKA Cikarang Bekasi yang terdapat pada produk
Griya iB Hasanah. Kedua, untuk mengetahui langkah penyelesaian jika terjadi
pembiayaan bermasalah atau macet. Ketiga pandangan hukum Islam dalam
perspektif figih muamalah terhadap uang muka dalam akad murabahah pada
KPR di BNI Syariah KCP JABABEKA Cikarang Bekasi. Metode penelitian
yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis
penelitian field research (penelitian lapangan) yang bersifat kualitatif. Hasil
penelitian ini yaitu uang muka dalam akad murabahah pada KPR di BNI
Syariah adalah merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 13 Tahun 2000 tentang
uang muka dalam murabahah. Tampaknya fatwa tersebut dipengaruhi oleh

pemikiran/pendapat Imam Ahmad beserta para pengikutnya yang
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membolehkan transaksi jual beli dengan menggunakan uang muka, kemudian
merujuk pada peraturan yang sudah ada dari OJK, regulator dari Bl, bahwa
setiap pembiayaan baik konvensional maupun syariah itu harus ada uang
muka.

Reici Oktapia Rani (2020) melaksanakan penelitian dengan judul Panjar
Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam[s}:p](Studi Di
Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu).
Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui adanya Praktik jual beli jagung
bisi sistem tebasan dengan panjar di Kecamatan Air Nipis Kabupaten
Bengkulu Selatan dan Perpektif hukum Islam terhadap praktek jual beli
jagung bisi sistem tebasan dengan panjar di Kecamatan Air Nipis Kabupaten
Bengkulu Selatan. Metode penelitian lapangan (field research), pendekatan
yang digunakan adalah kualitatif deskriftif yang bermanfaat untuk
memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme Jual Beli Jagung Bisi
Sistem Tebasan Dengan Panjar Dalam Perspektif Hukum Islamn (Studi di
Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu) Dari
hasil penelitian ini ditemukan 1.Masyarakat pada umumnya melakukan
transaksi jual beli jagung bisi sistem tebasan dengan panjar yang merupakan
transaksi yang terjadi karena faktor keadaan, dan kebutuhan mendesak yaitu
akad yang terjadi pada saat barang masih dilahan dengan mengunakan akad
khiyar. Sistem pembayaran dalam jual beli tersebut menggunakan panjar yang
dilakukan diawal lalu melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam

jual beli ini digunakan cara, bahwa pembeli memanjar uang yang ditentukan
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30% dari jumlah keseluruhan, transaksi ini akadnya suka sama-sama suka
tanpa adanya sifat pemaksaan antar kedua belah pihak 2. Menurut Perspektif
hukum islam Jual beli Jagung Bisi Sistem Tebasan dengan Panjar di
Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
dibolehkan karena pada prinsipnya jual beli adalah perjanjian. Perjanjian
didasarkan pada kesepakatan dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, serta
tidak boleh dirubah sepihak tanpa ada persetujuan dari pihak lainnya. Dan
dalam kasus ini adanya wansprestasi dari pihak pembeli sehingga tidak boleh
ila membatalkan pembelian tersebut dengan menyuruh mengembalikan uang
muka (panjar) yang suda perna dia berikan kepada penjual.

Setopanggalih (2019) melaksanakan penelitian dengan judul Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Sistem Uang Muka (Dp) Dalam Akad Sewa Menyewa
Alat Pesta (Studi Kasus Di Persewaan Alat Pesta Mukti Ayu Group Desa
Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo). Tujuan dari penelitian
ini yakni untuk mengetahui sistem uangmuka (DP) dalam akad sewa menyewa
alat pesta di Mukti Ayu Group Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten
Ponorogo dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem uang muka
(DP) dalam akad sewa menyewa alat pesta di Mukti Ayu Group Desa
Kauman, Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Metode deskriptif
kualitatif yakni termasuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan
tentang sistem uang muka dalam akad sewa menyewa alat pesta di Mukti Ayu
Group. Hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa

sistem uang muka (DP) yang dilakukan oleh persewaan alat pesta Mukti Ayu
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Group tidak sah karena tidak adanya kompensasi apabila persewaan
dibatalkan oleh penyewa sehingga uang muka tersebut akan hilang atau
hangus.

Penelitian yang dilakukan oleh Renilda Anwar (2020) yang berjudul
Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Down Payment (DP):
Studi pada Kredit Plus di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui jual beli dengan menggunakan sistem down payment (DP) pada
Kredit Plus dengan menggunakan analisis Hukum Islam. Metode penelitian
yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan
pada jual beli dengan menggunakan sistem down payment (DP). Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan jual beli dengan sistem
down payment (DP) yang terdapat pada kredit plus pada umumnya sama,
namun DP yang terdapat pada kredit plus menjadi uang administrasi dan tidak
dimasukkan dalam harga barang, apabila barang yang diambil dibawah harga
Rp. 10.000.000.-. Namun, sebaliknya apabila barang yang diambil diatas Rp.
10.000.000.- maka DP yang dibayarkan masuk kedalam harga barang dan sisa
dari harga barang tersebut yang nantinya akan diakumulasikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Meilita (2018) yang berjudul Praktek Jual
Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam
str((Studi Pada Toko Rizky Jaya Di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang praktek jual beli
barang dengan sistem panjar titip di Toko Rizky Jaya Simpang Asam, Banjit,

Way Kanan dan untuk mengetahui persepektif hukum Islam tentang praktek
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jual beli barang dengan sistem panjar titip di Toko Rizky Jaya. Metode
penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam praktek jual beli
barang dengan sistem panjar titip dengan cara si pembeli memanjar uang yang
ditentukan 50% dari jumlah keseluruhan, lalu dititipkan di toko tersebut,
kemudian jika harga sudah naik si pembeli ini mengambil barangnya dan
barang tersebut diperjualbelikan kepada orang lain dengan harga yang sudah
naik. Tetapi pemilik toko tersebut tidak mengetahuinya jika akan
diperjualbelikan. Setelah diperjualbelikan pembeli ini melunasi barang
tersebut dengan harga masih rendah atau seperti awal membelinya. Ditinjau
dari perspektif hukum Islam ini, tidak diperbolehkan, karena adanya
ketidakjelasan dalam berakad menimbulkan unsur penipuan dan kemanfaatan
harta secara batil, pelaksanaan ketidakjelasan dalam waktu menunggu
pelunasannya dan mengambil barangnya. Menurut hukum Islam
ketidakjelasan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Dyatri Utami Arina Absari (2020) melaksanakan penelitian dengan judul
Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Panjer dalam Sewa-Menyewa
Tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas tinjauan hukum
ekonomi Islam dalam pelaksanaan panjer dalam sewa-menyewa tanah.
Penelitian dengan pendekatan kualitatif, prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat di amati. Sehingga diperoleh hasil penelitian

bahwa terdapat tiga temuan penelitian. Pertama, pelaksanaan sewa-menyewa
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tanah, akad sewa menyewa dilakukan berdasarkan kerelaan tanpa adanya
paksaan dari para pihak. Kedua, ditinjau dari hukum Islam, sewa- menyewa
tanah hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syaratnya. Dan ketiga,
perspektif dari hukum Islam dan adat kebiasaan yang ada dalam lingkungan
tersebut dapat kita kaji bahwa selama tidak menyimpang dari hukum Islam
maka transaksi yang dilakukan di daerah tersebut diperbolehkan.
Rekomendasi akademis, penelitian terkait penerapan panjer terhadap sewa-
menyewa akan memperkaya khazanah keilmuan keislaman dalam aplikasi
ekonomi Islam. Dan bagi peneliti selanjutnya di harapkan menggunakan data
yang lebih banyak lagi. Adapun rekomendasi praktisnya, Bagi pemilik perlu
menjelaskan tentang ketentuan atau aturan dalam menyewa tanah dan Bagi
calon penyewa harus menghormati ketentuan yang dimiliki oleh pemilik objek
sewa yang disewakan.

Riska Aini (2017) melaksanakan penelitian dengan judul Praktek Jual Beli
Tanah Dengan Memakai Uang Panjar (Uang Muka) Di Kecamatan Laguboti
Kabupaten Tobasa Propinsi Sumatera Utara (Perspektif Fikih As-Syafi’i Dan
Fikih Al-Hanbali). Penelitian ini bertujuan membahas tentang praktek
masyarakat di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa tentang jual beli tanah
dengan sistem panjar (uang muka). Kerangka metodologi yang dipakai adalah
kepustakaan dengan metode deskriptif, yaitu menguraikan, menggambarkan
kedua pendapat secara mendalam. Lalu mengkomparasikan kedua pendapat
tersebut dengan metode komparatif, yaitu metode perbandingan, dengan

memperbandingkan pendapat fikih As-Syafi’i dengan pendapat fikih Hanbali.
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Dan juga dengan analisis kuantitatif, yaitu dengan menggunakan menganalisa
data kasus sehingga bisa menghasilkan kesimpulan yang valid. Hasil
penelitian ini yakni menurut pendapat fikih As-Syafi’i mengenai jual beli uang
muka adalah berpendapat bahwa jual beli tidak sah berdasarkan, Hadis
pertama diriwayatkan oleh Amru bin Syuaib dan Hadis yang kedua
diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru. Pemahaman figh As-Syafi’l ini untuk
menghidari dari isi kandungan surah an-Nisa ayat 29. Sedangkan Pemahaman
fikih Hanbali tentang jual beli uang muka berpendapat bahwa jual beli tersebut
adalah sah. Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam dan
Atsar sahabat atau praktek sahabat Nabi saw, yaitu Umar yang membeli
bangunan penjara kepada Safwan bin Ummayyah. Pendapat yang
berhubungan erat di Masyarakat Kecamatan Laguboti antara pendapat fikih
As-Syafi’i dan fikih Hanbali tentang pelaksanaan jual beli tanah dengan
system uang panjar adalah pendapat fikih Hanbali dimana praktek tersebut
melakukan jual beli tanah dengan memakai uang panjar karena jual beli yang
terjadi di Kecamatan Laguboti adalah boleh karena hal tersebut untuk imbalan

sebagai hibah ganti rugi, dalam hal panjar itu mengikat waktu kepemilikan si

r
'

pembeli.iske

Agung Suryono (2019) yang melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang
Dibatalkan (Studi Pada Pedagang Mobil Bekas Di Bandar Lampung). Adapun
tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik

jual jual beli mobil bekas dalam perjajian pesanan yang dibatalkan di Kota
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Bandar Lampung, dan perspektif hukum Islam terhadap perjanjian uang muka
dalam jual beli bekas yang dibatalkan di Bandar Lampung. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif yaitu jenis penelitiannya lapangan (field
research) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan tersebut,
penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk
menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada
suatu saat di tengah-tengah kebutuhan masyarakat. Dari hasil penelitian ini
menunjukan bahwa perjanjian jual beli mobil bekas menurut persepektif
hukum Islam tidak sah karena tidak dituliskan secara detail di dalam
perjanjian resiko apa saja yang ditanggung oleh konsumen terhadap jual beli
mobil bekas di Bandar Lampung. Sedangkan status uang muka dalam
perjanjian jual beli mobil bekas yang dibatalkan sebagai tanda jadi dalam
pembelian mobil bekas tidak kembali kepada kosumen (uang hangus) karena
tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam dan merugikan salah satu pihak.
Adapun alasan konsumen melakukan pembatalan karena barangnya rusak
seperi kerusakan lampu sen, oli bocor dll, adanya musibah yang menimpa
pembeli seperti pembeli mengalami kecelakaan, dan adanya cacat fisik mobil

seperti mobil lecet dll dari mobil tersebut.
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Tabel 1.1
Tabel Penelitian Terdahulu

Kebiasaan Pemberian Uang | Yuridis Normatif
Panjar dalam Transaksi Jual
Beli Era Pasar Bebas

No. Tahun Nama Peneliti Tujuan Metode Hasil Penelitian
1. 2019 Holijah Penelitian ini bertujuan Penelitian ini | perkembangan penerapan asas
untuk mengetahui Asas menggunakan penelitian | kebiasaan pemberian uang panjar dalam

transaksi jual beli produk barang berupa
benda adalah dapat dilakukan dan
disandarkan pada kebiasaan, sehingga
tergantung pada kesepakatan dari
penjual dan pembeli. Uang panjar saat
berkembang menjadi uang tanda jadi
dan uang muka. Uang panjar sebagai
tanda jadi biasa terjadi dari transaksi
jual beli yang mana yang terjadi

sebelum akad, sementara itu, uang
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panjar sebagai uang muka yang terjadi
setelah penyerahan objek jual beli atau
sudah terjadi akad jual beli sempurna.
Apabila pemberian uang panjar terjadi
sebelum ada penyerahan dari produk
barang yang dijadikan objek jual beli,
maka apabila dari pihak penjual dan beli
dapat membatalkan transaksi, terutama
apabila salah satu pihak merasa
dirugikan dari adanya transaksi jual beli
yang dilakukan. Pemberian uang panjar
dalam transaksi jual beli suatu produk
barang berupa dapat berupa sebagai
tanda jadi atau sebagai uang muka ini,
kedua-duanya menjadi dimasukkan ke
dalam harga pembayaran juga tidak
dapat menjadi bagian harga pembayaran
tergantung kesepakatan dan kebiasaan
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setempat.

2018 Diah Kurnia Dari  permasalahan | Penelitian ini Dari  hasil  penelitian  dapat
diatas peneliti  bertujuan | menggunakan jenis | disimpulkan bahwa dalam hal jual beli
ingin mengetahui | penelitian hukum | rumah di Perumahan De Prima
bagaimana jual beli rumah | empiris dengan | Tunggulwulung Hunian Islami Malang
di Perumahan De Prima | pendekatan  penelitian | perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi
Tunggulwulung Hunian | kualitatif. Alasan | Syariah Pasal 104-108 tentang Bai’
Islami perspektif Kompilasi | menggunakan — metode | Istishna’masih  terdapat point-point

Hukum Ekonomi Syariah
Pasal 104-108 tentang Bai’
Istishna’.  Peneliti  ingin
mengetahui kesesuaian
sistem jual beli di De Prima
Tunggulwulung Hunian
Islami Malang perspektif
Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah.

penelitian di atas adalah

untuk mendapatkan
data-data yang
dibutuhkan melalui
wawancara serta
pengamatan secara

langsung di lapangan
mengenai akad yang
dilaksanakan oleh pihak

developer dengan

yang belum terimplementasikan, yaitu
dalam hal terdapat cacat atau barang
tidak sesuai dengan permintaan
pemesan, harusnya pemesan memiliki
hak khiyar untuk melanjutkan atau
membatalkan akad, namun dalam
pelaksanaannya pihak De Prima
Tunggulwulung tidak memperbolehkan
pembeli membatalkan akad karena

adanya cacat pada barang.
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pembeli.

2018

Maulina

Penelitian ini
bertujuan (1) mengetahui
bagaimana pelaksanaan jual
beli properti di Perumahan
Taylon Syariah Kabupaten
Pati, (2

bagaimana tinjauan hukum

mengetahui

islam terhadap pelaksanaan
jual beli yang dilakukan di
Perumahan Taylon Syariah
Kabupaten Pati.

Dengan metode ini,
dilakukan

kepada informan sesuai

wawancara

data yang dibutuhkan.
Peneliti juga
menggunakan data dan
dokumentasi yang ada.
Dan untuk menguji hasil
temuan data tersebut,
peneliti menganalisis
data dengan kerangka
teoritik yang peneliti

susun.

Dalam penelitian ini
menunjukkan bahwaDalam akad jual
beli perumahan Taylon Syariah, akad
yang dipakaiyaitu istisna® (akad
pemesanan). Dimana Kketika ada
seseorang ingin  memesan kavling
tanah yang nantinya akan dibangun
perumahan, maka dikenakan Booking
Fee sebesar Rp. 2.000.000,-sebagai
tanda jadi yang mengikat unit tetapi
tidak mengikat harga. Maksud dari
mengikat unit tetapi tidak mengikat
harga adalah jika sewaktu-waktu harga
tanah naik maka harga yang dipesan
juga ikut naik selama belum di akad.
Adapun cara pembayaran yaitu dengan

system tunai dan kredit. Mengenai
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tinjauan hukum Islam terhadap jual

beli  properti Perumahan Taylon
Syariah Kabupaten Pati didapati dari
beberapa rujukan Al-Qur*an maupun
hadits yang telah tertulis sebelumnya
menerangkan  bahwasannya dalam
konseptual akad jual beli Perumahan
Taylon

Syariah telah mengambil

daripada konsep jual beli yang

disyariatkan dalam Islam.

2020

Hajid Maududi

Penelitian  tersebut
bertujuan untuk mengetahui
Tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah Terhadap Praktik
Booking Fee pada
Rumah  di

Perumahan Alam Indah

Pembelian

Benda dan Griya Talok

Metode penelitian yang

digunakan adalah
penelitian lapangan
dengan pendekatan

yuridis normatif, sebagai
subjeknya adalah
sekretaris ~ perumahan

Alam Indah Benda dan

Setelah  mengadakan

praktik

penelitian
tentang booking
feediperumahan Alam Indah Benda dan
Griya Talok Permai, ditinjau dalam
perspektif  bai  al-‘urbun, penulis
tidaklah menemukan adanya unsur
garar, maisir, memakan harta orang lain

secara batil dan syarat akad yang batil.
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Permai Bumiayu Kabupaten

bagian pemasaran Griya

Demikian juga dalam perspektif khiyar,

Brebes. Talok  Permai  dan | booking fee terdapat khiyar syarat
objeknya adalah praktik | (walaupun booking fee adalah transaksi
booking  fee  pada | pesanan) yang didalamnya ada
pembelian rumah di | perjanjian secara jelas batas waktunya
perumahan Alam Indah | dan dilakukan atas dasar sukarela, tanpa
Benda dan Griya Talok | mengandung unsur-unsur paksaan serta
Permai. Teknik yang di | diperbolehkan adanya kopensasi jika
gunakan dalam | pembeli membatalkan transaksinya.
pengumpulan data
adalah  menggunakan
observasi, wawancara,
dan pengumpulan
dokumen-dokumen yang
dianalisis dengan
metode kualitatif
induktif.

2019 Eka Damayanti Adapun tujuan | Penelitian ini Berdasarkan basil penelitian,
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penelitian ini untuk
mengetahui substansi dari
perjanjian reservasi antara
konsumen dari pihak Hotel
hak dan

kewajiban para pihak dan

Golden Palace,

bentuk perlindungan hukum
terhadap konsumen jika
pihak Hotel Golden Palace
Kota Mataram tidak
mememnuhi

kewajibannya.

dikategorikan  sebagai
penelitian Normatif
dengan metode

pendekatan perundang-

Undangan (statute
approach) dan
pendekatan konsep

(conceptual approach).

pihak Hotel Golden Palace Kota

Mataram mempunyai substansi
reservasi antara konsumen dengan cara
standard Contract atau perjanjian baku
yang telah ditandatangani kedua belah
pihak pihak  hotel

konsumen). Kedua, Hak dan kewajiban

(anatara dan
para pihak dalam perjanjian reservasi
ini konsumen mempunyai hak untuk
mendapatkan pelayanan hotel dan
pihak hotel berkewajiban memberikan
pelayanan sesuai dengan kesepakatan.
Ketiga, Perlindungan hukum terhadap
konsumen yang dipraktekan dengan
cara small claim, menggugat mealaui
Badan

Konsumen (BPSK) , dan Pengadilan

Penyelesaian Sengketa

Negeri.




35

2020

Armansyah

Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui apakah
ada pengaruh signifikan
Stimulus booking feedan
Lokasi Terhadap Keputusan
Pembelian Rumah PadaPT.
Bintang Agung Property

Palembang.

Populasi dan Sampel
dalam  penelitian ini
sebanyak 74  orang
responden. Jenis data
dalam  penelitian ini
adalah data primer dan
data sekunder. Adapun
data primer diperoleh
penulis dengan
menyebarkan kuesioner
kepada responden,
dengan melakukan uji
validitas dan uji

reliabilitas.

Sedangkan uji hipotesis
dilakukan dengan uji F dan uji t.
Berdasarkan hasil pengolahan data
dengan SPSS Ver.24 pada uji F
diperoleh F hitung sebesar 32,271
dengan signifikansi 0,000 diketahui
bahwa Stimulus booking feedan
Lokasi  secara  bersama  —Ssama
memberikan pengaruh dan signifikan
terhadap Keputusan Pembelian Rumah
Pada PT. Bintang Agung Property
Palembang. Berdasarkan uji t atau uji
secara parsial Stimulus booking fee
(X1) berpengaruh secara signifikan
terhadap Keputusan Pembelian Rumah
Pada PT. Bintang Agung Property

Palembang dengan t hitung
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3.966dengan signifikansi 0,001. Secara
parsial Lokasi (X2) berpengaruh
secara signifikan terhadap Keputusan
Pembelian dengan t hitung 3.658
dengan signifikansi 0,003. Disarankan
untuk lebih meningkatkan kebijakan
Stimulus booking feedan Lokasi yang
ditawarkan ~ untuk  meningkatkan

keputusan pembelian yang lebih baik.

2017

Fina Fauziah

Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui

Tinjauan  Hukum Islam
Tentang pelaksanaan
Perjanjian kepemilikan

Rumah Yang Belum di
(Studi Pada

Perumahan Sidosari 2 Natar

bangun

Penelitian ini termasuk
jenis penelitian lapangan

(field research), dengan

pendekatan  deskriptif
analisis. Teknik
pengumpulan data

dilakukan dengan cara

wawancara dan

Berdasarkan  hasil  penelitian
dapat dikemukakan dalam prakteknya
perjanjian tersebut tidak sesuai dengan
perjanjian awal. Perjanjian di awal
pembeli rumah di janjikan selama 4
bulan bahwasanya rumah sudah dapat
ditempatinamun  dalam  prakteknya

setelah 4 bulan rumah belum siap untuk
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Lampung Selatan.

dokumentasi. Kemudian
data yang terkumpul
diolah melalui proses
editing dan sistemating.
Sedangkan analisis data

menggunakan  analisis
kualitatif dengan
pendekatan berfikir
induktif.

ditempati. Dari tinjauan pandangan
hukum Islam praktek pelaksanaan
perjanjian kepemilikan rumah yang
belum dibangun di Perumahan Sidosari
2 ini sah, karena praktik dan teori sesuai
dengan kaidah fikih bahwa Hukum asal
dalam segala hal adalah boleh sebelum
ada dalil yang membatalkannya dan
atau mengharamkannya, dan dalam
hukum Islam perjanjian harus ditepati
dan dihormati. Tidak boleh menyalahi
salah satu dari hukum-hukum syariat,
perjanjiannya harus berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak, tidak
boleh mencurangi salah satu pihak, agar

tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2018

Deo Saputri

Penelitian ini bertujuan

Data penelitian ini

Hasilnya adalah Kirai Park
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untuk menganalisis strategi
pemasaran perumahan

syariah dan untuk

mengetahui bagaimana
strategi pemasaran untuk
peningkatan market share di
Park
ditinjau dari segi Marketing

Mix 7P.

Kirai Residence

menggunakan data
primer yang diperoleh

dari responden melalui

wawancara dengan
marketing Kirai Park
Residence Cirendeu
sebuah perusahaan
property syariah
khususnya bagian
bauran pemasaran
(Marketing Mix), serta
data sekunder yang
diperoleh dari brosur-
brosur dan data-data

yang dikeluarkan oleh

Kirai Park Residence.

Residence sudah memenuhi semua
unsur bauran pemasaran (Marketing
Mix) 7P dalam setiap proses penjualan
unitnya sehingga perusahaan dapat

mencapai target yang ditentukan dalam

penjualannya di mulai dari produk
(Product), Harga (Price), Tempat
(Place), Orang (People), Proses

(Process), Promosi (Promotion), dan
Lingkungan Fisik (PhysicalEvidence).
Oleh karena itu, pihak marketing Kirai
Park Residence selalu menekankan
unsur-unsur bauran pemasaran tersebut
pada semua proses Yyang dilakukan
selama masa penjualan produk nya agar
dapat sesuai dengan rencana dan dapat
mencapai tujuan yang diinginkan
dengan tidak melupakan aspek-aspek

syariah yang telah di tentukan pada
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aturan-aturan penjualannya.

2018

Salman Alfazri dan
Parman Komarudin.

Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui
praktek pembayaran uang

muka dalam penyewaan

kamar kos di Kelurahan
Sungai Miai, Kecamatan
Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin. Dan
mengetahui tinjauan
Hukum Islam terhadap
pembayaran uang muka

dalam penyewaan kamar
kos di Kelurahan Sungai
Miai,

Banjarmasin Utara,

Kecamatan
Kota

Banjarmasin.

Metode
digunakan
metode kualitatif

yang
adalah

Akad sewa menyewa kamar kos-kosan
dilakukan pemilik kamar kos-kosan dan
UNISKA MAB

Banjarmasin sesuai dengan rukun dan

mahasiswa

syarat sewa menyewa (ijarah), sehingga
hukumnya sah. Praktek uang muka
dalam sewa menyewa kamar kos yang
dilakukan dengan empat cara, Yaitu
pertama penerapan sistem uang muka
tidak kembali apabila penyewa batal
menyewa kamar kos, kedua penerapan
sistem uang muka akan kembali secara
penuh  walaupun  penyewa batal
menyewa kamar kos, ketiga penerapan
sistem uang muka akan kembali dengan
bersyarat atau

(mencari  pengganti

penyewa baru), keempat penerapan
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sistem uang muka akan kembali dengan
akad/kesepakatan baru. Penerapan uang
muka boleh dilakukan selama tidak ada
pihak yang merasa dirugikan. Uang
muka dilakukan untuk menghindari
adanya wanprestasi atau cidera janji

antara pihak pemilik kos dan penyewa.

10.

2021

Siti Hartinah dan

Mawardi Ismail

Tujuan  penulis  adalah

untuk mengetahui
pelaksanaan sewa meyewa
rumah menggunakan sistem

panjar.

Metode yang digunakan
adalah metode kualitatif,
setelah penulis
mendapatkan data dari
lapangan melalui
dokumentasi, observasi
dan wawancara maka
penulis menganalisis
dan menjadikan hukum
ekonomi Islam sebagai

rujukan sebagai standar

Pandangan ekonomi Islam  sewa
menyewa rumah menggunakan sistem
panjar dibolehkan, baik itu melalui dalil
al- quran, hadist dan pendapat ulama

terdahulu, maupun ulama kontemporer

karena  sewa  menyewa  rumah
menggunakan sistem panjar
menggandung unsur kebaikan dan

menjaga kemaslahatan  masyarakat,

walaupun sistem panjar ini dibolehkan,

namun apabila terjadi pembatalan
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kebolehan sewa
menyewa menggunakan

sistem panjar.

sebaiknya uang panjar  tersebut
dikembalikan agar tidak merugikan
salah satu pihak dalam bertransaksi,
karena itu dilarang dalam ekonomi

Islam.

11.

2021

Ibnur Razi

Tujuan dilaksanakannya
penelitian ini untuk
mengetahui kedudukan

uang paskot sewa menyewa
rumah ditinjau dari undang-
undang perlindungan
konsumen dan figh
muamalah di perumahan

Elina Malana Ponco

Metode penelitian yang
penulis lakukan adalah
metode penelitian
kualitatif dengan jenis
penelitian field research
(penelitian lapangan)
yang bersifat kualitatif.
dengan teknik
pengambilan data

melalui wawancara

Pertama pemilik perumahan meminta
uang muka atau uang paskot kepada
penyewa  sebagai tanda  bukti
kesungguhan untuk menyewa rumah di
perumahan tersebut. Alasan uang paskot
diminta oleh pemilik perumahan adalah
untuk menjaga agar penyewa tidak
beralih ke tempat sewa rumah lainnya.
Uang paskot dimaksudkan sebagai
pengikat si penyewa dengan pemilik
rumah untuk melanjutkan perjanjian
sewa menyewa. Kedua pelaksanaan

perjanjian sewa menyewa rumah
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dilakukan dengan dua bentuk yaitu uang
paskot di awal perjanjian dan uang
paskot digabungkan dengan uang sewa
menyewa. Menurut Undang-undang
perlindungan ~ konsumen  terhadap
praktik sewa menyewa rumah di
Perumahan Elina Malana penyewa tidak
mampu melindungi diri dari kejadian
kurangnya informasi dari pemilik
perumahan atas objek sewa dan harga
sewa yang ditawarkan karena perjanjian
hanya dengan lisan oleh karena itu
penyewa tidak bisa menuntut apabila
adanya resiko terburuk dari perjanjian
dan uang paskot yang diberikan. Ketiga
Menurut figh muamalah akad sewa
menyewa rumah yang dilakukan di
Perumahan Elina sudah sesuai dengan

figh muamalah akan tetapi untuk
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ketentuan uang panjar dikategorikan
belum memenuhi kriteria uang panjar

dalam Islam.

12

2018

Rosnaeni,
Muhammad Ikbal

Penelitian ini  bertujuan

untuk mengetahui
pelaksanaan dan tinjauan
ekonomi  Islam  sistem
panjar ABK nelayan di
Desa  Tongke-  Tongke
Kecamatan Sinjai  Timur

Kabupaten Sinjai.

Metode penelitian yang
penulis lakukan adalah
metode penelitian
kualitatif dengan jenis
penelitian field research
(penelitian  lapangan)

yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
(1) sistem panjar yang dilakukan oleh
ABK nelayan di Desa Tongke-Tongke
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten
Sinjai  hampir sama dengan utang
piutang, dimana dalam islam di kenal
dengan istilah al gard. Sistem panjar ini
sebenarnya sama dengan utang piutang
yang dilakukan oleh masyarakat umum,
mereka melakukan sukarela tanpa ada
paksaan dari pihak manapun, hanya saja
utang piutang yang mereka lakukan
adalah dengan adanya perjanjian bahwa
ABK tersebut harus ikut pada kapal

pemilik kapal tempat mengambil panjar.
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Namun jika ingin pindah ke kapal lain
maka ABK harus melunasi dulu uang
panjar  yang  telah  diambil.(2)
Pandangan Ekonomi Islam terhadap
penerapan panjar ini adalah
diperbolehkan dengan pertimbangan
bahwa Allah Swt mempermudah segala
urusan asalkan sesuai ketentuan hukum
islam dan tidak akan mempersulit upaya
pelaksanaannya.  Itu  mengandung
maksud bahwa panjar diperbolehkan
selama itu sudah disepakati oleh pihak-
pihak yang terlibat dalam perjanjian.
Selain itu tidak boleh merugikan salah

satu pihak.

13

2021

Listian Indriyani
Achmad dan Tri

Tujuan penelitian ini yang
pertama  adalah  untuk

mengetahui mekanisme

Metode penelitian yang
penulis lakukan adalah

metode penelitian

Hasil penelitian ini yaitu uang muka
dalam akad murabahah pada KPR di
BNI Syariah adalah merujuk pada
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Sulistiana

uang muka (DP) dan
pelaksanaan
KPR dengan akad
murabahah di BNI Syariah
KCP JABABEKA Cikarang
Bekasi yang terdapat pada

pembiayaan

produk Griya iB Hasanah.
Kedua, untuk mengetahui
langkah penyelesaian jika
terjadi pembiayaan
bermasalah atau  macet.
Ketiga pandangan hukum
Islam dalam perspektif figih
muamalah terhadap uang
muka dalam akad
murabahah pada KPR di
BNI Syariah KCP

JABABEKA Cikarang

kualitatif dengan jenis
penelitian field research
(penelitian lapangan)

yang bersifat kualitatif.

Fatwa DSN-MUI Nomor 13 Tahun
2000 tentang

murabahah. Tampaknya fatwa tersebut

uang muka dalam

dipengaruhi oleh pemikiran/pendapat
Imam Ahmad beserta para pengikutnya
yang membolehkan transaksi jual beli
dengan menggunakan uang muka,
kemudian merujuk pada peraturan yang
sudah ada dari OJK, regulator dari BI,
bahwa setiap  pembiayaan  baik
konvensional maupun syariah itu harus

ada uang muka.
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Bekasi

14.

2020

Reici Oktapia Rani

Untuk mengetahui adanya
Praktik jual beli jagung bisi
sistem  tebasan  dengan
panjar di Kecamatan Air
Nipis Kabupaten Bengkulu
Selatan  dan  Perpektif

hukum  Islam  terhadap
praktek jual beli jagung bisi
sistem  tebasan  dengan
panjar di Kecamatan Air
Nipis Kabupaten Bengkulu

Selatan.

Metode penelitian
lapangan (field
research),  pendekatan

yang digunakan adalah
kualitatif deskriftif yang
bermanfaat untuk
memberikan

fakta,

informasi,
data, dan
mekanisme Jual Beli
Jagung  Bisi  Sistem
Tebasan Dengan Panjar
Dalam
Hukum Islamn (Studi di

Kecamatan Air

Perspektif

Nipis
Kabupaten ~ Bengkulu

Selatan Provinsi

Dari hasil penelitian ini ditemukan

1.Masyarakat pada umumnya
melakukan transaksi jual beli jagung
bisi sistem tebasan dengan panjar yang
merupakan transaksi yang terjadi karena
faktor  keadaan, dan  kebutuhan
mendesak yaitu akad yang terjadi pada
saat barang masih dilahan dengan
akad khiyar.

pembayaran dalam jual beli tersebut

mengunakan Sistem
menggunakan panjar yang dilakukan
diawal lalu melibatkan dua pihak yaitu
penjual dan pembeli. Dalam jual beli ini
digunakan cara, bahwa pembeli
memanjar uang yang ditentukan 30%
dari jumlah keseluruhan, transaksi ini

akadnya suka sama-sama suka tanpa
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Bengkulu)

adanya sifat pemaksaan antar kedua
belah pihak 2. Menurut Perspektif
hukum islam Jual beli Jagung Bisi
Sistem Tebasan dengan Panjar di
Kecamatan  Air Nipis Kabupaten
Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
dibolehkan karena pada prinsipnya jual
beli adalah perjanjian. Perjanjian
didasarkan pada kesepakatan dan harus
dilaksanakan dengan itikad baik, serta
tidak boleh dirubah sepihak tanpa ada
persetujuan dari pihak lainnya. Dan
dalam kasus ini adanya wansprestasi
dari pihak pembeli sehingga tidak boleh
ia membatalkan pembelian tersebut
dengan menyuruh mengembalikan uang
muka (panjar) yang suda perna dia
berikan kepada penjual.
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15. | 2019 Setopanggalih Untuk mengetahui sistem | Metode deskriptif | Hasil penelitian dan analisis data, maka
uangmuka (DP) dalam akad | kualitatif yakni | dapat disimpulkan bahwa sistem uang
sewa menyewa alat pesta di | termasuk penelitian | muka (DP) vyang dilakukan oleh
Mukti Ayu Group Desa |yang ditujukan untuk | persewaan alat pesta Mukti Ayu Group
Kauman Kecamatan | mendeskripsikan tentang | tidak sah  karena tidak adanya
Kauman Kabupaten | sistem uang muka dalam | kompensasi apabila persewaan
Ponorogo dan bagaimana | akad sewa menyewa alat | dibatalkan oleh penyewa sehingga uang
tinjauan  Hukum  Islam | pesta di Mukti Ayu | muka tersebut akan hilang atau hangus.
terhadap sistem uang muka | Group
(DP) dalam akad sewa
menyewa alat pesta di
Mukti Ayu Group Desa
Kauman, Kecamatan
Kauman Kabupaten
Ponorogo.

16. | 2020 Renilda Anwar Penelitian  ini  bertujuan | Metode penelitian yang | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

untuk mengetahui jual beli

dengan menggunakan

digunakan penelitian ini

adalah penelitian

proses pelaksanaan jual beli dengan

sistem down payment (DP) yang
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sistem down payment (DP)
pada Kredit Plus dengan
menggunakan analisis

Hukum Islam.

kualitatif yang
memfokuskan pada jual
beli dengan
menggunakan  sistem

down payment (DP).

terdapat pada kredit plus pada
umumnya sama, namun DP yang
terdapat pada kredit plus menjadi uang
administrasi dan tidak dimasukkan
dalam harga barang, apabila barang
yang diambil dibawah harga Rp.
10.000.000.-.  Namun,  sebaliknya
apabila barang yang diambil diatas Rp.
10.000.000.- maka DP yang dibayarkan
masuk kedalam harga barang dan sisa
dari harga barang tersebut yang

nantinya akan diakumulasikan.

17.

2018

Meilita

Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui
tentang praktek jual beli
barang  dengan  sistem
panjar titip di Toko Rizky

Jaya  Simpang  Asam,

Metode penelitian yang
digunakan penelitian ini
adalah penelitian
kualitatif

Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, bahwa dalam praktek jual
beli barang dengan sistem panjar titip
dengan cara si pembeli memanjar uang
yang ditentukan 50% dari jumlah

keseluruhan, lalu dititipkan di toko
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Banjit, Way Kanan dan
untuk mengetahui
persepektif hukum Islam
tentang praktek jual beli
barang  dengan  sistem
panjar titip di Toko Rizky
Jaya.

tersebut, kemudian jika harga sudah
naik si pembeli ini  mengambil
barangnya dan  barang tersebut
diperjualbelikan kepada orang lain
dengan harga yang sudah naik. Tetapi
pemilik toko tersebut tidak
mengetahuinya jika akan
diperjualbelikan. Setelah
diperjualbelikan pembeli ini melunasi
barang tersebut dengan harga masih
rendah atau seperti awal membelinya.
Ditinjau dari perspektif hukum Islam
ini, tidak diperbolehkan, karena adanya
ketidakjelasan dalam berakad
menimbulkan unsur penipuan dan
kemanfaatan  harta  secara batil,
pelaksanaan  ketidakjelasan  dalam
waktu menunggu pelunasannya dan

mengambil barangnya. Menurut hukum
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Islam ketidakjelasan adalah sesuatu

yang tidak diperbolehkan.

18.

2020

Dyatri Utami Arina
Absari

Penelitian ini  bertujuan
lebih

hukum

untuk  mengetahui
jelas  tinjauan

ekonomi  Islam  dalam
pelaksanaan panjer dalam

sewa-menyewa tanah.

Penelitian dengan

pendekatan  kualitatif,
prosedur penelitian yang
menghasilkan data
deskriptif berupa kata-
kata tertulis dan lisan
dari orang-orang dan
perilaku yang dapat di

amati

terdapat tiga temuan  penelitian.
Pertama, pelaksanaan sewa-menyewa
tanah, akad sewa menyewa dilakukan
berdasarkan kerelaan tanpa adanya
paksaan dari para pihak. Kedua, ditinjau
dari hukum Islam, sewa- menyewa
tanah hukumnya sah karena sesuai
dengan rukun dan syaratnya. Dan
ketiga, perspektif dari hukum Islam dan
adat kebiasaan yang ada dalam
lingkungan tersebut dapat Kita kaji
bahwa selama tidak menyimpang dari
yang

tersebut

hukum Islam maka transaksi
dilakukan di

diperbolehkan. Rekomendasi akademis,

daerah

penelitian terkait penerapan panjer
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terhadap sewa-menyewa akan

memperkaya  khazanah keilmuan
keislaman dalam aplikasi ekonomi
Islam. Dan bagi peneliti selanjutnya di
harapkan menggunakan data yang lebih
banyak lagi. Adapun rekomendasi
praktisnya, Bagi  pemilik  perlu
menjelaskan tentang ketentuan atau
aturan dalam menyewa tanah dan Bagi
calon penyewa harus menghormati
ketentuan yang dimiliki oleh pemilik

objek sewa yang disewakan.

19

2017

Riska Aini

Penelitian  ini  bertujuan
membahas tentang praktek
masyarakat di Kecamatan
Laguboti Kabupaten Tobasa
tentang jual beli tanah

dengan sistem panjar (uang

Kerangka  metodologi
yang dipakai adalah
kepustakaan dengan
metode deskriptif, yaitu
menguraikan,

menggambarkan kedua

Pendapat fikih As-Syafi’i mengenai jual
beli uang muka adalah berpendapat
bahwa jual beli tidak sah berdasarkan,
Hadis pertama diriwayatkan oleh Amru
bin Syuaib dan Hadis yang kedua
diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru.
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muka).

pendapat secara
mendalam. Lalu
mengkomparasikan
kedua pendapat tersebut
dengan metode
komparatif, yaitu
metode  perbandingan,
dengan
memperbandingkan
pendapat  fikih  As-
Syafi’i dengan pendapat
fikih Hanbali. Dan juga
dengan analisis
kuantitatif, yaitu dengan
menggunakan
menganalisa data kasus
sehingga bisa

menghasilkan

Pemahaman figh As-Syafi’l ini untuk
menghidari dari isi kandungan surah an-
Nisa ayat 29. Sedangkan Pemahaman
fikin Hanbali tentang jual beli uang
muka berpendapat bahwa jual beli
tersebut adalah sah. Berdasarkan Hadis
yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam
dan Atsar sahabat atau praktek sahabat
Nabi saw, yaitu Umar yang membeli
bangunan penjara kepada Safwan bin
Ummayyah. Pendapat yang
berhubungan erat di  Masyarakat
Kecamatan Laguboti antara pendapat
fikih As-Syafi’i dan fikih Hanbali
tentang pelaksanaan jual beli tanah
dengan system wuang panjar adalah
pendapat fikih Hanbali dimana praktek
tersebut melakukan jual beli tanah

dengan memakai uang panjar karena
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kesimpulan yang valid

jual beli yang terjadi di Kecamatan
Laguboti adalah boleh karena hal
tersebut untuk imbalan sebagai hibah
dalam hal

ganti  rugi, panjar itu

mengikat  waktu  kepemilikan  si

R leLe

20.

2019

Agung Suryono

Adapun tujuan diadakannya
penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana
praktik jual jual beli mobil
bekas dalam  perjajian
pesanan yang dibatalkan di
Kota Bandar Lampung, dan
perspektif hukum Islam
terhadap perjanjian uang
muka dalam jual beli bekas

yang dibatalkan di Bandar

Penelitian ini
menggunakan  metode
kualitatif ~ yaitu  jenis
penelitiannya lapangan
(field research) yang
bertujuan untuk
mengumpulkan data dari
lapangan tersebut,

penelitian lapangan ini

pada hakekatnya
merupakan metode
untuk menemukan

Dari hasil penelitian ini menunjukan
bahwa perjanjian jual beli mobil bekas
menurut persepektif hukum Islam tidak
sah karena tidak dituliskan secara detail
di dalam perjanjian resiko apa saja yang
ditanggung oleh konsumen terhadap
bekas di

Lampung. Sedangkan status uang muka

jual beli mobil Bandar
dalam perjanjian jual beli mobil bekas
yang dibatalkan sebagai tanda jadi
dalam pembelian mobil bekas tidak

kembali kepada kosumen (uang hangus)
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Lampung.

secara  spesifik dan
realistis tentang apa
yang sedang terjadi pada
suatu saat di tengah-
tengah kebutuhan

masyarakat.

karena tidak sesuai dengan kaidah
hukum Islam dan merugikan salah satu
pihak. Adapun alasan konsumen
melakukan pembatalan karena
barangnya rusak seperi kerusakan
lampu sen, oli bocor dll, adanya
musibah yang menimpa pembeli seperti
pembeli mengalami kecelakaan, dan
adanya cacat fisik mobil seperti mobil

lecet dll dari mobil tersebut.

Sumber: Data diolah peneliti (2021)
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Tabel 1.2
Kebaruan Penelitian
NO JUDUL PENELITIAN PERSAMAAN PERBEDAAN

NAMA DAN TAHUN PENELITIAN ORISINALITAS PENELITIAN
1. Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar | Melihat Prkatik | Pada  penelitian  ini | Penelitian ini  berfokus pada
dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas | Booking Fee terdapat Praktik Booking | Praktik Booking Fee dalam
(Holijah, 2019) Fee dalam Pandangan | Pandangan Ekonomi Syariah dan
Undang-undang Undang-undang Perlindungan

Perlindungan Konsumen. | Konsumen.
2. berjudul Jual Beli Rumah Perspektif | Melihat Prkatik | Pada  penelitian  ini | Penelitian ini berfokus pada
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang | Booking  Fee  dari | terdapat Praktik Booking | Praktik Booking Fee dalam
Bai’ Istishna’ (Studi Di De Prima | Pandangan  Ekonomi | Fee dalam Pandangan | Pandangan Ekonomi Syariah dan
Tunggulwulung Hunian Islami Malang). | Syariah. Undang-undang Undang-undang Perlindungan

(Kurnia, 2018) Perlindungan Konsumen. | Konsumen.
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap | Melihat Prkatik | Pada  penelitian  ini | Penelitian ini berfokus pada
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Pelaksanaan Jual Beli Properti Perumahan | Booking  Fee  dari | terdapat Praktik Booking | Praktik Booking Fee dalam
Taylon Syariah Kabupaten Pati (Maulina, | Pandangan  Ekonomi | Fee dalam Pandangan | Pandangan Ekonomi Syariah dan
2018) Syariah. Undang-undang Undang-undang Perlindungan
Perlindungan Konsumen. | Konsumen.
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap | Melihat Prkatik | Pada  penelitian  ini | Penelitian ini berfokus pada
Praktik Booking Fee pada Pembelian Rumah | Booking  Fee  dari | terdapat Praktik Booking | Praktik Booking Fee dalam
di Perumahan Alam Indah Benda dan Griya | Pandangan ~ Ekonomi | Fee dalam Pandangan | Pandangan Ekonomi Syariah dan
Talok Permai Bumiayu Kabupaten Brebes | Syariah. Undang-undang Undang-undang Perlindungan

(Hajid Maududi, 2020).

Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen terhadap pelayanan
dari pihak hotel Golden Palace Lombok.
(Eka Damayanti, 2019)

Melihat Booking Fee
dari Tinjauan Hukum
dan Aturan

Perundangan

Pada
terdapat Praktik Booking

penelitian  ini

Fee dalam Pandangan

Ekonomi Syariah

Konsumen.
Penelitian ini  berfokus pada
Praktik Booking Fee dalam

Pandangan Ekonomi Syariah dan

Undang-undang Perlindungan

Pengaruh Stimulus Booking Feedan Lokasi
Terhadap Keputusan Pembelian Rumah Pada
PT. Bintang Agung Property Palembang.

Melihat Booking Fee
dari Tinjauan Hukum

dan Aturan

Pada
terdapat Praktik Booking

penelitian  ini

Fee dalam Pandangan

Konsumen.
Penelitian ini  berfokus pada
Praktik Booking Fee dalam

Pandangan Ekonomi Syariah dan
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(Armansyah, 2020)

Perundangan

Ekonomi Syariah

Undang-undang Perlindungan

Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan
Perjanjian kepemilikan Rumah Yang Belum

Melihat Booking Fee

dari Tinjauan Hukum

Pada
terdapat Praktik Booking

penelitian  ini

Konsumen.
Penelitian ini  berfokus pada
Praktik Booking Fee dalam

di bangun (Studi Pada Perumahan Sidosari 2 | dan Aturan | Fee dalam Pandangan | Pandangan Ekonomi Syariah dan
Natar Lampung Selatan). (Fina Fauziah, | Perundangan Ekonomi Syariah Undang-undang Perlindungan
2017) Konsumen.

Analisis Strategi Pemasaran Perumahan | Melihat Prkatik | Pada  penelitian  ini | Pada penelitian ini  terdapat
Syariah Di Tinjau Dari Segi Marketing Mix | Booking  Fee  dari | terdapat Praktik Booking | Praktik Booking Fee dalam
7P studi Kasus : Kirai Park Residence. | Pandangan  Ekonomi | Fee dalam Pandangan | Pandangan Undang-undang
(Klarisa Deo Saputri, 2018) Syariah. Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Konsumen.

Sewa Menyewa Berbasis Panjar Dalam | Melihat Prkatik | Pada  penelitian  ini | Pada penelitian ini terdapat
Perspektif Ekonomi Islam (Siti Hartinah dan | Booking ~ Fee  dari | terdapat Praktik Booking | Praktik Booking Fee dalam
Mawardi Ismail, 2021) Pandangan  Ekonomi | Fee dalam Pandangan | Pandangan Undang-undang

Syariah.

Undang-undang

Perlindungan Konsumen.
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Perlindungan Konsumen.

10. Kedudukan Uang Paskot Sewa Menyewa | Pada penelitian ini | Penelitian ini | Pada penelitian ini terdapat
Rumah Ditinjau Dari Undang- Undang | terdapat Praktik | menggunakan sistem | Praktik Booking Fee dalam
Perlindungan ~ Konsumen  Dan  Figh | Booking Fee dalam | Jual beli Pandangan Undang-undang
Muamalah Di Perumahan Elina Malana | Pandangan  Undang- Perlindungan  Konsumen  dan
Ponco (Ibnur Razi, 2021) undang  Perlindungan Ekonomi Syariah pada sistem jual

Konsumen dan Figih beli
Muamalah

11. | Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem | Pada penelitian ini | Pada  penelitian  ini | Pada penelitian ini terdapat
Panjar Anak Buah Kapal (Abk) Nelayan | terdapat Praktik | terdapat Praktik Booking | Praktik Booking Fee dalam
(Studi Kasus: Di Desa Tongke-Tongke | Booking Fee dalam | Fee dalam Pandangan | Pandangan Undang-undang
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai) | Ekonomi Syariah Undang-undang Perlindungan  Konsumen  dan
(Rosnaeni dan Muhammad Ikbal, 2018) Perlindungan Konsumen. | Ekonomi Syariah pada sistem jual

beli

12. | Analisis Uang Muka Dalam Akad | Pada penelitian ini | Pada  penelitian  ini | Pada penelitian ini terdapat
Murabahah Pada Kredit Pemilikan Rumah | terdapat Praktik | terdapat Praktik Booking | Praktik Booking Fee dalam
(Studi Pada Bni Syariah Kcp Jababeka | Booking Fee dalam | Fee dalam Pandangan | Pandangan Undang-undang
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Cikarang Bekasi) (Listian Indriyani Achmad
dan Tri Sulistiana, 2021)

Ekonomi Syariah

Undang-undang

Perlindungan Konsumen.

Perlindungan  Konsumen  dan
Ekonomi Syariah pada sistem jual
beli

Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan
Perspektif Hukum Islamite (Studi Di
Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu
Selatan Provinsi Bengkulu) (Reici Oktapia
Rani, 2020)

Booking Fee
Ekonomi Syariah

Pada  penelitian  ini
terdapat Praktik Booking
Fee dalam Pandangan
Undang-undang

Perlindungan Konsumen.

Pada penelitian ini terdapat
Praktik Booking Fee dalam
Pandangan Undang-undang
Perlindungan  Konsumen  dan
Ekonomi Syariah pada sistem jual
beli

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem
Uang Muka (Dp) Dalam Akad Sewa
Menyewa Alat Pesta (Studi Kasus Di
Persewaan Alat Pesta Mukti Ayu Group
Desa Kauman, Kecamatan Kauman,

Kabupaten Ponorogo) (Setopanggalih, 2019)

Booking Fee
Ekonomi Syariah

Pada  penelitian  ini
terdapat Praktik Booking
Fee dalam Pandangan
Undang-undang

Perlindungan Konsumen.

Pada penelitian ini terdapat
Praktik Booking Fee dalam
Pandangan Undang-undang
Perlindungan  Konsumen  dan
Ekonomi Syariah pada sistem jual
beli

Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli
dengan Sistem Down Payment (DP): Studi

Pada  penelitian  ini
terdapat Praktik Booking

Pada penelitian ini terdapat
Praktik Booking Fee dalam
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pada Kredit Plus di Kota Palopo (Renilda
Anwar, 2020)

Booking Fee dalam

Ekonomi Syariah

Fee dalam Pandangan
Undang-undang

Perlindungan Konsumen.

Pandangan Undang-undang

Perlindungan  Konsumen  dan
Ekonomi Syariah pada sistem jual

beli

16. Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem | Pada penelitian ini | Pada  penelitian  ini | Pada penelitian ini terdapat
Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam | terdapat Praktik | terdapat Praktik Booking | Praktik Booking Fee dalam
str((Studi Pada Toko Rizky Jaya Di Simpang | Booking Fee dalam | Fee dalam Pandangan | Pandangan Undang-undang
Asam, Banjit, Way Kanan) (Meilita, 2018) Ekonomi Syariah Undang-undang Perlindungan  Konsumen  dan

Perlindungan Konsumen. | Ekonomi Syariah pada sistem jual
beli

17. | Tinjauan Ekonomi Islam  terhadap | Pada penelitian ini | Pada  penelitian  ini | Pada penelitian ini terdapat
Pelaksanaan Panjer dalam Sewa-Menyewa | terdapat Praktik | terdapat Praktik Booking | Praktik Booking Fee dalam
Tanah (Dyatri Utami Arina Absari, 2020) Booking Fee dalam | Fee dalam Pandangan | Pandangan Undang-undang

Ekonomi Syariah Undang-undang Perlindungan  Konsumen  dan
Perlindungan Konsumen. | Ekonomi Syariah pada sistem jual
beli

18. Praktek Jual Beli Tanah Dengan Memakai | Pada penelitian ini | Pada  penelitian  ini | Pada penelitian ini terdapat
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Uang Panjar (Uang Muka) Di Kecamatan
Laguboti  Kabupaten Tobasa Propinsi
Sumatera Utara (Perspektif Fikih As-Syafi’i
Dan Fikih Al-Hanbali) (Riska Aini, 2017)

terdapat Praktik

Booking Fee

Ekonomi Syariah

dalam

terdapat Praktik Booking
Fee dalam Pandangan
Undang-undang

Perlindungan Konsumen.

Praktik Booking Fee dalam
Pandangan Undang-undang
Perlindungan  Konsumen  dan
Ekonomi Syariah pada sistem jual
beli

19.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian
Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang
Dibatalkan (Studi Pada Pedagang Mobil Bekas
Di Bandar Lampung) (Agung Suryono, 2019)

Sumber : Data Primer Diolah Peneliti, 2019
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Berdasarkan tabel diatas, persamaan dan perbedaan penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya, dapat diuraikan berikut :

1.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari
segi tinjuaanya sama-sama meninjau Praktik Booking Fee dalam
pandangan Hukum dan Aturan Perundangan atau Ekonomi Syariah
Sedangkan dari sisi perbedaan penelitian terdahulu lebih fokus
pada keduanya yakni praktik Booking Fee dari Pandangan
Ekonomi Syariah dan juga Undang-undang Perlindungan

Konsumen.

1.4  Definisi Istilah

1.

Booking Fee

Booking fee (BF) identik dengan uang muka atau down Payment
(DP), oleh karena itu booking fee dan down Payment perlu ada
kejelasan makna.

Pandangan Ekonomi Syariah

Pandangan Ekonomi Syariah merupakan pandangan yang di
dasarkan atas hukum-hukum yang ada pada umat islam dengan
berpedoman pada Al-Qur’an, Hadist, dan [jma Ulama.

Pandangan Undang-undang Perlindungan Konsumen
Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan peraturan
perundangan yang berlaku di Republik Indonesia yang bertujuan
untuk melindungi Konsumen dari Wanprestasi yang dilakukan

Produsen.
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BAB I1

KAJIAN PUSTAKA

A. Booking Fee

1. Pengertian Booking Fee

Berdasarkan sudut pandang bahasa booking berasal dari bahasa inggris
yang dimaknai dengan uang pembayaran atas pemesanan.® Atau dapat
dimaknai dengan sjeumlah yang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai
tanda jadi pembelian, panjar, ataupun persekot.® Sementara berdasarkan sudut
pandang kamus perumahan, booking fee dapat dimaknai dengan keseriusan
dalam pembelian rumah, dengan pembayaran sejumlah uang tanda jadi, maka
calon pembeli memiliki hak untuk melakukan pemilihan kavling serta
developer memiliki kewajiban untuk melakukan blokir kavling dari
penawaran Yyang diberikan pada pihak lainnya. Dengan melakukan
pemblokiran tersebut maka pihak developer akan merugi jika calon pembeli
membatalkan pembeliannya. Sebagai konsekuensi atasnya maka umumnya

uang booking fee akan dinyatakan hangus dan menjadi hak milik developer.

B. Booking Fee dalam Pandangan Ekoomi Syariah

1. Pengertian Booking dalam Pandangan Ekonomi Syariah

Dalam sudut pandang ekonomi syariah booking fee adalah bai al-‘urbun.

Definisi ’urbun dalam kamus Arab-Indonesia berarti persekot, uang muka,

8 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2010), him.

9 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus
Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 1993), him. 980.
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panjar. Kata ‘urbun pada dasarnya adalah bahasa non-Arab yang sudah
mengalami arabisasi.'

Ahmad Sarwat mendefinisakan “bai’ al-‘urbun yakni sejumlah uang yang
dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual, bila
transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan kedalam
harga pembayaran, kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Atau
seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan mengatakan : Apabila saya
ambil barang tersebut maka ia adalah bagian dari nilai harga dan bila saya
tidak jadi mengambil barang itu maka uang tersebut untukmu”

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, “yang dimaksud dengan bai’ al-‘urbun
adalah seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham atau
sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli
dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan akan terhitung sebagai
bagian dari harga. Namun apabila tidak jadi, maka satu dirham yang telah
dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual”

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah mengemukakan bahwa “bai’
al-‘urbun adalah pembeli membeli barang dan dia membayar sebagai
pembayarannya kepada si penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung
sebagai pembayaran, dan jika tidak, panjar diambil penjual dengan dasar

penghibahan untuknya dari si pembeli”.!!

10 Ahmad Sarwat, Kitab Muamalat,(t.t.p.: Kampus Syariah, 2009), him. 140
11 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Kamaludin A. Marzuki (terj.).(Bandung: PT Alma’arif,
1987),him.96
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Para ulama memberikan pendapat, terkait dengan hukum jual beli “urbun,
yaitu sebagai berikut:

a. Ulama mazhab Hanbali berpendapat: jual beli ‘urbun hukumnya boleh,
namun harus ditentukan batas waktu khiyar (pilihan apakah jual beli jadi
atau tidak jadi) bagi pembeli. Karena jika tidak ditentukan, maka tidak ada
kepastian sampai kapan penjual harus menunggu.

b. Ulama mazhab Hanafi berpendapat: bahwa bahwa jual beli ‘urbun
hukumnya fasid (rusak), namun akad transaksi jual belinya tidak batal.

¢. Jumhur ulama berpendapat: bahwa jual beli “‘urbun adalah jual beli yang
dilarang dan tidak sah, berdasarkan larangan Nabi saw.atas jual beli ini,
dan juga karena ‘urbun mengandung unsur garar, spekulasi, dan temasuk
memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Termasuk yang
mengemukakan pendapat seperti ini adalah Imam Syaukani dalam Nailul
Autarnya.

Dalam bai al-‘urbun ada masa tunggu atau yang dikenal dengan khiyar.
Secara bahasa, khiyar membebaskan untuk memilh.1? Secara istilah, khiyar
adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan
orientasi. Khiyar juga bisa disebut dengan hak untuk memilih. Sedangkan
menurut istilah ulama figih, khiyar artinya: Hak pilih bagi penjual atau kedua

belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau

12 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kotemporer Arab-Indonesia(Yogyakarta: Multi
Karya Grafika, 2004), hIm.866.
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membatalkan transaksi yang disepakati sesuai kondisi masing-masing pihak
yang melakukan transaksi.!3

Secara umum Khiyar terbagi menjadi 5 macam yaitu antara lain: khiyar
majlis, khiyar ta'yin, khiyar syarat, dan khiyar cacat atau khiyar ‘aib, khiyar
ru’yah. Khiyar yang dapat diterapkan pada booking fee adalah khiyar ru’yah.
Khiyar al-ru’yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku
atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat
ketika kontrak berlangsung.'* Akad seperti ini menurut ulama Hanafiyah,
Malikiyah, dan Zahiriyah terjadi karena objek yang akan dibeli itu tidak ada di
tempat berlangsungnya kontrak atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng.

Tidak ada ditempat, juga bisa bermakna barang masih dalam pesanan.

2. Hukum Booking Fee dari Pandangan Islam
Dalam islam sendiri juga terdapat sejumlah perbedaan mengenai Hukum

dari Booking Fee, diantaranya adalah:
a. Booking Fee dengan Hukum yang tidak sah.

Ulama kalangan Hanafiyah, Malikiyahdan Syafi’iyah tidak
membolehkan jual beli ‘urbun karena tidak ada pertukaran barang untuk
uang yang diambil oleh penjual. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih
Sunnah mengatakan, jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli ‘urbun

adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah.*® Urbun mengandung unsur

13 Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, cet. 4, 2013), him.
84.

14 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektik Kewenangan Pengadilan
Agama,(Jakarta: Kencana, 2014), him. 104.

15 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12,him.97
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garar, terdapat syarat fasad, dan temasuk memakan harta orang lain

dengan cara yang bathil. 1 Termasuk yang mengemukakan pendapat

seperti ini adalah Imam Syaukani dalam Nailul Autarnya. Hadis yang

menjadi rujukan para ulama yang melarang adalah sebagaiberikut :

oA i e ks 4l il e 0 O30

Artinya: “bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli ‘urbun” (HR. Malik)
Diantara sebab ulama melarang jual beli ‘urbun adalah:'®

1) Adanya hadist yang melarang jual beli urbun.

2) Tidak adanya pertukaran barang untuk uang yang diambil penjual.

3) Memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi
si penjual tanpa ada kopensasinya. Sedangkan memakan harta orang

lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah SWT:

1&ia Ll 5 (e A3 088 O V) Sl 1k &0l 1KY 1 S gl
e 2 16 B {7 i

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka
diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu,

sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (Qs.An-
Nisa:29) 1°

16 Ahmad Sarwat, Kitab Muamalat,him. 142.

17 Malik bin Anas, Al-Muwatta’, (Beirut-Lebanon : Dar Thya’it Turots Al-Arobi, 1985), him. 609.

18 Ahmad Sarwat, Kitab Muamalat,hlm. 142.

19 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Semarang: PT
Kumudasmoro Grafindo, 1994),him. 122.
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Adanya unsur garar, yaitu umumnya terjadi pada dua hal yaitu:

a) Ketidakjelasan, apakah pembeli jadi membeli barangnya atau
tidak.

b) Ketidakjelasan dalam jangka waktu kepastian, jadi atau tidaknya
pembeli akan membeli atau membatalkannya.

c) Adanya unsur maisir (spekulasi), yaitu oleh karena adanya unsur
gararatau ketidakjelasan dari pembeli, maka dengan sendirinya
muncul maisir (spekulasi) sehingga ia tidak menjualnya kepada
orang lain. Padahal calon pembeli belum tentu membeli.

Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan
uang panjar secara gratis apabila pembeli gagal membelinya dan syarat
mengembalikan barang transaksi kepada penjual apabila tidak terjadi
ke-ridha-an untuk membelinya. Ketika pembeli tidak jadi membeli,
maka uang muka yang memang sejak awal dimaksudkan sebagai alat
bayar, akan berpindah kepemlikannya menjadi milik si penjual tanpa

ada konpensasi apapun buat si pembeli. Rasulullah saw bersabda:

AL ) W5 i o8 gl V5 s Galle O ¥
Aie Gul s &35 ¥ 5 Grala

Artinya: “Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak
pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan
tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang
yang tidak kamu miliki”. (HR. Ahmad 6671, Abu Daud
3506, Turmudzi 1279 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).
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b. Booking Fee dengan Hukum yang Sah

Ulama madzhab Hanbali berpendapat bahwa “jual beli ‘urbun
hukumnya boleh, dengan alasan sebagai penguat ikatan akad. Bila akad
dilanjutkan maka uang ‘urbun dijadikan sebagai bagian dari harga, tetapi
jika pembeli membatalkan akadnya, uang ‘urbun menjadi milik penjual.
Disamping itu, harus ditentukan batas waktu khiyar (pilihan apakah jual
beli jadi atau tidak jadi) bagi pembeli. Karena jika tidak ditentukan, maka
tidak ada kepastian sampai kapan penjual harus menunggu”

Menurut Wahbah al-Zuhaili “jual beli dengan sistim ‘urbun itu sah dan
halal di lakukan berdasar “urf (tradisi yang berkembang). Karena, hadist-
hadist yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ‘urbun, baik yang
dikemukakan pihak yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan,
tidak ada satupun hadist sahih” 2

lama madzhab Hanafi berpendapat bahwa “jual beli ‘urbun hukumnya
fasid (rusak), namun akad transaksi jual belinya tidak batal.Imam Ahmad
mengganggap hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah adalah lemah,
sehingga ia membolehkan jual beli *urbun. Dasar yang di gunakan adalah
hadis yang diriwayatkan oleh Nafi’ bin Abdul Harits: Bahwa dia
membelikan untuk Umar sebuah rumah guna dijadikan penjara dari
Slafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham, jika Umar
rela jual beli dilaksanakan, dan jika tidak S|afwan mendapatkan 400

(empat ratus) dirham (yang menjadi panjarnya). Ibnu Sirin dan Ibnu al-

20 Wahbah al-Zuhaili, Figih Islam 5,him.120.
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Musayyab berpendapat, tidak apa-apa jika ia tidak menyukai barang, ia
mengembalikannya dan mengembalikan sebagian uang panjar”.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia telah
menfatwakan tentang akad murabahahyang di dalam akad tersebut boleh
menggunakan akad ‘urbun yakni termuat pada fatwa nomor 04/DSN-
MUI/1V/2000 pada penetapan kedua pasal 7 yakni disebutkan Jika uang
muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: (1)
jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal
membayar sisa harga, (2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi
milik bank maksimalsebesar kerugian yang di tanggung oleh bank akibat
pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib
melunasi kekurangannya.

Salah satu dasar penetapan DSN MUI tersebut adalah hadis\riwayat
‘Abd al-Raziqdari Zaid bin Aslam yang ditulis oleh al-Syaukani dalam

Nailul Autarnya yakni:

[

Artinya: “Rasulullah SAW ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam
jual beli, maka beliau menghalalkannya”.

Pada fatwa berikutnya dalam tahun yang sama yakni nomor 13/DSN-

MUI/1X/2000 tentang uang muka dalam murabahah, ada penegasan tentang

besaran uang muka yakni sesuai dengan kesepakatan dan penegasan jika

adanya pembatalan dimana jika ada kerugian maka ditanggung oleh nasabah.
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Point pokok pada fatwa DSN no 13 tersebut adalah diperbolehkannya kontrak

‘urbun dalam murabahahdi mana besaran uang muka adalah sesuai dengan

kesepakatan kedua belah pihak, dan jika akad itu batal maka uang muka

menjadi milik Bank (penjual) sesuai dengan jumlah besaran kerugiannya.

Bahkan jika uang muka tidak mencukupi untuk menutup kerugian, nasabah

(pembeli) diwajibkan untuk menambah jumlah uang mukanya.

Syafi’i Antonio secara tersirat menjelaskan bahwa “uang muka dalam
pembahasan murabahah Kepada Pemesan Pembelian (KPP) yang disertai
kewajiban dan memiliki dampak hukum yakni uang muka atau yang dikenal
dengan istilah arboundalam sebuah pembelian, bila pembeli memutuskan tetap
membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga, bila ia batal membeli,
uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual”.?

Alasan-alasan ulama yang membolehkan bai al-‘urbun adalah:

a.  Panjar dapat dimaknai dengan kompensasi dari penjual yang menunggu
dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. la tentu saja
kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang
mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada
imbalannya.

b.  Tidak sahnya giyas atau analogi jual beli ini dengan al-khiyar al-majhul
(hak pilih terhadap hak yang tidak diketahui) karena syarat dibolehkannya

panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu

21 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani Pres,
2001),him.104
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pembayaran, maka batalah analogi tersebut. Dan hilanglah sisi
yangdilarang dalamjual beli tersebut.

c. Jual beli panjar tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian
sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan rugi. Ketidakjelasan
dalam jual beli ‘urbun tidak sama dengan ketidakjelasan dalam perjudian,
karena ketidakjelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut
berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak

merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali.

3. Rukun dan Syarat Praktik Booking Fee dalam Islam
Pada dasarnya bai al-‘urbun merupakan bagian dari jual belidengan cara
pesan, masyarakat dan rukunnya sebagian besar terdapat dalam jual beli.
Secara garis besarnya adalah sebagai berikut:
a. Syarat-syarat Praktik Booking Fee, diantaranya:

1) Barang yang menjadi objek harus jelasjenisnya dan dalam
tanggungan penjual.

2) Barang yang menjadi objek hendaklah ditentukan harganya.

3) Barang tersebut berkriteria yang bisa memberikan kejelasan kadar
dan sifat-sifatnya yang membedakannya dengan lainnya agar tidak
mengandung garardan terhindar dari perselisihan.

4) Batas waktu diketahui dengan jelas.

b. Rukun dari Booking Fee, diantaranya adalah:

1) Adanya penjual dan pembeli.

2) Adanya barang yang akan di beli atau di pesan.
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3) Adanya alat pembayaran.

4) Sighat (lafaz akad) yang jelas.

Berakhirnya Bai al-‘Urbun

Bai Al-Urbun atau Booking Fee ini dapat berakhir jika terdapat

beberapa hal berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Terpenuhinya tujuan kontrak

Pada saat pembeli melanjutkan transaksinya maka berakhir pula
kontrak ‘urbun. Uang yang dijadikan kontrak akan menjadi bagian dari
harga.
Berakhir karena pembatalan

Pembeli maupun penjual berhak membatalkan kontrak atas dasar
kesepakatan. Adapun uang yang dijadikan kontrak dapat kembali atau
tidak tergantung kesepakatan awalpada saat akad.
Putus demi hukum

Berakhirnya kontrak disebabkan isi kontrak tidak mungkin untuk
dilaksanakan, misalnya ada bencana alam, atau sebab-sebab lain yang
tidak mungkin dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan
kontrak.
Karena Kematian

Jika dari salah satu pihak ada yang meninggal, maka kontrak
‘urbun berakhir. Adapun uang atau barang yang dijadikan kontrak
tergantung dari kesepakatan keduabelah pihak saat terjadinya akad.

Tidak ada persetujuan



75

Tidak adanya persetujuan dari pihak berwenang misalnya Bank
yang akan membiayai, dapat menyebabkan berakhirnya kontrak
‘urbun. Uang atau barang yang dijadikan objek akad akan menjadi
milik pembeli disebabkan karena pembatalan adalah dari pihak ketiga.
Jika ada kesepakatan sebelum proses akad maka ketentuan uang atau
barang akan menjadi milik siapa adalah sesuai dengan kesepakatan
atau perjanjian saat akad.
C. Booking Fee dalam Pandangan Undang-undang Perlindungan Konsumen.
1. Booking Fee dalam Kamus Perumahan

Secara harfiah, pembayaraan fee dalam sejumlah uang untuk komitmen
memesan unit properti tertentu. Kamus Istilah Perumahan terbitan Direktorat
Jenderal Pembiayaan Perumahan (2017), menjelaskan bahwa booking fee
adalah bukti keseriusan pembeli untuk membeli rumah. Mirip dengan booking
fee, dalam praktik pemasaran properti dikenal Nomor Urut Pemesanan
disingkat akronim NUP, yang kiranya sebagai “testing the water” menakar
tingkat minat dan uji psikologi pasar. Sekaligus mengikat calon konsumen

untuk “make a deal” membeli properti.

Walau NUP hanya nomor pemesanan, produsen (developer) sudah meraup
sejumlah uang dan menjadi cash flow. Booking fee maupun NUP itu bagian
dari skenario transaksi properti yang memang jamak dalam bisnis properti,
namun tetap berasaskan kesepakatan (konsesualisme). Walau tidak dikenal
eksplisit dalam UU Rusun, namun booking fee ataupun NUP, uang muka atau

sejenisnya patut diatur dalam aturan turunan UU Rusun. Sebab, terkait
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pemasaran dan jual beli, serta transaksi yang perlu kesahihan dan kepastian
hukum serta perlindungan konsumen.

Ketentuan nominal Booking Fee ini tidak tercatum dalam ketentuan
Hukum. Akan tetapi sering kali Booking Fee ini akan hangus jika Pembelian
tidak dilajutkan dalam masa berlaku yang ditentukan oleh pihak perusahaan
atau pihak pengembang, Selain itu Booking Fee juga terasa merugikan saat
melakukan pembelian melalui kredit da bank menolak pengajuan kreditnya,
sementara pihak pengembag atau perusahaan tidak bersedia mengembalikan
booking fee yang telah diterima. Secara Hukum Booking Fee atau uang tanda
jadi ini termasuk ke dalam PPJB atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli.
Sehingga dalam pembayarannya sebaiknya perjanjian tidak boleh dilakukan
hanya secara lisan akan tetapi pengembang dapat memberikan draft PPJBnya.
Jika pihak pengembang telah memberikan PPJB Maka jika Konsumen terikat
dengan Konsekuensi Hukum terhadap pembayaran yang dilakukan.

Perjanjian pengikat jual beli (PPJB), adalah perjanjian yang berisi hak
dan kewajiban antara konsumen dan developer. Perjanjian pengikat jual beli
(PPJB) ini merupakan akta perjanjian yang disusun oleh developer secara
sepihak yang bersifat baku dan isinya berupa klausula-klausula
standar/baku.?? Klausula baku itu adalah setiap aturan atau ketentuan dan
syarat-syarat yang telah disiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh
developeryang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang

mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Umumnya PPJB tidak

22 prosedur Menjual Rumah dengan Dasar PPJB diakses dari
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/[t5098d3928a7bf/prosedur-menjual-rumah-dengan-
dasar-ppjb pada tanggal 13 November 2021
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memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen apartemen

dikarenakan perjanjian tersebut dibuat secara sepihak. Kedudukan konsumen

dan developerdisini tidak seimbang. Posisi developeryang dominan ini

membuka peluang untuk menyalahgunakan kedudukan yang dimiliki.

Dalam penyusunan PPJB ini tentunya terdapat beberapa hal menjadi

syarat berdasarka padal 1320 KUP Perdata, diantaranya adalah:

a.

b.

Adanya kata “sepakat”, mereka mengikatkan diri, tidak ada paksaan
kekhilafan dan penipuan.
Adanya “kecakapan” untuk bertindak yang bisa diartikan:
1) Cakap menurut hukum
2) Berhak/berwenang melakukan perjanjian

Dalam hal ini (syarat dalam huruf a. dan b.) sering disebut sebagai
syarat subyektif dan jika salah satu point tidak ada maka salah satu pihak
bisa minta perjanjian/perikatan dibatalkan.
Suatu “hal tertentu”, harus jelas menyebutkan obyek tertentu.
Sebab yang halal, pengikatan/perjanjian tersebut tidak boleh
bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban. Dalam hal ini (syarat
huruf ¢ dan d) sering disebut juga syarat obyektif, jika salah satu point di
atas tidak terpenuhi maka perjanjian/ perikatan batal demi hukum.

Suatu Perjanjian memiliki kekuatan Hukum yang juga didasarkan atas

Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga tidak dapat dianggap remeh. Kekuatan

Hukum dari suatu perjanjian, diantaranya adalah:
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a. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya (facta sun servanda) serta
bebas menentukan materi/isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan
dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan.

b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua
belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup.

c. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pembuatan perjanjian juga tidak bisa dilakukan secara
sembarangan, terdapat Draft khusus untuk membuat perjanjian PPJB
yang memiliki kekuatan hukum sehingga mengikat konsumn maupun
developer. Berikut Standart penyusunan Draft PPJB:

a. Judul/kepala

b. Komparisi perjanjian yaitu: berisi keterangan-keterangan mengenai
para pihak atau atas permintaan siapa perjanjian itu dibuat, dimana
para pihak yang akan menandatangani PPJB, apakah badan hukum PT
pengembang itu telah mendapat pengesahan dari Menkumham, hal ini
penting sehubungan dengan pertanggungjawaban dimana PT tersebut
bubar dan atau pailit. Ini berkaitan dengan legal standing atas PT
tersebut, apakah direktur yang menandatangani telah mendapat
persetujuan dari Komisaris PT atau bila diwakilkan oleh orang lain

selain direksi, harus mendapat kuasa dari direksi tersebut.
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c. Premis: yaitu ketenangan pendahuluan dan uraian singkat mengenai
maksud dari para pihak, dimana harus ditegaskan bahwa pengembang
telah memiliki atau menguasai lahan tersebut secara sah dan tidak
dalam keadaan dijaminkan.

d. Isi atau batang tubuh dari PPJB vyaitu berisi tentang syarat-
syarat/ketentuan-ketentuan:

1) Harga Jual dan biaya-biaya lain yang ditanggung konsumen.

2) Tanggal serah terima fisik tidak melebihi 18 bulan sejak
pembayaran pertama.

3) Adanya denda keterlambatan bila pengembang untuk membatalkan
PPJB bila konsumen lalai.

4) Hak konsumen untuk membatalkan perjanjian bila pengembang
lalai akan kewajiban dengan pembayaran kembali seluruh uang
yang telah disetor konsumen berikut denda-dendanya sebagaimana
pengembang membatalkan perjanjian bila konsumen lalai
melaksanakannya.

5) Penandatanganan akta jual beli harus ada kepastian tanggalnya dan
denda bila terjadi keterlambatan serah terima fisik.

6) Masa pemeliharaan 100 (seratus) hari sejak tanggal serah terima.

2. Undang-undang perlindungan Konsumen
Sejarah terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan konsumen itu dimulai dari adanya keprihatian akan banyak

kasus-kasus yang merugikan kepentingan konsumen dan itu didukung
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oleh ketidakberdayaan konsumen ketika berhadapan dengan suatu kasus.
Oleh karena itu Pemerintah, DPR, dan sejumlah lembaga memberikan
perhatian kepada perlindungan konsumen dan berupaya untuk
merumuskan produk hukum yang memberikan perlindungan yang
memadai bagi para konsumen di Indonesia.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan salah
satu lembaga yang bertugas dalam melindungi konsumen Indonesia dan
telah berdiri sejak tanggal 11 Mei tahun 1973. Keberadaan Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ini sangat membantu
meningkatkan kesadaran konsumen atas hak-haknya sebagai seorang
konsumen karena lembaga ini tidak hanya melakukan penelitian atau
pengujian dan menerima pengaduan, tetapi juga mengadakan upaya
advokasi melalui jalur pengadilan. Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
pada awalnya membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen terlebih dahulu.

Setelah melalui proses yang cukup lama pada akhir tahun 1990,
Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya diperjuangkan oleh
lembaga konsumen dan Departemen Perdagangan, tetapi ada juga
bantuan tekanan dari lembaga keuangan internasional (IMF/Internasional
Monetary Fund) dalam pembentukan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Lembaga keuangan internasional (IMF/Internasional

Monetary Fund) memutuskan untuk membantu karena keberadaan
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Undang-Undang tersebut merupakan simbol dan dasar dari hak-hak sipil
masyarakat. Desakan dari IMF ini telah membuahkan hasil karena
Undang-Undang Perlindungan Konsumen akhirnya dapat dibentuk.
Tanggal 20 April tahun 1999 lahirlah Undang-Undang Nomor 8 tentang
Perlindungan Konsumen disahkan oleh pemerintah dan mulai secara
efektif diterapkan setahun setelahnya (20 April tahun 2000).%
Undang-Undang ini bertujuan untuk a) Meningkatkan kesadaran,
kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b)
Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari eksesnegatif pemakaian barang dan/atau jasa; c)
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak —haknya sebagai konsumen; d) Menciptakan sistem
perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e)
Menumbuhkan  kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha; f) Meningkatkan kualitas barang
dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang
dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen berdampak sangat positif karena Undang - Undang telah

23 Sejarah Lahirnya Hukum Perlindungan Konsumen diakses dari
http://www.academia.edu/18380101/SEJARAH_LAHIRNYA HUKUM_PERLINDUNGAN_K
ONSUMEN pada tanggal 15 November 2021
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melindungi hak — hak konsumen dan mengurangi kerugian yang diderita

para konsumen akibat perilaku para pelaku usaha.

D. Kerangka Konseptual

Membahas mengenai transaksi jual beli maka wajib diketahui hukum jual
beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam
atau belum. Oleh karenanya seseorang yang terjun langsung dalam dunia usaha
harus benar-benar mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual-beli itu sah atau
tidak.2* Fatwa DSN nomor 13 tahun 2000 lebih memperjelas tentang uang muka
dimana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperbolehkan untuk meminta uang
muka apabila kedua belah pihak sepakat. Hal tersebut menunjukan pemahaman
pada pengertian yang kedua yakni uang muka yang diberikan calon pembeli
kepada Bank bukan kepada penjual atau pengembang. Namun jika yang dimaksud
Bank dalam fatwa DSN nomor 4 pasal kedua ayat 7 poin 2 adalah sama dengan
pembeli, maka jenis uang muka yang pertama diatas (booking fee) haruslah
menjadi bagian dari hargasesuai dengan fatwa tersebut.

Dalam pelaksanaannya Praktik Booking Fee bukan hanya menjadi
perdebatan dari segi hukum ekonomi Syariah saja, akan tetapi terdapat berbagai
jenis pelaggaran atau Wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Developer,
perusahaan, atau Instansi penjualan Properti terhadap konsumennya. Sehingga
terdapat Undang-undang yang mendi acuan yakni Undang-undang Nomor 8
Tahun 1999 yang berisi tentang perlindungan konsumen. Jika melihat pada ranah

hukum, apapun yang sudah dilakukan perjanjia atau kesepakatan bersama tidak

24 Abdul Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, (Jakarta: Intermasa, 1992) h. 288
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akan terdapat sanksi hukum jika melakukan segala bentuk konskuesi Wanprestasi
sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi sebelum merujuk pada perjanjian yang telah
dilakukan, dalam UU Perlindunga konsumen pasal Pasal 7 Undang Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat berbagai
kewajiban yang sebelumya harus dilakukan oleh perusahaan salah satunya adalah
memberikan Informasi yag benar, jelas, dan juga jujur mengenai kondisi produk
usaha, jaminan barang dan jasa, sistematika pembayara, perbaikan dan

pemeliharaan, dan status keuagan yang hendak dibayarkan.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Perusahaan Property Bukit Cinta Pamekasan

!

Praktik Booking Fee Pada Pembelian

Rumah

!

Analisis Data Penelitian

>~

Praktik Booking Fee Pada Praktik Booking Fee Pada Pembelian

Pembelian rumah dalam Perspektif rumah dalam Perspektif Undang-undang

Ekonomi Syariah Perlindungan Konsumen

\/

Kesimpulan

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)



BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dipergunakan metode kualitatif yang mana penelitian
kualitatif dapat dimaknai dengan pendekatan ataupun penelusuran guna untuk
mengeksplorasi serta memahami suatu gejala yang terpusat (Sugiyono, 2019).
Sedangkan pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan
pendekatan studi kasus. Pendekatan ini merupakan sebuah model penelitian
yang meneliti individu secara terperinci dalam jangka waktu tertentu.
(Sugiyono, 2019).

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan alasan, untuk memahami
perspektif atau cara pandang melihat Praktik Booking Fee dalam Pandangan
Ekonomi Syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang ada pada
Perusahaan Property Bukit Cinta kabupaten Pamekasan. Dalam penelitian ini,
peneliti  akan diorientasikan untuk dapat mengungkapkan serta
mendeskripsikan mengenai Praktik Booking Fee di Perusahaan Property Bukit

Cinta.

B. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti memilih penelitian di Perusahaan Property

Bukit Cinta Kabupaten Pamekasan. Perusahaa ini merupakan perusahaan

84
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Property Konvensional yang berdiri di lingkungan yang mayoritas
masyarakatnya beragama Muslim yang tentunya cukup selektif dalam
melakukan kegiatan jual beli dan pemanfaatan kredit.

Struktur tanah dan kondisi alam di Kabupaten Pamekasan sendiri memang
sangat potensial untuk dijadikan objek Wisata. Salah satunya adalah Kawasan
Wisata Bukit Cinta. Sejak Tahun 2017 lalu Bukit Cinta menjadi Salah satu
Objek Wisata Favorit baik bagi warga Pamekasan maupun beberapa
masyarakat yang sedang berkunjung ke Madura. Lokasi dari Wisata tersebut
berdekatan dengan Monumen atau Tugu Pamekasan. Dengan adanya Wisata
tersebut perekonomian masyarakat sekitar juga turut meningkat sehingga
meningkatkan kebutuhan akan hunian dan tempat tinggal di sekitar. Hal ini
mejadikan peluang bagi Pemilik Perusahaan Property Bukit Cinta untuk
mendirikan Perumahan di kawasan Wisata Bukit Cinta Kabupaten Pamekasan.

Berdiri di Kawasan Wisata Bukit Cinta yang berlokasi di Madura
menjadikan salah satu bahan perhatian bagi peneliti. Madura sendiri
merupakan daerah dengan mayoritas umat denga keyakinan Muslim bahkan
dikenal dengan agamaya yang sangat kental. Beberapa Perusahaan bahkan
memasang embel-embel syariah jika memasuki Kawasan Madura demi
meyakinkan masyarakat mengenai kehalalan transaksi yang dilakukan. Dalam
kaitannya dengan topik penelitian yang berkenaan dengan praktik Booking
Fee peneliti sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana hukum serta

pelaksanaan Praktik Booking Fee di Perusahaan Property Bukit Cinta
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Pamekasan sehingga sampai saat ini masyarakat dapat percaya dan tetap

melakukan transaksi.

. Objek Penelitian

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa “Obyek penelitian adalah sesuatu
yang menjadi target utama untuk diselidiki selama proses penelitian
berlangsung. Obyek pada penelitian kualitatif harus mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian dapat ditarik kesimpulan”.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi akan
tetapi menurut Spradley dinamakan situasi sosial “social situation”. Situasi
sosial terdiri dari 3 elemen yaitu : tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas
(activity) yang berinteraksi secara sinergi. Situasi sosial tersebut dapar
diyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diteliti dan diketahui tentang
apa yang terjadi didalamnya. Peneliti dapat melakukan pengamatan secara
mendalam terkait aktivitas (activity) orang-orang (actors) (place) yang berada
ditempat tertentu. Obyek penelitian kualitatif sebenarnya tidak hanya pada
lingkur 3 elemen tersebut, akan tetapi dapat berupa peristiwa alam, tumbuh-
tumbuhan, binatang, kendaraan dan sejenisnya.

Dalam Penelitian ini Objek Penelitian dipilih lantaran narasumber tersebut
dianggap paling mengetahui dan paling faham mengenai mekanisme jual beli
di Perusahaan Property Bukit Cinta Kabupaten Pamekasan. Sehingga
Informan yang berlaku sebagai Objek penelitian yakni tertera pada tabel

berikut:



Tabel 3.1

Data Informan yang Memenuhi Kriteria
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No. Nama Jenis Pekerjaan

1 Bapak Ach Syafi'ie Pemilik Usaha

2 Ach Nauval Staff Pemasaran

3. Megawati Hadi Putri Staff Pemasaran

4. Achmad Sholihin Pengawas Lapangan

5. Junaidi Konsumen Property Bukit Cinta
6. M. Imron Konsumen Property Bukit Cinta
7. Wahyudi Konsumen Property Bukit Cinta
8. Muhammad Konsumen Property Bukit Cinta
9. Tanto Konsumen Property Bukit Cinta
10. | Sukron Konsumen Property Bukit Cinta

D. Data dan Jenis Data Penelitian

Pada penelitian ini dipergunakan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2019)

“Data kualitatif adalah data yang bersifat menguraikan, menggambarkan dan

membandingkan data satu dengan data yang lainnya untuk ditarik suatu

kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data dalam bentuk
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kualitatif yaitu yang diperoleh dari wawancara, catatan pengamatan,
pengambilan foto, perekam audio”.

Ditinjau dari cara memperolehnya data diklasifikasikan menjadi dua, yaitu
terdiri atas data primer dan data skunder. Sumber data primer adalah bahan
yang berupa sumber utama dalam pengambilan data. Adapun sumber data
primer dalam penelitian ini Adalah para informan dari Perusahaan Property
Bukit Cinta Kabupaten Pamekasan dengan akad booking fee yakni Istishna
dan utang piutang, serta undang-undang perlindungan konsumen. Data
tersebut diperoleh informan dengan melalui pengamatan, wawancara,
observasi, serta laporan yang berbentuk dokumen yang tidak resmi yang
kemudian dilakukan pengolahan. Sumber sekunder adalah bahan yang erat
sekali hubungannya dengan data primer. Sumber data sekunder dalam
penelitian ini berupa dokumen, arsip-arsip, dokumentasi dari Pihak
Perusahaan Property Bukit Cinta Kabupaten Pamekasan, Fatwa DSN-MUI No.
6/DSNMUI/2000 berkenaan dengan Jual Beli Istishna, UU No. 8 Tahun 2009

berkenaan dengan perlindungan Konsumen.

. Teknik Pengumpulan Data
Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga cara yaitu
dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Adapun penjelasan dari teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Wawancara
Menurut Sugiyono (2019) Wawancara atau interview adalah proses

percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang,



89

kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang
dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interviewee).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan prinsip wawancara tak
berstruktur atau wawancara bebas. Dimana wawancara bebas adalah
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun
secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman
wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan
yang akan ditanyakan.

Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai narasumber yang
dianggap paling memahami mengenai Perusahaan Property Bukit Cinta
Kabupaten Pamekasan.

Metode Observasi

Sugiyono (2019) memberikan pernyataan bahwa “Observasi adalah
teknik pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun
tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan
instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar
pengamatan atau lainnya”. Dalam observasi ini peneliti datang langsung
ketempat penelitian selama kurang lebih satu bulan dan mengikuti semua
kegiatan pada Perusahaan Property Bukit Cinta Kabupaten Pamekasan.
Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara mengumpulkan data yang

menghasilkan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan
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masalah yang akan diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah

dan bukan berdasarkan perkiraan.

Dokumen-dokumen yang diambil peneliti sebagai data berupa tulisan,
gambar-gambar dan lainnya yang bersifat catatan yang berasal dari
internet, dokumentasi dari Perusahaan Property Bukit Cinta Kabupaten
Pamekasan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode ini untuk

memperoleh data-data tentang Booking Fee.

F. Analisis Data
Pada prinsipnya analisa data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses
pengumpulan data. Teknik anallisis data yang digunakan dalam penelitian
adalah dengan menggunakan model analisa data Spradley, adapun proses
penelitian terdiri atas analisis domain, taksonomi, normatif, dan analitis:
1. Analisa Domain
Setelah peneliti memasuki objek penelitian yaitu Perusahaan Property
Bukit Cinta Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya peneliti melaksanakan
observasi partisipan, mencatat hasil obervasi dan wawancara, melakukan
observasi deskriptif, dan langkah selanjutnya adalah melakukan analisis
domain. Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran umum
dan menyeluruh tentang Perusahaan Property Bukit Cinta Kabupaten
Pamekasan yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisa ini
informasi yang diperoleh belum mendalam, masih dipermukaan, namun

sudah menemukan domain-domain atau kategori dari Booking Fee dari
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Pandangan Ekonomi Syariah dan Undang-undang perlindungan

Konsumen di Perusahaan Property Bukit Cinta Kabupaten Pamekasan.

. Analisa Taksonomi

Setelah peneliti melakukan analisa domain, sehingga ditemukan
domain-domain pada Booking Fee dari Pandangan Ekonomi Syariah dan
Undang-undang perlindungan Konsumen di Perusahaan Property Bukit
Cinta Kabupaten Pamekasan, selanjutnya domain yang dipilih oleh
peneliti ditetapkan sebagai fokus penelitian. Diperdalam menggunakan
pengamatan, wawancara, dokumentasi, sehingga perlu di analisis
menggunakan analisa taksonomi. Analisa taksonomi adalah analisa
terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah

ditetapkan.

. Analisa Normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan putstaka atau data sekunder. Penelitian hukum
normatif dilakukan untuk penelitian norma hukum dalam pengertian ilmu
hukum sebagai ilmut entang kaidah atau apabila hukum dipandang sebagai
sebuah kaidah yang perumusannya secara otonom tanpa dikaitakan dengan
masyrarakat. Metode ini juga mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau
norma yang merupakan landasan berperilaku manusia yang layak dengan
pendekatan perundangan-undangan dan pendekatana nalitis (Analitical
Approach)  (Sugiyono, 2019). Dipergunakan  Undang-Undang

Perlindungan Konsumen untuk melindungi Wanprestasi pada transaksi
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Pembelian  Property di Perusahaan Property Bukit Cinta Kabupaten
Pamekasan.
4. Analisa Analitis

Analisa ini memiliki tujuan untuk mengetahui makna yang termuat
pada aturan perundangan perlindungan konumen sekaligus penerapannya
pada transaksi Pembelian Property di Perusahaan Property Bukit Cinta
Kabupaten Pamekasan. Selain itu analisa analitis ini dipergunakan juga
melihat pandangan syariah berkenaan dengan booking fee serta
penerapannya. Metode ini dipergunakan untuk menyesuaikan aturan
perundangan dan hukum islam dengan realitas yang terjadi di Perusahaan

Property di Perusahaan Property Bukit Cinta Kabupaten Pamekasan.

G. Keabsahan Data
Agar suatu penelitian kualitatif teruji dalam melakukan penelitian maka
perlu adanya pengecekan keabsahan data dengan menggunakan metode
triangulasi yaitu Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan
atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi
yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.Tahap ini peneliti
lakukan dengan cara:
1. Membandingkan data hasil pengamatan lapangan terkait dengan Booking
Fee dengan hasil wawancara bersama dengan informan.

2. Membandingkan wawancara antara informan satu dengan yang lainnya.
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3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dari dokumen yang berkaitan
dengan Booking Fee dari Pandangan Ekonomi Syariah dan Undang-
undang perlindungan Konsumen di Perusahaan Property Bukit Cinta
Kabupaten Pamekasan.

Sugiyono (2019:315) mengemukakan bahwa “analisis data merupakan
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan
mengorganisasikan data dalam sebuah kategori, menjelaskan secara terperinci
dalam unir-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam bentuk pola,
pemilahan hal penting guna dipelajari, dan menyusun kesimpulan untuk
memudahkan pemahaman baik untuk diri sendiri maupun orang lain.”

Analisis data model Miles and Huberman menyatakan bahwa aktivitas
dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung
secara terus-menerus sampai tuntas dan datanya telah jenuh. Aktivitas dalam
analisis data kualitatif ada 4 yaitu data reduction, data display,conclution
drawing/verification, dan triangulasi (Sugiyono, 2019:321).

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan
kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi
(Sugiyono:2019:325). Mereduksi data berarti merangkum dan memilih
hal-hal pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari
tema dan polanya. Dengan adanya proses reduksi data maka akan

diperoleh gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk
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melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Selama prose reduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan yang
akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh
karena itu peneliti selama proses penelitian berlangsung harus mampu
melakukan analisa sehingga dapat ditemukan sesuatu yang dipandang
asing, belum memiliki pola. Hal tersebut adalah sesuatu yang harus
dijadikan perhatian penuh oleh peneliti saat proses reduksi data.

Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.
Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2019:325) menyatakan:

“the most frequent form of display daya for qualitative research data
in the past has been narative text.”

Dalam penyataan diatas diartikan bahwa yang paling sering
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah
dengan teks yang bersifat naratif.

. Conclution Drawing/Verification (Kesimpulan/Verifikasi)

Kesimpulan yang dikemukakan diawal bersifat sementara, dan
mengalami perubahan bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang
mendukung pada saat tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi
bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal kemudian didukung
dengan bukti-bukti yang valid serta konsisten saat peneliti kembali ke

lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan



merupakan kesimpulan yang bersifat kredibel.
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BAB IV
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Profil Perusahaan Property Bukit Cinta
Penelitian ini dilaksanakan di Perusahaan Property Bukit Cinta
Pamekasan dengan data berikut ini:

Nama Perusahaan : PT. Pamekasan Cinta Hill

Alamat . Bukit Cinta Perumahan Pamekasan , JI Raya
Lawangan Daya RT 007/RW 003, Kecamatan

Pademawu, Kabupaten Pamekasan

Email . ptbukitcintapamekasan@gmail.com
Pimpinan : Achmad Syafii

Berdiri Sejak : Januari 2011

Jenis Usaha : Pengembangan Properti dan Perumahan

PT Pamekasan Cinta Hill sudah memulai usahanya sejak Januari 2011
yang bergerak pada pengembangan Properti dan Perumahan. Perumahan
dengan segmentasi masyarakat menengah ke bawah, yang menginginkan
rumah nyaman dan berkualitas namun tetap mudah dan murah untuk
dimiliki. Pembangunan Property di PT Pamekasan Cinta Hill pada tahun

2017 sudah berjalan lebih dari 50%, sedangkan proyek perumahan lainnya

96
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yang saat ini masih dalam tahap perizinan. Adapun Struktur Organisasi

dari PT Pamekasan Cinta Hill yakni sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perumahan Bukit Cinta Pamekasan
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B. Paparan Hasil Temuan
1. Praktik Booking Fee pada Perusahaan Property Bukit Cinta

Berbicara mengenai kegiatan traksaksi, sebagai masyarakat dengan

latar belakang agama islam hendaknya mengetahui kehalalan sebuah

transaksi atau apa yang diperbolenhkan dan juga dilarang dalam

pelaksanaan transaksi. Adapun pada perusahaan property Bukit Cinta ini

berkenaan dengan transaksi yang dilakukan di property Bukit Cinta dapat

dijelaskan oleh Bapak Ach Syafi'ie sebagai Pemilik Usaha:

“iya memang perusahaan ini tidak ada yang namanya embel-embel
syariah ya, kita bahas soal itu dulu ya soal konven sama syariah. Jadi
mas ya orang-orang ini sini rata-rata agamanya baik, dalam artinya
sudah paham sama figih jual beli. Jadi tidak usah di kasih embel-embel
syariahpun semua sudah tahun mana yang boleh dalam jual beli dan
mana yang tidak gitulo. Jadi meskipun adanya tulisan syariahnya kalo
praktiknya melanggar ya orang-orang nggak mau juga beli, seperti itu.
Trus kemudian soal transaksi yang dilakukan ya, prosedur transaksinya
begini pertama yaitu tahapan pemasaran, kemudian booking kavling,
setelah booking itu bayar DP sama pengajuan KPRnya, dan terakhir
yaitu tahapan pembangunan”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tahapa
transaksi jual beli yang dilakukan pada Perusahaan Property Bukit Cinta
ini terdiri atas 4 tahapan diantaranya 1) Tahapan Pemasaran, 2) Tahapan
Booking Kavling, 3) Tahapan Pembayaran DP dan pengajuan KPR, 4)

Tahapan Pembangunan.
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Praktik pembayaran booking fee tidak akan terlepas dari tahapan jual
beli perumahan, karenanya untuk memahami booking fee secara
mendalam maka perlebih dahulu perlu diketahui tahapan jual beli rumah
yang ada pada Perusahaan Property Bukit Cinta Pamekasan, sebagai
berikut:

a. Tahap Pemasaran
Pada tahapan ini, pengembang senantiasa mengiklankan
produknya lewat media radio, selebaran, brosur, dan juga melalui
banner papan reklame untuk mempublikasikan praduknya. Dengan
melalui media-media tersebut diharapkan masyarakat akan lebih
mengetahui keberadaan perumahan Bukit Cinta Pamekasan. Dan tidak
kalah penting yakni pemasaran lewat media sosial seperti Facebook,

Whatshap, dan lainnya untuk memikat kalangan muda khususnya

keluarga baru yang berkeinginan hidup mandiri. Hal ini didukung

oleh pernyataan dari bagian pemasaran Perusahaan Property Bukit

Cinta yakni Ach Nauval berikut:

“untuk  memasarkan produk propertynya kita ~memang
memanfaatkan beberapa media ya supaya pemasaranya cepat ya
mulai dari radio karena disini radio masih banyak digunakan
orang-orang, kemudian bikin brosur, papan reklame tidak lupa.
Sama yang terbaru ini mulai tahun 2017 ke atas kita sudah mulai

pakai Whatsapp, marketplace facebook, sama Instagram ya”

Kemudian lebih jauh Ach Nauval menjabarkan berkenaan dengan

proses pemasaran yang dilakukan.
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“memang pemasaran adalah aspek yang penting banget dalam jual
beli apapun ya termasuk juga di perusahaan properti ini, jual beli
rumah yang otomatis nominal yang dilibatkan tidak sedikit
makanya itu kita sebagai marketing harus ngasih informasi
selengkap-lengkapnya dimedia manapun yang kita gunakan. Yang
lengkap itu yang gimana pertama memuat informasi produk,
produk kita kan perumahan ya jadi mulai dari luas tanahnya,
panjang kali lebarnya berapa, ada berapa tipe saja itu kita muat
semua informasinya. Kemudian macam-macam harganya, berapa
DP nya berapa sisa yang harus di bayarkan sama berapa total
harganya, itu Kita kasih tahu semua sejujur-jujurnya. Karena kalo
Kita jujur orang pasti senang dan nyaman dan menarik orang lain
buat beli. Kita ngga memburu banyak konsumen dengan cara
bohong misalnya pura-pura ada promo pas orangnya mau Kkita
banyak alasan harganya naik dan lain-lain sehingga orang kaget
atau kecewa kita ngga mau. Kalau memang mau menaikkan harga
karena ganti tahun ada peningkatan pendapatan sehingga harga
tanah-tanah meningkat ya kita iklankan ulang dan kalo memang
ditulisannya promo misalnya promo DP, ya itu emang bener-bener
promo kita kasih tahu harga normalnya berapa dan setelah promo

jadi berapa seperti itu”.

Dari paparan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa
pemasaran yang dilakukan dengan memuat informasi produk dengan
baik, informasi harga, dan lokasi.

. Tahap Booking Kavling
Masyarakat yang hendak melakukan pembelian perumahan dapat
datang langsung ke Perusahaan property Bukit Cinta Pamekasan.

Biasanya mereka senantiasa mencari tahu dengan bertanya tentang
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harga, lokasi, akses jalan ke kota, dengan bahan seperti apa bangunan
rumah nantinya dibuat, modelnya seperti apa, luas tanah dan
bangunannya berapa, keamanannya bagaimana dan lain sebagainya
sesuai dengan keinginan calon pembeli. Pihak developer senantiasa
mendampingi dan menjelaskan apa yang ditanyakan oleh calon
pembeli. Hal ini juga turut dinyatakan oleh pemilik Perusahaan
Property Bukit Cinta Achmad Sholihin berikut ini:

“Biasanya orang itu memastikan lagi ya, berapa harganya,
kemudian ada apa saja, sambil datang ke kantor, jadi pihak sini
pemasarannya saya suruh ke lokasi melihat tanahnya dulu,
lokasinya di sebelah mana-mananya sambil melihat denah seperti

itu. Nanti kalau deal langsung booking kavling biasanya”

Berkenaan dengan layanan yang diberikan Bapak Achmad
Sholihin memberikan tambahan sebagai berikut;

“kita sebagai pihak pengusaha tentunya memposisikan pembeli
sebagai raja ya kita layani dengan amat sangat baik ya. Bahkan
saya ajarkan ke marketing ya bicaranya jangan terlalu formal,
diakrapin aja nggak papa yang pasti pertama salam dulu sama
semua tamu, salah ya senyum ke tamu. Kemudian mempersilahan
tamunya duduk dulu kasih buku tamu untuk diisi kemudian ditanya
apa yang bisa dibantu? Lalu kalo ada pertanyaan-pertanyaan dari

konsumen diusahakan menjawab dengan lugas, ramah, dan jujur”

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa pihak
developer senantiasa melayani dan menghormati calon pembeli dengan

mewajibkan kepada staf-stafnya untuk:
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1) Menyampaikan salam kepada tamu.

2) Senantiasa senyum ketika berhadapan dengan tamu.

3) Senantiasa menyapa dan bertanya “silahkan duduk! dari mana
bapak? ada yang bisa saya bantu ?”.

4) Setiap tamu dipersilahkan untuk mengisi buku tamu.

5) Senantiasa menjawab pertanyaan dari tamu.

6) Senantiasa mengedepankan kejujuran dalam menjawab.

7) Senantiasa mengucapkan terimakasih telah berkunjung jika tamu
akan pulang.

Jika calon pembeli cocok dengan penjelasan pihak pengembang
dan ingin membelinya, calon pembeli bisa langsung memilih lokasi
dan tipe rumah yang dikehendaki. Agar pilihan lokasi yang dipilihnya
tidak dipasarkan lagi oleh pengembang, pembeli diwajibkan
memberikan uang booking fee kepada pengembang sebagai bukti
keseriusan dari pihak pembeli.

Jika pembeli sudah merasa cocok dan hendak melakukan
pembelian maka konsumen akan bertanya mengenai persyaratan yang
harus diberikan untuk melakukan pembelian. Adapun berkenaan
dengan persyaratan pembelian dinyatakan dalam wawancara yang
dilakukan oleh Ach Nauval selaku bagian pemasaran sebagai berikut:

“syaratnya mudah banget cuma fotokopi KK sama KTP aja buat
syarat awal itu untuk KPR ya, nah kalo persyaratan lengkapnya
nanti menyesuaikan lembaga pembiayaannya biasanya sih yang
basic ya KK, KTP, Buku Rekening, NPWP, Slip Gaji kalo ada atau
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surat keterangan usaha. Kalo Non KPR biasanya KK, KTP, sama
Surat Nikah bagi yang sudah menikah. Kemudian bisa tanda
tangan surat pemasaran Kavling atau bangunan yang isinya surat

perjanjian”

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa persyaratan pada saat
pembeli menyerahkan atau membayar booking fee cukup dengan foto
copy KTP dan foto copy KK. Adapun persyaratan lebih lengkap ketika
akan mengajukan persetujuan dari pihak Bank untuk KPR. Jika
pembayaran tanpa KPR, maka cukup fotocopy KTP, fotocopy KK, dan
foto copy buku nikah (jika sudah menikah). Di samping persyaratan
tersebut, pembeli menandatangani surat pemesanan kavling / bangunan
yang di dalamnya terdapat perjanjian.

Setelah mengetahui persyaratan untuk mengajukan pembelian
property di Bukit Cinta kemudian pihak staff Keuangan Megawati
Hadi Putri akan menjelaskan mengenai uang tanda jadi atau biasa
dinyatakan dengan booking fee dengan penjelasan berikut ini:

“setelah mengisi berbagai persyaratan kemudian pembeli kita kasih
tau nih Pak Buk kalau Bapak atau Ibu ambil yang tipe ini nanti
Uang tanda jadinya sekian yah dan dibayarkan paling lambat
besok. Tipe A, B, dan C uang tanda jadinya 1,5 juta sedangkan tipe
D uang tanda jadinya sebesar 2 juta rupiah. Karena adanya promo
ya, mulai tahun 2017 kita potong tanda jadinya 500 ribu jadi cukup

1 juta sama 1,5 juta aja”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada bagian Keuangan
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yakni Megawati Hadi Putri maka diperolen bahwa jumlah uang
booking fee di Perumahan Bukit Cinta Pamekasan pada awal
berdirinya adalah :
1) Tipe rumah A adalah Rp. 1.500.000,-
2) Tipe rumah B adalah Rp. 1.500.000,-
3) Tipe rumah C adalah Rp. 1.500.000,-
4) Tipe rumah Dadalah Rp.2.000.000,-

Kemudian untuk meningkatkan daya saing pembeli, pada awal
tahun 2017 bookng fee turun menjadi:

1) Tipe rumah A adalah Rp. 1.000.000,-
2) Tipe rumah B adalah Rp. 1.000.000,-
3) Tipe rumah C adalah Rp. 1.000.000,-
4) Tipe rumah D adalah Rp. 1.500.000,-

Berdasarkan data yang diperoleh dari Property Bukit Cinta pada
saat menyerahkan booking fee, pembeli mengisi dan menandatangani
surat pemesanan kavling/bangunan yang di dalamnya terdapat
perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis tersebut adalah:%®
1) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran uang

tanda jadi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran
uang muka ke-1 dan menandatangani perjanjian pendahuluan jual
beli (PPJB) serta menyerahkan berkas KPR, maka pesanannya

dianggap batal dan uang tanda jadi yang telah dibayarkan dengan

25 \Wawancara dengan Megawati Hadi Putri Staff Administrasi dan Keuangan Bukit Property
Bukit Cinta pada 12 Mei 2022
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sendirinya menjadi milik penjual sebagai sanksi administrasi
pembatalan.

2) Harga yang tercantum belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
Administrasi KPR (apabila melalui skema KPR) dan biaya-biaya
lain yang timbul akibat peraturan baru di bidang perpajakan.

3) Spesifikasi bangunan rumah merupakan satu paket sesuai standar
dari Developer Perumahan Bukit Cinta Pamekasan.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian tertulis yang
termuat dalam surat pemesanan kavling, akan tetapi terdapat perjanjian
yang tidak tertulis yang dijelaskan oleh pihak pengembang kepada
pembeli saat pembeli akan membayar booking fee, diantaranya:2®
1) Uang booking fee tidak bisa kembali apabila dibatalkan secara

sepihak oleh konsumen.

2) Uang booking fee dapat kembali 50% apabila dalam proses
pengajuan KPR ke Bank ditolak.

3) Setelah ada penolakan dari pihak Bank, uang booking fee dapat
diambil satu sampai dua minggu.

4) Uang booking fee adalah termasuk uang muka atau down
payment, jika pembeli melanjutkan transaksinya. Jumlah uang
down payment akan dikurangi dengan uang booking fee.

Di samping perjanjian tertulis dan tidak tertulis di atas, ada

26 \Wawancara dengan Megawati Hadi Putri Staff Administrasi dan Keuangan Perusahaan Bukit
Property Bukit Cinta pada 13 Mei 2022
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kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak developer sesuai dengan

situasi dan kondisi yang ada dan kebijakan ini tidak dijelaskan atau

tidak diberitahukan kepada pembeli saat kontrak booking fee.

Kebijakan tersebut diantaranya:2’

1) Aturan mengenai jangka waktu booking fee di perumahan Bukit
Cinta Pamekasan bersifat subjektif atau ada pertimbangan
toleransi. Maksudnya secara perjanjian telah jelas batas waktu
yakni satu bulan, namun jika ada pembeli yang setelah satu bulan
baru bisa melengkapi persyaratan dan pembayaran down payment
karena alasan yang dapat diterima oleh pengembang, maka uang
booking fee masih dapat digunakan untuk mengurangi jumlah uang
down paintmen, tetapi tidak menjadi jaminan lokasi yang telah
dipilihnya masih tetap utuh. Jika sudah ada pembeli lain yang telah
memilihnya, maka pengembang tidak bertanggung jawab, namun
pembeli dipersilahkan untuk menentukan lokasi yang lain.

2) Ketika pembeli telah membayarkan booking fee, penjual tidak
akan memberikan atau menjual lokasi yang dipilih pembeli
pertama walaupun pembeli kedua bersedia membelinya dengan
uang tunai atau dengan harga yang lebih tinggi. Pembeli kedua bisa
membeli lokasi yang dipilih oleh pembeli pertama jika pembeli
pertama tidak lagi melanjutkan transaksinya atau telah habis waktu

yang ditentukan yakni satu bulan atau mengundurkan diri atau

27 Wawancara dengan Megawati Hadi Putri Staff Administrasi dan Keuangan Perusahaan Bukit
Property Bukit Cinta pada 13 Mei 2022
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tidak jadi membeli walaupun masih dalam batas waktu yang
ditentukan dan atau pembeli memilih lokasi kavling yang lain.

3) Jika pembeli tidak ada tindak lanjut untuk tahap berikutnya
setelah booking fee, pihak pengembang berupaya menghubungi
pihak pembeli melalui telfon yang tertera pada saat pembayaran
booking fee. Setelah ada upaya untuk menghubungi ternyata gagal
atau pihak pembeli tidak meresponnya, barulah lokasi kavling yang
dipilihnya akan dipasarkan kembali.

Mengenai booking fee yang dibayarkan pada pihak pengembang
atau pihak Perusahaan property bukit cinta diberikan penjelasan oleh

Megawati Hadi Putri sebagai Staff Administrasi dan Keuangan:

“jadi vang tanda jadi itu digunakan buat operasional juga memang
seperti biaya komunikasi, biasa survey, biaya iklan dan lain
sebagainya maka dari itu dia mengurangi DP dan kalau misal
ditolak sama pihak bank untuk pengajuan KPR itu kita kembali
50% dan itupun jarang sih pasti kita bantu sampai di ACC sejauh
ini tidak ada yang sampai tertolak, kalau tidak bisa ke lembaga A

kita coba ajukan ke lembaga B gitu”

Dari wawancara yang dilakukan tersebut diketahui bahwa uang
booking fee pada perumahan Bukit Cinta Pamekasan oleh pengembang
digunakan sebagai uang operasional seperti biaya iklan, biaya transpot,
biaya komunikasi, survei dari pihak pengembang dan lain-lain.

Uang booking fee tahun 2021 pada perumahan Bukit Cinta

Pamekasan menurut Bapak Ach Safiie selaku pemilik usaha termasuk
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yang kategori murah bahkan bisa kembali 50% manakala ditolak
pengajuaanya oleh pihak Bank. Kebijakan tersebut diambil untuk
memikat pembeli dan tidak menjadikan pembeli ragu dalam memilih
lokasi yang dipilihnya.

Berkenaan dengan booking fee yang ditetapkan oleh pihak
perusahaan property Bukit Cinta peneliti melaksanakan wawancara
pada beberapa konsumen untuk mengetahui bagaimana mekanisme
booking fee yang diterapkan menurut pandangan konsumen.
Dilaksanakan wawancara pada 6 konsumen sebagai berikut:

1) Bapak Junaidi
Bapak Junaidi merupakan konsumen yang melakukan
pembelian rumah dengan type B dengan menggunakan sistem KPR
dan telah membayarkan agsuran ke 3. Bapak junadi memberikan
pendapatnya mengenai Booking Fee sebagai berikut:

“masalah uang tanda jadi jelas banget disana. Ada dilembaran
perjanjian sejumlah sekian, hangus kalau tidak dibayarkan
dalam waktu sekian, trus kalau tidak di acc KPR kita dikasih
kembali 50% karena memang bukan salah kita juga kan. Cuma
saya aja kemaren sempat 3 kali ganti lembaga pembiayaan
ngga tahu salahnya dimana cuma dibantu terus sampai saya
sukan sendiri masnya bolak-balik survei itu. Sebelum tanda
tangan kita disuruh baca sampai selesai mas, kamudian di
ulangi lagi mekanisme begini-begini ya jadi konsumen bener-
bener paham”

Dari pemaparan tersebut maka diketahui bahwa pelanggan

benar-benar mengetahui degan baik kesepakatan booking fee dan
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jika konsumen menandatangani maka dapat dinyatakan setuju atas
seluruh aturan yang ada.
Bapak M Imron

Bapak M Imron merupakan konsumen yang melakukan
pembelian rumah dengan type A dan menggunakan sistem KPR,
sampai dilakukannya penelitian Bapak M Imron telah
membayarkan cicilan sudah 2 tahun. Bapak M Imron memberikan
pendapatnya mengenai Booking Fee sebagai berikut:

“saya dulu bayarnya 1 juta buat tanda jadi ya. Sudah dijelaskan
juga kalau dalam waktu sekian bulan pak uang DP ini tidak
bapak bayarkan maka hangus ya kalau ngga salah dulu 2 apa 3
bulan gitu mas. Malah waktu itu saya ada keperluan lain telat 1
minggu cuma saya bilang ke pegawainya itu masih ada
keperluan lain saya janji di tanggal sekian pasti saya bayar dan
itu tidak apa-apa. Kemudian dia bilang juga kalau nanti dari
pihak  banknya tidak acc biasanya dikembalikan,
dikembalikannya 100% dan tidak dihanguskan gitu aja. Dan
Dpnya tidak dibayar langsung 100% juga, boleh 50% dulu baru
kalo sudah acc 50% lagi dibayarkan. Ketentuannya ada semua
itu di surat perjanjian penandatanganan ya hamanya juga uang
jumlah besar jadi diberikan aturan tertulis. Masnya yang
pegawai itu juga menjelaskan baca dulu sampai selesai kalau
sudah faham baru tanda tangan. Kemudian di jelaskan lagi
sama mas gimana-gimananya karena kadang orang-orang tua
kayak saya pusing kalo baca tulisan itu ya”

Dari penjelasan yang diberikan olenh Bapak Imron tersebut

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat rancangan khusus

mengenai booking fee atau uang tanda jadi yang ditetapkan pada
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Perusahaan Property bukit Cinta. Dalam hal ini sebagai konsumen
beliau bersedia mengisi draft dan tidak ada keberatan karena
konsumen mengetahui dengan baik mekanisme booking fee yang
ditetapkan.
Bapak Wahyudi

Bapak Wahyudi merupakan konsumen yang melakukan
pembelian rumah dengan type C dan melakukan pembelian cash
tanpa KPR. Bapak Wahyudi memberikan pendapatnya mengenai
Booking Fee sebagai berikut:

“iya kebetulan bapak kan membelinya cash ya mas, jadi lebih
simpel yang berlaku ya kalo dalam waktu sekian bulan bapak
tidak menyusulkan DP nya ya maka dinyatakan hangus dan
unit di lempar ke orang begitu saja dulu itu. Sama juga ada
perjanjiannya mengenai itu ada tulisannya lengkap kemudian
masnya menjelaskan juga. Sebelum membayar juga ada draft
khususnya kita baru mengisi kalau sudah benar-benar faham

supaya tidak terjadi salah faham”

Dari wawancara yang dilakukan maka diperoleh bahwa dalam
pembelian cash perjanjian yang ditetapkan berbeda dengan
pembelian secara kredit yakni jika uang DP tidak dibayarkan
dalam jangka waktu tertentu maka dapat dinyatakan hangus.

Bapak Muhammad

Bapak Muhammad merupakan konsumen yang melakukan

pembelian rumah dengan type D dan melakukan pembelian dengan

menggunakan KPR. Saat ini Bapak Muhammad sudah melakukan
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pembayaran angsuran ke 5. Bapak Muhammad memberikan
pendapatnya mengenai Booking Fee sebagai berikut:

“ilya memang buat tanda jadi ada di Bukit Cinta itu draft
khususnya apa kayak lembaran Kkhusus gitu yang isinya
perjanjian-perjanjian, yang bikin Kkita sebagai konsumen lega
itu bagian itu. Meskipun uangnya hanya 1 juta tapi mereka
menetapkan aturan dan perjanjian sedemikian rupa supaya kita
tidak takut atau tidak kapok untuk melakukan pembelian ini
mencerminkan kalo perusahaan ini berhati-hati sekali.
Kemudian pelanggaran apa saja juga mereka jelaskan disana
dan sama mas pemasarannya itu dibilang kalau ada pertanyaan
dinyatakan dulu ya pak kalau sudah benar-benar faham dan
mantab baru boleh tanda tangaan”

Dari penjelasan yang diberikan menunjukkan bahwa segala hal
mengenai booking fee dijelaskan dengan baik oleh pihak Property
Bukit Cinta sehingga konsumen benar-benar faham tidak ada unsur
kebohongan.

Bapak Tanto

Bapak Tanto merupakan konsumen yang melakukan pembelian
rumah dengan type D dengan melakukan pembelian dengan
menggunakan KPR. Saat ini Bapak Tanto telah melakukan
pembeyaran angsuran 1 tahun. Bapak Tanto memberikan
pendapatnya mengenai Booking Fee sebagai berikut:

“kebetulan bapak belinya sudah satu tahun yang lalu jadi
mengenai detail-detailnya isi lembarannya bapak lupa ya mas.
Cuma yang bapak inget itu pelayanannya enak banget disana.

Tidak meragukan sama sekali kita dikasih garansi mas, kalau
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sama pihak bank tidak acc maka uang kembali kalo ngga salah
50% atau bisa kita bilang baliknya full ya karena pembayaran
DP juga 50% sebelum dinyatakan acc sisanya pas sudah di acc.
Semua itu ada ya diperjanjian ya diperjanjian ada di penjelasan
juga ada. Uang tanda jadipun itu memotong uang DP misal DP
17 juta nih dulu bapak jadi tanda jadinya 1 juta sisanya ya 16
juta itu mas. Jadi enak kita juga diberi tahu kalo uang tanda jadi
ini kan Kita istilahnya pesen unit supaya tidak ditawarkan ke
yang lain. nah kalau tidak dilanjutkan ke DP ya nanti bisa
hangus dan kalau kita batalnya kemungkinan bisa tidak
kembali. Kecuali ada miss atau penjelasan yang menyebabkan
salah paham trus konsumen kecewa itu beda lagi. Sejauh ini
pelayanannya baik banget ada tulisan ya ada penjelasan jadi
dalam mengambil keputusan itu kita enak ada perlindungan
kalo ada hitam diatas putih.

Dari paparan penjelasan Bapak Tanto diketahui bahwa pembeli
mengetahui dengan baik mengenai mekanisme booking fee sampai
dengan pembayaran DP. Sehingga dapat dinyatakan bahwa
informasi yang diberikan mengenai booking fee diberikan dengan
baik dan lengkap.

6) Bapak Sukron
Bapak Sukron merupakan konsumen yang melakukan
pembelian rumah dengan type D dengan melakukan pembelian
dengan menggunakan KPR. Saat ini Bapak Sukron telah
melakukan pembeyaran angsuran 6 bulan. Bapak Sukron
memberikan pendapatnya mengenai Booking Fee sebagai berikut:

“menganai DP ya mas, ada hitam diatas putih enaknya disana
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jadi misal sewaktu-waktu ada pelanggaran semuanya tertulis.
Karena pernah denger juga kalau ada beberapa tempat yang
kalo ngga di acc bank tidak dikembalikan. Saya tidak mau yang
seperti itu, waktu itu udah mau saya tanyakan ternyata masnya
menjelaskan kemudian ada tulisan panjang mengenai
perjanjiannya. Jadi semua jelas dan cukup informatif terlebih
Dpnya itu boleh dibayarkan separuh dulu”

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa
perusahaan menginformasikan dengan baik mengenai Mekanisme
Booking Fee yang ditetapkan.

c. Tahap Pembayaran Down Payment dan Pengajuan KPR
Pada tahapan ini pembeli sudah memastikan untuk melanjutkan
transaksinya dan sudah siap untuk melanjutkan ke tahapan pembayaran
DP dan juga pengajuan untuk di proses KPR. Menganai hal ini
Megawati Hadi Putri Staff selaku pihak Administrasi dan Keuangan
memberikan penjelasan sebagai berikut:

“jika sudah dibayarkan uang tanda jadi kalau mau dibayarkan secar
cash maka kita kasih waktu 3 bulan untuk melunasi DP kemudian
jika DP sudah lunas dan dilakukan pembangunan Unit dan
pembayaran, pembayaran sisa dp bisa dibayarkan maksimal 3 kali
untuk kurun waktunya 6 bulan ya maksimal. Sedangkan KPR jika
sudah masuk uang tanda jadi maka kita ajukan ke pembiayaan baru
jika pihak lembaga pembiayaan ACC bisa bayar sisa uang tanda
jadi kalo tanda jadinya dibayarkan 50% ya. Kemudian bisa
dibayarkan uang DP supaya bisa dibangun unitnya dan Dpnya juga
boleh dibayarkan sebanyak 3 kali selama 3 bulan, kurang lebih

mekanisme apa aja yang harus dilakukan pembeli seperti itu”
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Dari Penjelasan yang diberikan maka dapat dijabarkan berikut ini
apa saja yang harus dilakukan oleh pembeli adalah:?
1) Jika pembeli akan menggunakan KPR
a) Pembeli datang ke perumahan Bukit Cinta Pamekasan dengan
membawa kelengkapan Administrasi yakni:
(1) Fotocopy KTP suami / Istri.
(2) Fotocopy Kartu Keluarga.
(3) Fotocopy Surat Nikah /Akta Cerai.
(4) Pas Foto terbaru pemohon dan pasangan.
(5) Asli Slip gaji terakhir / surat keterangan penghasilan bagi
PNS, karyawan, BUMN atau swasta.
(6) Fotocopy SK Pengangkatan Pegawai Tetap.
(7) Fotocopy SPT tahun terakhir.
(8) NPWP pribadi.
(9) Fotocopy Akte Pendirian perusahaan berikut perubahannya
SIUP, TDP dan SITU.
(10) Fotocopy lzin Praktek.

(11) Fotocopy buku Tabungan / Giro minimal 6 bulan terakhir.

28 \Wawancara dengan Ach Nauval Staff Pemasaran Perusahaan Bukit Property Bukit Cinta pada
13 Mei 2022



b)

115

(12) Form Aplikasi Kredit (KPR) FLPP.
Setelah semua lengkap pembeli membayar uang muka atau
down payment. Jika sudah mendapatkan persetujuan dari pihak
Bank.
Jumlah uang down payment.

Harga di Perumahan Perusahaaan Property Bukit Cinta
adalah:

Tabel 4.1

Daftar Harga Perumahan Bukit Cinta Pamekasan

No

TYPE

Harga DP Booking KPR

Fee

Sisa Bayar
DP

120.000.000

12.000.000

1.000.000

11.000.000

115.600.000

130.000.000

13.000.000

1.000.000

12.000.000

128.000.000

140.000.000

14.000.000

1.000.000

13.000.000

135.000.000

AIWIN(F

gooOlm|>

150.000.000

15.000.000

1.500.000

13.500.000

145.500.000

d)

Sumber: data diolah peneliti (2022)
Harga di atas belum termasuk:
(1) Biaya kelebihan tanah (jika ada).
(2) Biaya Notaris dan balik nama (BBN).
(3) BPHTB.
(4) Administrasi Bank.

Dalam proses pengajuan KPR ke Bank, pembeli didampingi
pihak pengembang. Pihak Bank biasanya akan melakukan
wawancara kepada pembeli. Dalam waktu yang lain setelah
wawancara, pihak Bank akan survei lokasi pembeli. Kemudian

akan diputuskan disetujui atau tidak pengajuannya.
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e) Pada Perumahan Bukit Cinta Pamekasan, jika transaksi
berlanjut dan mendapat persetujuan dari pihak Bank, uang
booking fee menjadi bagian dari uang down payment, sehingga
pembeli tinggal melunasi kekurangannya. Misalnya jika down
payment Rp. 12.000.000,- dan booking fee Rp.1.000.000,-
maka konsumen atau pembeli tinggal membayar
kekurangannya yakni Rp. 11.000.000,-

f)  Uang down payment bagi pembeli yang menggunakan Kredit
Pemilikan Rumah, dapat diangsur maksimal tiga kali sampai
tahap pembangunan dimulai.

2) Jika pembeli akan membayar secara tunai atau tanpa KPR

a) Pembeli datang ke perumahan Bukit Cinta Pamekasan dengan
membawa kelengkapan Administrasi yakni:
(1) Fc KTP suami.

(2) Fc KTP istri.
(3) Fc KK.

b) Membayar uang muka / downpayment secara tunai sebelum
proses pembangunan.

c) Besarnya jumlah uang down payment berbeda dengan
pembeli yang menggunakan KPR.

d) Besarnya jumlah uang down payment adalah 10% dari harga.

e) Pelunasan pembelian rumah dilakukan setelah rumah selesai

dibangun.
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f)  Pelunasan pembelian rumah dapat dilakukan secara bertahap
yakni selama tiga hingga maksimal enam bulan. Pada masa ini
belum bisa serah terima kunci rumah (ditahan pihak
pengembang) walaupun rumah telah selesai dibangun.

d. Tahap Pembangunan
Mengenai pembangunan yang dilakukan oleh pihak perusahaan
Property Bukit Cinta, Achmad Sholihin selaku pengawas lapangan
memberikan penjelasan sebagai berikut:

“jadi bisa mulai dibangun unitnya kalau, ini yang KPR dulu ya.
Jadi pertama untuk yang KPR yaitu kalau sudah dapat acc dari
pembiayaan, kemudian DP sudah lunas dan pembayarannya DP
boleh 3 kali ya. Pokoknya kalo udah lunas ya langsung mulai
dibangun. Sedangkan kalo cash tanpa KPR sama juga dp sudah
dibayarkan selanjutnya kita lihat dulu kondisinya apa misalnya
petani yang uangnya ada setiap 3-6 bulan sekali ya bisa kita
lakukan sembari nunggu pelunasan sesuai tempo yang dijanjikan

maksimal 6 bulan, ini biasanya atasan yang punya kebijakan”

Dari wawancara yang dilakukan tersebut maka dapat diketahui
bahwa prosedur dilaksanakannya pembangunan adalah sebagai
berikut:

1) Jika pembeli menggunakan KPR

a) Pembangunan rumah dimulai sejak pembeli mendapat

persetujuan dari pihak Bank.

b) Pembeli telah melunasi uang muka atau downpayment secara

global kepada pengembang.
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c) Pembayaran Downpayment dapat dibayarkan sebanyak 3 kali
maksimal 3 bulan.

2) Jika pembeli membayar secara tunai atau tanpa KPR

a) Pembangunan rumah dimulai sejak pembeli membayar uang
muka / down payment kepada pengembang.

b) Pembangunan dapat dilakukan sebelum pelunasan uang muka
dengan melihat situasi, kondisi dan karakter pembeli. Hal
tersebut merupakan kebijakan pengembang.

Tahap Serah Terima Rumah

Mengenai serah terima rumah dilakukan wawancara juga pada
pihak marketing yakni Ach Nauval sehingga dijelaskan sebagai
berikut:

“jadi pemberian kunci atau serah terima rumah kalo yang cash ya
langsung aja kalo rumah jadi dan pembayaran sudah full maka
diserahkan rumahnya beserta kelengkapannya. Sedangkan kalo
untuk yang KPR ya dispastikan dulu DP sudah benar-benar masuk
full, kemudian kita kasih lembaran jaminan kerusakan dan
penjelasan mengenai pembayaran angsuran baru kemudian diserah
terimakan”

Dari Penjelasan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa
Pembangunan rumah menggunakan konstruksi rangka atap kayu.
Sedangkan spesifikasi bangunan adalah standar perumahan sesuai

dengan tipe yang dipilihnya. Adapun ketentuan tahap pembangunan
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adalah:%

1) Pembeli telah melunasi pembayaran yang Down Payment

2) Satu bulan setelah pembeli terima kunci rumah, pembeli memiliki
kewajiban pembayaran tagihan KPR.

3) Jaminan kerusakan rumah adalah 60 hari sejak serah terima kunci

rumabh.

29 Wawancara dengan Ach Nauval Staff Pemasaran Perusahaan Bukit Property Bukit Cinta pada

13 Mei 2022



BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Booking Fee Pada Perusahaan Property Bukit Cinta Kabupaten
Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pembayaran
uang tanda jadi ini merupakan pengikat agar unit tidak dijual pada pihak lain
dan sifatnya mengurangi downpayment atau uang muka. Karenanya dapat
dinyatakan bahwa booking fee ini telah sesuai dengan Dewan Syariah
Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia telah menfatwakan tentang akad
murabahah yang di dalam akad tersebut boleh menggunakan akad ‘urbun
yakni termuat pada fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pada penetapan kedua
pasal 7 yakni disebutkan Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai
alternatif dari uang muka, maka: (1) jika nasabah memutuskan untuk membeli
barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga, (2) Jika nasabah batal
membeli, uang muka menjadi milik bank maksimalsebesar kerugian yang di
tanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak
mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Salah satu dasar penetapan DSN MUI tersebut adalah hadist riwayat
‘Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam yang ditulis oleh al-Syaukani dalam Nailul

Autarnya yakni:

120
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Artinya: “Rasulullah SAW ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual
beli, maka beliau menghalalkannya”

Pada fatwa berikutnya dalam tahun yang sama yakni nomor 13/DSN-
MUI/1X/2000 tentang uang muka dalam murabahah, ada penegasan tentang
besaran uang muka yakni sesuai dengan kesepakatan dan penegasan jika
adanya pembatalan dimana jika ada kerugian maka ditanggung oleh nasabah.
Point pokok pada fatwa DSN No 13 tersebut adalah diperbolehkannya kontrak
‘urbun dalam murabahah di mana besaran uang muka adalah sesuai dengan
kesepakatan kedua belah pihak, dan jika akad itu batal maka uang muka
menjadi milik Bank (penjual) sesuai dengan jumlah besaran kerugiannya.
Bahkan jika uang muka tidak mencukupi untuk menutup kerugian, nasabah
(pembeli) diwajibkan untuk menambah jumlah uang mukanya. Dalam hal ini
boleh dilakukan booking fee dengan catatan sesuai dengan syarat dan rukun
booking fee dintaranya:

1. Syarat-syarat Praktik Booking Fee, diantaranya:*°
a. Barang yang menjadi objek harus jelas jenisnya dan dalam
tanggungan penjual.

b. Barang yang menjadi objek hendaklah ditentukan harganya.

30 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani Pres,
2001),him.104
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c. Barang tersebut berkriteria yang bisa memberikan kejelasan kadar dan
sifat-sifatnya yang membedakannya dengan lainnya agar tidak
mengandung garardan terhindar dari perselisihan.

d. Batas waktu diketahui dengan jelas.

2. Rukun dari Booking Fee, diantaranya adalah:

a. Adanya penjual dan pembeli.

b. Adanya barang yang akan di beli atau di pesan.

c. Adanya alat pembayaran.

d. Sighat (lafaz akad) yang jelas.

Selain itu berdasarkan sudut pandang ekonomi syariah, maka praktik

booking fee yang dilakukan ditinjau dalam 2 segi berikut ini:
1. Praktik Booking Fee dalam Perspektif Bai al-Urbun
Dalam istilah islam booking fee dapat dimaknai sebagai bai al-urbun
atau uang tanda jadi dengan karakteristik tertentu. Wahbah al-Zuhaili
menjelaskan, yang dimaksud dengan bai’ al-‘urbun adalah seseorang
membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham atau sebagian kecil
dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan
maka satu dirham yang telah dibayarkan akan terhitung sebagai bagian
dari harga. Namun apabila tidak jadi, maka satu dirham yang telah dibayar
akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual. Ulama mazhab Hanbali
berpendapat: jual beli ‘urbun hukumnya boleh, namun harus ditentukan
batas waktu khiyar (pilihan apakah jual beli jadi atau tidak jadi) bagi

pembeli. Karena jika tidak ditentukan, maka tidak ada kepastian sampai
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kapan penjual harus menunggu.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, jual beli dengan sistim ‘urbun itu sah
dan halal di lakukan berdasar ‘urf (tradisi yang berkembang). Karena,
hadist-hadist yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ‘urbun, baik yang
dikemukakan pihak yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan,
tidak ada satupun hadist sahih. 3 Dalam hal ini sejumlah ulama
memperbolehkan dengan dasar:

a. Adanya hadist Nabi
Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abd al-Raziq dari Zaid bin
Aslam yang membolehkan. Oleh sebab terdapat dua dalil yang berbeda
atau kontradiksi secara lahir, maka kembali kepada prinsip hukum
mu’amalat yakni:32
1) Pada dasarnya segala bentuk mu’amalat adalah mubah, kecuali
yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.
2) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung
unsur-unsur paksaan.
3) Mu’amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan
manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
4) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,
menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan

kesempatan dalam kesempitan.

31 Wahbah al-Zuhaili, Figih Islam 5,him.120.
32 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, him. 15.
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Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan diketahui bahwa praktik
booking fee yang dilakukan tidak didasarkan pada paksaan bahkan
pihak perusahaan property bukit cinta memberikan sejumlah
penjelasan dan menetapkan perjanjian tertulis dimana jika pihak
pembeli tidak menyetujui atau memahami aturan yang ditetapkan
boleh untuk tidak melanjutkan transaksinya. Selain itu keuntungan
yang diperoleh pembeli juga tidak hilang selama batasan waktu yang
ditetapkan karenanya praktik booking fee yang dilakukan ini sesuai
dengan prinsip jual beli dengan sukarela dan tanpa paksaan.

b. Terbebas dari Gharar

Gharar merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam islam,
adapun unsur gharar terdiri dari 2 hal diantaranya yakni:

1) Ketidakjelasan, apakah pembeli jadi membeli barangnya atau tidak.
2) Ketidakjelasan dalam jangka waktu kepastian, jadi atau tidaknya
pembeli akan membeli atau membatalkannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa akad yang
dilakukan pada perusahaan bukit cinta sangat jelas baik dipaparkan
langsung oleh pihak marketing maupun adanya perjanjian tertulis
mengenai kapan berakhirnya booking fee yang dibayarkan sebagai
bentuk kepastian untuk pembeli. Pihak penjual juga memberikan
penjelasan terkait tujuan adanya booking fee dan jumlah uang dp yang

dibayarkan setelah booking fee bahkan jika terjadi ketidaksetujuan dari

33 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, him. 15.
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pihak pembiayaan saat pembeli menggunakan sistem KPR maka
diberikan garansi kembali 100%. karenanya hal tersebut terbebas dari
unsur gharar atau ketidakjelasan. Selain itu booking fee yang dilakukan
sudah memenuhi syarat dari pelaksanaan booking fee yakni Barang
tersebut berkriteria yang bisa memberikan kejelasan kadar dan sifat-
sifatnya yang membedakannya dengan lainnya agar tidak mengandung
garardan terhindar dari perselisihan.

Terhindar dari unsur Spekulasi atau Maisir

Unsur maisir (spekulasi), yaitu oleh karena adanya unsur
gararatau ketidakjelasan dari pembeli, maka dengan sendirinya muncul
maisir (spekulasi) sehingga ia tidak menjualnya kepada orang lain.
Padahal calon pembeli belum tentu membeli.

Berdasarkan temuan penelitian pada bagian sebelumnya diperoleh
bahwa dengan penetapan batas waktu yang jelas secara tertulis dan
juga secara lisan sehingga menghilangkan unsur spekulasi dalam
transaksi yang dilakukan. Selain itu apa yang dilakukan oleh
perusahaan Property Bukit cinta juga telah sesuai dengan syarat dari
dilaksanakannya booking fee yakni batas waktu yang diketahui dengan
jelas.

. Terhindarnya dari syarat kebatilan

Jual beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar

secara gratis apabila pembeli gagal membelinya dan syarat

mengembalikan barang transaksi kepada penjual apabila tidak terjadi
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ke-ridha-an untuk membelinya. Ketika pembeli tidak jadi membeli,
maka uang muka yang memang sejak awal dimaksudkan sebagai alat
bayar, akan berpindah kepemlikannya menjadi milik si penjual tanpa

ada konpensasi apapun buat si pembeli. Rasulullah saw bersabda:

AL, Y5 g g)a Y &5 Gl a3 Y

Artinya: “Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak
pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan

tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang

yang tidak kamu miliki”. (HR. Ahmad 6671, Abu Daud
3506, Turmudzi 1279 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).

Ketika dilakukan pembelian rumah transaksi booking fee ini
dipergunakan untuk pembiayaan transportasi, iklan dan sebagainya.
Sehingga jika terjadi pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh
calon pembeli maka hal ini tentunya dapat menyebabkan kerugian bagi
pihak penjual.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan pada bagian
sebelumnya mengenai hangusnya uang booking fee jika dilakukan
pembatalan secara sepihak dari pihak konsumen. Jika pihak konsumen
melakukan pembatalan secara sepihak maka uang booking fee yang
dibayarkan tidak dapat dikembalikan sebagaimana kebijakan tertulis
yang telah ditandatangani oleh calon pembeli sebelum melakukan

pembayaran.
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Pada dasarnya tindakan pembatalan secara sepihak merupakan
salah satu tindakan bathil yang dapat menyebabkan pihak penjual
mengalami kerugian. Hal ini karena uang booking fee dipergunakan
untuk biaya administrasi, biaya transportasi dan lain sebagianya
sehingga jika dilakukan pembatalan transaksi maka uang yang
dipergunakan untuk transportasi dan lain sebagainya tidak akan
tertutup. Tindakan yang dilakukan oleh pihak pengembang property
bukit cinta tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 4 juga telah
dijelaskan bahwa, manakala kontrak batal, maka penjual boleh
mengambil uang muka sesuai dengan kerugian yang ditanggungnya
bahkan diperbolehkan meminta tambahan biaya untuk menutup
kerugiannya.

Diterapkannya prinsip keadilan

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli tentunya terdapat berbagai
pertimbangan yang memungkinka kedua belah pihak untuk merugi jika
terjadi pembatalan. Setelah pembeli menyerahkan uang booking fee,
barang yang dibeli adalah rumah beserta tanahnya, namun pembeli
membatalkan pembeliannya. Nilai keadilan akibat pembatalan tersebut
adalah:

1) Pembeli telah diberi waktu untuk berfikir lebih untuk memilih

[s}}}melanjutkan atau membatalkannya, secara tidak langsung

pembeli telah stridiuntungkan.

2) Pembeli menyerahkan uang tanpa ada barang yang diterimanya
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tanpak itradanya kerugian bagi pembeli, namun kerugian ini
diakibatkan sendiri atas [s}:p]pembatalan perjanjiannya tersebut untuk
mengantisipasi kerugian yang lebih besar. Sesungguhnya pembeli
tetap untung, apalagi jika pembatalannya akibat beralihnya pembeli
ke perumahan yang lain yang lebih murah dan atau lebih baik.

3) Penjual diuntungkan dengan adanya booking fee. Penjual lebih
yakin kalau pembeli melanjutkan transaksinya dibandingkan
dengan pemilihan kavling oleh pembeli namun belum ada
kepastian akan melanjutkan (tanpa booking fee), sehingga penjual
tidak dirugikan sepihak karena kavling yang seharusnya dapat
dipasarkan harus terhenti.

4) Bagi penjual waktu menunggu dan menyimpan barang transaksi
sampai pembeli melanjutkan akad merupakan kerugian, kopensasi
adanya uang booking fee jika pembeli membatalkan secara sepihak
adalah wajar. Walaupun kopensasi tersebut bukanlan unsur utama
dalam akad, booking fee hanyalah langkah antisipatif dari penjual
agar tidak mengalami kerugian yang banyak, dan memberikan
kenyamanan dalam bertransaksi.

f.  Menghindari untuk memakan harta orang lain secara batil Pada saat
akad, penjual dan pembeli telah bersepakat tentang perjanjian booking
fee.

Dengan adanya perjanjian tersebut tentunya menggugurkan yang

batil, karena didasari sekarela tanpa ada paksaan. Di samping pendapat



129

ulama yang melarang, juga ada pendapat ulama yang membolehkan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa dilakukan
penghangusan uang tanda jadi atau booking fee ketika dalam kurun
waktu yang telah ditetapkan pihak pembeli tidak kunjung memberikan
konfirmasi DP. Temuan tersebut merupakan hal yang diperbolehkan
dalam islam khususnya dalam jual beli bai al-urbun yakni adanya
penentuan batas waktu yang jelas dan adanya barang transaksi:
1) Ada penentuan batas waktu yang jelas
Dalam praktik booking fee di kedua perumahan yang penulis
teliti, sangat jelas sekali adanya batas waktu perjanjian baik tertulis
maupun lisan, sehingga tidak menjadikan akad booking fee
menjadi akad yang garar dan maisir.
2) Adanya barang transaksi
Pada pembelian rumah diperumahan, barang yang menjadi
objek transaksi adalah rumah dan tanahnya, yang ada barulah
kavling tanah sedangkan rumah berupa pesanan yang sesuai
dengan kriteria. Perlu dipahami bahwa pada saat akad booking fee,
pembeli baru memilih kavling tanah yang telah diketahui oleh
pembeli. Adapun pembuatan rumah dimulai setelah transaksi
berlanjut.
2. Praktik Booking Fee dalam Perspektif Khiyar
Ulama mazhab Hanbali berpendapat jual beli ‘urbun hukumnya

boleh, namun harus ditentukan batas waktu khiyar (pilihan apakah jual
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beli jadi atau tidak jadi) bagi pembeli. Karena jika tidak ditentukan, maka
tidak ada kepastian sampai kapan penjual harus menunggu. Sudut
pandang kedua mengenai jual beli property yang dilakukan pada
perusahaan property bukit cinta yakni khiyar. Khiyar sendiri dapat
dimaknai dengan hak untuk melakukan pemilihan sesuai kesepakatan
pembeli dan juga penjual.

Secara istilah, khiyar adalah menentukan yang terbaik dari dua hal
(atau lebih) untuk dijadikan orientasi. Khiyar juga bisa disebut dengan hak
untuk memilih. Sedangkan menurut istilah ulama figih, khiyar artinya: Hak
pilih bagi penjual atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi
untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai
kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.3*

Pemilihan ini dilaksanakan untuk menghindari ketidaksesuaian barang
dengan transaksi yang dilakukan seperti adanya cacat, kesalahan posisi,
perbedaan model, perbedaan ukuran, perbedaan kualitas, dan lain
sebagainya sehingga setelah dilakukan pemilihan calon pembeli memiliki
hak penuh untuk melanjutkan ataupun melakukan pembatalan atas
transaksi yang dilakukan.

Tujuan adanya Khiyar ini adalah agar kedua belah pihak tidak ada
yang merasa tertipu dan dirugikan dengan adanya transaksi yang
dilakukan. Selain itu secara lebih jauh transaksi yang dilakukan dapat

mendorong maslahat mursalah dan tidak terdapat penyesalahan di

34 Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, cet. 4, 2013), him.
84.
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kemudian hari. Jika melihat praktik booking fee, ada dua kesempatan buat

pembeli untuk melakukan khiyar, yakni:*

1)

2)

Pada saat pembeli telah memilih lokasi yang dikehendaki dan
membayar booking fee.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya
pembeli diperkenankan untuk melihat lokasi, memilih tipe sebelum
terjadinya pembayaran booking fee. Karenanya hal ini telah sesuai
dengan kaidah Khiyar Majlis di mana saat pembeli telah malakukan
pembayaran dan meninggalkan majlis, khiyar telah berakhir. Namun
Khiyar majlis ini gugur karena transaksi masih berlanjut.

Pada saat pembeli telah menyerahkan booking fee sampai
menyerahkan uang down payment dan atau pelunasan.

Berdasarkan temuan penelitian pada bagian sebelumnya terdapat
jangka waktu yang diberikan saat pembayaran uang tanda jadi dengan
down payment dengan maksud melakukan pemesanan sehingga hal ini
dapat masuk pada kategori khiyar syarat. booking fee secara hukum
ekonomi syariah tetap memiliki hak khiyar, yakni Kkhiyar syarat,
sehingga di dalam transaksi booking fee adanya syarat atau perjanjian
yang salah satu perjanjiannya adalah manakala dalam jangka waktu
yang telah disepakati terjadi pembatalan oleh pihak pembeli, uang
akan menjadi milik penjual dapat diterapkan. Hal tersebut untuk

meyakinkan bahwa pembeli benar-benar akan membeli, sesuai dengan

35 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektik Kewenangan Pengadilan
Agama,(Jakarta: Kencana, 2014), him. 104.
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tujuan umum dari adanya khiyar yakni untuk kemaslahatan jual beli.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh

Diah Kurnia (2016), Maulana (2018), Hajid Maududi (2020), yang

memperoleh hasil bahwa “praktik booking fee yang dilaksanakan telah sesuai

dengan ekonomi syariah”. Selain itu Fina Fauziah (2017) yang memberikan

pernyataan bahwa “praktik dinyatakan melanggar syariah jika terdapat satu

saja unsur dari hukum-hukum syariat, perjanjiannya harus berdasarkan

kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh mencurangi salah satu pihak, agar

tidak ada pihak yang merasa dirugikan”.

Tabel 5.1

Transaksi Booking fee pada Jual beli Perumahan Berdasarkan

Perspektif Ekonomi Syariah

No.

Pernyataan

Simpulan

Pemasaran adalah aspek yang penting dalam
jual beli apapun ya termasuk juga di perusahaan
properti ini, jual beli rumah yang otomatis
nominal yang cukup besar karenanya
mareketing perusahaan memberikan informasi
selengkap-lengkapnya dimedia manapun yang
dipergunakan. Pertama, memuat informasi
produk, mulai dari luas tanahnya, panjang kali
lebarnya, tipe, harganya, ketentuan DP, hingga
sisa yang harus di bayarkan diberitahukan
dengan setransparan mungkin. Selain itu
berkenaan dengan kenaikan dan harga maka

akan diberikan brosur promosi terbaru.

Sesuai dengan
Ketentuan Bai Al
Urbun bahwa
Muamalat dilakukan
atas dasar sukarela,
tanpa mengandung

unsur-unsur paksaan.
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Praktik booking fee yang dilakukan tidak
bahkan pihak

perusahaan property bukit cinta memberikan

didasarkan pada paksaan
sejumlah penjelasan dan menetapkan perjanjian
tidak
yang
ditetapkan boleh untuk tidak melanjutkan

tertulis dimana jika pihak pembeli

menyetujui  atau memahami aturan

transaksinya. Selain itu keuntungan yang
diperoleh pembeli juga tidak hilang selama
batasan waktu yang ditetapkan karenanya
praktik booking fee yang dilakukan ini sesuai
dengan prinsip jual beli dengan sukarela dan

tanpa paksaan.

Sesuai dengan
Ketentuan Bai Al
Urbun bahwa
Muamalat dilakukan
atas dasar sukarela,
tanpa mengandung

unsur-unsur paksaan.

Akad yang dilakukan pada perusahaan bukit
cinta sangat jelas baik dipaparkan langsung oleh
pihak marketing maupun adanya perjanjian
tertulis mengenai kapan berakhirnya booking
fee yang dibayarkan sebagai bentuk kepastian
untuk pembeli. Pihak penjual juga memberikan
penjelasan terkait tujuan adanya booking fee
dan jumlah uang dp yang dibayarkan setelah
booking fee bahkan jika terjadi ketidaksetujuan
dari  pihak  pembiayaan saat pembeli
menggunakan sistem KPR maka diberikan
garansi kembali 100%. karenanya hal tersebut
terbebas dari unsur gharar atau ketidakjelasan.
Selain itu booking fee yang dilakukan sudah
memenuhi syarat dari pelaksanaan booking fee
yakni Barang tersebut berkriteria yang bisa

memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifatnya

Sesuai dengan
Ketentuan Bai Al
Urbun bahwa
Transaksi yang
dilakukan  Terbebas
dari Gharar
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yang membedakannya dengan lainnya agar
tidak mengandung garardan terhindar dari

perselisihan.

Hangusnya uang booking fee jika dilakukan

pembatalan  secara sepihak dari  pihak
konsumen. Jika pihak konsumen melakukan
pembatalan secara sepihak maka uang booking
fee yang dibayarkan tidak dapat dikembalikan
sebagaimana kebijakan tertulis yang telah
ditandatangani oleh calon pembeli sebelum
Pada
tindakan pembatalan secara sepihak merupakan
bathil

penjual

melakukan  pembayaran. dasarnya
tindakan
pihak

kerugian. Hal ini karena uang booking fee

salah satu yang dapat

menyebabkan mengalami
dipergunakan untuk biaya administrasi, biaya
transportasi dan lain sebagianya sehingga jika
dilakukan pembatalan transaksi maka uang
yang dipergunakan untuk transportasi dan lain
sebagainya tidak akan tertutup. Tindakan yang
dilakukan oleh pihak pengembang property
bukit cinta tersebut sesuai dengan fatwa DSN
MUI nomor 4 juga telah dijelaskan bahwa,
manakala kontrak batal, maka penjual boleh
mengambil uang muka sesuai dengan kerugian
yang ditanggungnya bahkan diperbolehkan
meminta tambahan biaya untuk menutup

kerugiannya.

Sesuai dengan
Ketentuan Bai Al
Urbun bahwa
Transaksi yang
dilakukan  Terhindar

dari unsur Spekulasi

atau Maisir

Setelah pembeli menyerahkan uang booking

fee, barang yang dibeli adalah rumah beserta

Sesuai dengan

Ketentuan Bai Al
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tanahnya, namun pembeli membatalkan

pembeliannya. Nilai keadilan akibat pembatalan

tersebut adalah:

1)

2)

3)

4)

Pembeli telah diberi waktu untuk berfikir
lebih untuk memilih melanjutkan atau
membatalkannya, secara tidak langsung
pembeli telah diuntungkan.

Pembeli menyerahkan uang tanpa ada
barang yang diterimanya tanpak adanya
kerugian bagi pembeli, namun kerugian ini
diakibatkan sendiri atas pembatalan
perjanjiannya tersebut untuk
mengantisipasi kerugian yang lebih besar.
Sesungguhnya pembeli tetap untung,
apalagi  jika  pembatalannya  akibat
beralihnya pembeli ke perumahan yang lain
yang lebih murah dan atau lebih baik.
Penjual diuntungkan dengan adanya
booking fee. Penjual lebih yakin kalau
pembeli melanjutkan transaksinya
dibandingkan dengan pemilihan kavling
oleh pembeli namun belum ada kepastian
akan melanjutkan (tanpa booking fee),
sehingga penjual tidak dirugikan sepihak
karena kavling yang seharusnya dapat
dipasarkan harus terhenti.

Bagi penjual waktu menunggu dan
menyimpan barang transaksi  sampai
pembeli melanjutkan akad merupakan
kerugian, kopensasi adanya uang booking

fee jika pembeli membatalkan secara

Urbun bahwa
Transaksi yang
dilakukan menerapkan

prinsip keadilan
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sepihak adalah wajar. Walaupun kopensasi
tersebut bukanlan unsur utama dalam akad,
booking fee hanyalah langkah antisipatif
dari penjual agar tidak mengalami kerugian
yang
kenyamanan dalam bertransaksi.

banyak, dan memberikan

Penghangusan uang tanda jadi atau booking fee

ketika dalam kurun waktu yang telah ditetapkan

pihak pembeli

tidak kunjung memberikan

konfirmasi DP.

Sesuai dengan
Ketentuan Bai Al
Urbun bahwa
Transaksi yang
dilakukan

menghindari untuk

memakan harta orang
lain secara batil Pada

saat akad, penjual dan

pembeli telah
bersepakat tentang
perjanjian booking
fee.

Adanya dua kesempatan buat pembeli untuk

melakukan khiyar, yakni:

1)

2)

Pada saat pembeli telah memilih lokasi yang
dikehendaki dan membayar booking fee.

Pembeli diperkenankan untuk melihat

lokasi, memilih tipe sebelum terjadinya
pembayaran booking fee.

Pada saat pembeli telah menyerahkan

booking fee sampai menyerahkan uang

down payment dan atau pelunasan. Terdapat

jangka waktu yang diberikan saat

Khiyar Syarat
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pembayaran uang tanda jadi dengan down
payment dengan maksud melakukan
pemesanan sehingga dalam transaksi
booking fee adanya syarat atau perjanjian
yang salah satu perjanjiannya adalah
manakala dalam jangka waktu yang telah
disepakati terjadi pembatalan oleh pihak
pembeli, uang akan menjadi milik penjual
dapat diterapkan. Hal tersebut untuk
meyakinkan bahwa pembeli benar-benar

akan membeli.

B. Praktik Booking Fee Pada Perusahaan Property Bukit Cinta Kabupaten

Pamekasan dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Mengenai kesesuaian praktik booking fee yang dilakukan pada Perusahaan
Property Bukit Cinta dengan undang-undang perlindungan konsumen dapat
dijelaskan berikut yakni dalam praktik jual beli property tentunya melibatkan
kedua belah pihak yakni pihak penjual atau pelaku usaha dan juga pembeli.

Kamus Istilah Perumahan terbitan Direktorat Jenderal Pembiayaan
Perumahan (2017), menjelaskan bahwa booking fee adalah bukti keseriusan
pembeli untuk membeli rumah. Mirip dengan booking fee, dalam praktik
pemasaran properti dikenal Nomor Urut Pemesanan disingkat akronim NUP,
yang kiranya sebagai “testing the water” menakar tingkat minat dan uji
psikologi pasar. Sekaligus mengikat calon konsumen untuk “make a deal”
membeli properti.

Secara Hukum Booking Fee atau uang tanda jadi ini termasuk ke dalam
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PPJB atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Sehingga dalam pembayarannya
sebaiknya perjanjian tidak boleh dilakukan hanya secara lisan akan tetapi
pengembang dapat memberikan draft PPJBnya. Jika pihak pengembang telah
memberikan PPJB Maka jika Konsumen terikat dengan Konsekuensi Hukum
terhadap pembayaran yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada bagian sebelumnya
diperoleh bahwa:
1. Tahap Pemasaran

Pihak pelaku usaha menerapkan mekanisme pemasaran yakni dalam
memasarkan produk pihak pengembang memberikan informasi dengan
sebaik mungkin dan selengkap mungkin mulai dari variasi unit atau tipe
apa saja, ukuran, model bangunan, harga, sampai dengan jumlah DP, dan
selalu jujur mengenai promo yang diberikan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999
ayat 1 mengenai Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa
Kewajiban pelaku usaha adalah “beritikad baik dalam melaksanakan
usahanya”. Sebagaimana perilaku jujur yang diterapkan dalam sistem
pemasaran yang dilakukan.

Kemudian bagian ini juga selaras dengan ayat 2 yang menyatakan
bahwa “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”

Adanya kejujuran inofrmasi pemasaran yang diberikan telah
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memenuhi unsur perundangan tersebut sehingga dapat dinyatakan bahwa
praktik booking fee yang dimulai pada aspek pemasaran telah sesuai
dengan undang-undang perlindungan konsumen.
Tahap Booking Kavling
Tahap Booking Kavling ini merupakan tahapan setelah terjadinya
tahapan pemasaran. Tahapan Booking Kavling ini melibatkan kedua belah
pihak yakni marketing dan juga pembeli dan memiliki kaitan erat dengan
pelayanan dan yang dberikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan
diperoleh bahwa dalam memberikan pelayanan pihak developer memiliki
standart dalam memberikan layanan diantaranya:
a. Menyampaikan salam kepada tamu.
b. Senantiasa senyum ketika berhadapan dengan tamu.
C. Senantiasa menyapa dan bertanya “silahkan duduk! dari mana bapak?
ada yang bisa saya bantu?”.
d. Setiap tamu dipersilahkan untuk mengisi buku tamu.
e. Senantiasa menjawab pertanyaan dari tamu.
f. Senantiasa mengedepankan kejujuran dalam menjawab.
g. Senantiasa mengucapkan terimakasih telah berkunjung jika tamu akan
pulang.
Temuan tersebut sesuai dengan Ayat 3 Pasal 7 Undang Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa
Kewajiban pelaku usaha adalah “memperlakukan atau melayani konsumen

secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.
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Selain itu bagian ini juga sesuai dengan Ayat 4 yang menyatakan
bahwa “memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan”.

Kesesuaian penelitian ini dengan ayat ini yakni ketika konsumen
menghendaki untuk mengetahui lokasi dan design maka pihak marketing
dengan sukarela mengantarkan untuk melihat lokasi bahkan melihat
contoh bangunan yang telah selesai pengerjaan karenanya hal tersebut
sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 7 UU No 8
Tahun 1999.

Kemudian pada penelitian yang dilaksanakan setelah diberikan
pelayanan dan sambutan mengenai apa yang diperlukan konsumen jika
calon pembeli cocok dengan penjelasan pihak pengembang dan ingin
membelinya, calon pembeli bisa langsung memilih lokasi dan tipe rumah
yang dikehendaki. Agar pilihan lokasi yang dipilihnya tidak dipasarkan
lagi oleh pengembang, pembeli diwajibkan memberikan uang booking fee
kepada pengembang sebagai bukti keseriusan dari pihak pembeli. Jika
pembeli sudah merasa cocok dan hendak melakukan pembelian maka
konsumen akan bertanya mengenai persyaratan yang harus diberikan
untuk melakukan pembelian. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang
Undang Nomor 8 Tahun 1999 ayat 2 yang menyatakan bahwa
“memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
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perbaikan dan pemeliharaan.

Setelah mengetahui persyaratan apa saja yang wajib untuk diajukan
pada pihak pengembang property Bukit Cinta kemudian pihak marketing
memberikan penjelasan pada calon pembeli. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan diperoleh bahwa staff marketing menjelaskan nilai booking fee
yang harus di bayarkan untuk setiap tipenya. Kemudian jika calon pembeli
sudah mengetahui jumlahnya kemudian staff marketing memberikan

perjanjian tertulis yang berisi:

a. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran uang
tanda jadi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran uang
muka ke-1 dan menandatangani perjanjian pendahuluan jual beli
(PPJB) serta menyerahkan berkas KPR, maka pesanannya dianggap
batal dan uang tanda jadi yang telah dibayarkan dengan sendirinya
menjadi milik penjual sebagai sanksi administrasi pembatalan.

b. Harga yang tercantum belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
Administrasi KPR (apabila melalui skema KPR) dan biaya-biaya lain
yang timbul akibat peraturan baru di bidang perpajakan.

c. Spesifikasi bangunan rumah merupakan satu paket sesuai standar dari
Developer Perumahan Bukit Cinta Pamekasan.

Hal tersebut telah sesuai dengan Ayat 4 Pasal 7 Undang Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan

bahwa Kewajiban pelaku usaha yang berisi bahwa “menjamin mutu
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barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.

Dengan diberikannya perjanjian tertulis tersebut menjadi suatu jaminan

bagaimana standart mutu property yang diperdagangkan.

Suatu Perjanjian memiliki kekuatan Hukum yang juga didasarkan atas
Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga tidak dapat dianggap remeh. Kekuatan
Hukum dari suatu perjanjian, diantaranya adalah:

a. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya (facta sun servanda) serta
bebas menentukan materi/isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan
dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan.

b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua
belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup.

c. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Selain itu terdapat perjanjian tidak tertulis yang dipaparkan langsung
oleh pihak marketing dan didukung oleh wawancara yang dilakukan oleh
para pembeli atau konsumen Perusahaan Property Bukit Cinta yang mana
terdiri atas point berikut: 1) Uang booking fee tidak bisa kembali apabila
dibatalkan secara sepihak oleh konsumen; 2) Uang booking fee dapat
kembali 50% apabila dalam proses pengajuan KPR ke Bank ditolak; 3)
Setelah ada penolakan dari pihak Bank, uang booking fee dapat diambil

satu sampai dua minggu; 4) Uang booking fee adalah termasuk uang muka
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atau down payment, jika pembeli melanjutkan transaksinya. Jumlah uang
down payment akan dikurangi dengan uang booking fee.

Penjelasan yang dinyatakan oleh pihak marketing tersebut sesuai
dengan Ayat 6 Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Kewajiban pelaku
usaha yang berbunyi: memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.

Tahap Pembayaran Down Payment dan Pengajuan KPR

Pada tahapan ini pembeli sudah memastikan untuk melanjutkan
transaksinya dan sudah siap untuk melanjutkan ke tahapan pembayaran
DP dan juga pengajuan untuk di proses KPR. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan diketahui bahwa jika calon pembeli hendak melakukan
pembelian secara cash maka dapat langsung memberikan uang
downpayment yang sudah dikurangi dengan uang tanda jadi. Sedangkan
jika menggunakan KPR maka dapat dilakukan pengajuan pada KPR
dengan berbagai persyaratan yang diwajibkan oleh pihak pembiayaan,
kemudian jika sudah dilengkapi berbagai persyaratannya dan sudah
mendapatkan acc dari pihak pembiayaan maka dapat dilakukan
pembayaran downpayment, jumlah uang downpayment yang dibayarkan
sesuai dengan nominal yang dijelaskan diawal. Jika sudah dilakukan
pembayaran downpayment maka dapat dilakukan pembangunan unit baik

yang membayar cash maupun KPR.
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Temuan tersebut sesuai dengan ayat 2 Pasal 7 Undang Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa
Kewajiban pelaku usaha yang menyatakan bahwa “memberikan informasi
yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan itebarang
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan”.

Perjanjian pengikat jual beli (PPJB), adalah perjanjian yang berisi hak
dan kewajiban antara konsumen dan developer. Perjanjian pengikat jual
beli (PPJB) ini merupakan akta perjanjian yang disusun oleh developer
secara sepihak yang bersifat baku dan isinya berupa klausula-klausula
standar/baku.®

Selain itu sesuai pula dengan PPJB ini tentunya terdapat beberapa hal
menjadi syarat berdasarka Ayat 1 pasal 1320 KUP Perdata yang
menyatakan bahwa Adanya kata “sepakat”, mereka mengikatkan diri,
tidak ada paksaan kekhilafan dan penipuan.

3. Tahap Pembangunan

Berdasarkan temuan penelitian yang sebelumnya telah dipaparkat
dapat dilakukan pembangunan dengan berbagai ketentuan secara khusus
yakni pembayaran DP sudah dilakukan full atau penuh baik yang
membayarkan cash maupun KPR.

Temuan tersebut sesuai dengan ayat 2 Pasal 7 Undang Undang Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa

36 Prosedur Menjual Rumah dengan Dasar PPJB diakses dari
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/[t5098d3928a7bf/prosedur-menjual-rumah-dengan-
dasar-ppjb pada tanggal 13 November 2021
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Kewajiban pelaku usaha yang menyatakan bahwa memberikan informasi
yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan istebarang
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan.

4. Tahap Serah Terima Rumah

Berdasarkan temuan penelitian yang sebelumnya telah dijelaskan pada
bagian sebelumnya diketahui bahwa serah terima dapat dilakukan jika
pembeli yang melakukan pembelian cash telah melakukan pembayaran
lunas, sementara bagi pembeli yang melakukan pembelian menggunakan
KPR telah melunasi kewajiban Down Payment. Pihak property bukit cinta
memberikan jaminan kerusakan rumah 60 hari sejak diserah terimakan
kunci.

Temuan penelitian ini secara normatif pelaku usaha bertanggung
jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau
kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang
dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
(Pasal 19 ayat 1 dan 2 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan konsumen).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh

Arifin (2016) yang memperoleh hasil bahwa pembeli sebagai konsumen
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berhak mendapatkan perlindungan hukum atas wanprestasi dari pihak

pengembang. Karena diantara keduanya terdapat ikatan dalam perjanjian jual

beli yang mengikat.

Tabel 5.2

Transaksi Booking fee pada Jual beli Perumahan Berdasarkan

Perspektif Undang-undang perlindungan Konsumen

No.

Pernyataan

Simpulan

Pihak pelaku usaha menerapkan mekanisme
pemasaran yakni dalam memasarkan produk pihak
pengembang memberikan informasi dengan sebaik
mungkin dan selengkap mungkin mulai dari
variasi unit atau tipe apa saja, ukuran, model
bangunan, harga, sampai dengan jumlah DP, dan

selalu jujur mengenai promo yang diberikan.

7 Undang Undang
Nomor 8 Tahun
1999 ayat 1 dan 2

Ketika konsumen menghendaki untuk mengetahui
lokasi dan design maka pihak marketing dengan
sukarela mengantarkan untuk melihat lokasi
bahkan melihat contoh bangunan yang telah

selesai pengerjaan

Ayat 3 Pasal 7
Undang Undang
Nomor 8 Tahun
1999

Setelah diberikan pelayanan dan sambutan
mengenai apa yang diperlukan konsumen jika
calon pembeli cocok dengan penjelasan pihak
pengembang dan ingin membelinya, calon pembeli
bisa langsung memilih lokasi dan tipe rumah yang
dikehendaki. Agar pilihan lokasi yang dipilihnya
tidak dipasarkan lagi oleh pengembang, pembeli

diwajibkan memberikan uang booking fee kepada

Pasal 7 Undang
Undang Nomor 8
Tahun 1999 ayat 2




147

pengembang sebagai bukti keseriusan dari pihak
pembeli. Jika pembeli sudah merasa cocok dan
hendak melakukan pembelian maka konsumen
akan bertanya mengenai persyaratan yang harus
diberikan untuk melakukan pembelian.

Setelah mengetahui persyaratan apa saja yang
wajib untuk diajukan pada pihak pengembang
property Bukit Cinta kemudian pihak marketing
memberikan penjelasan pada calon pembeli.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh
bahwa staff marketing menjelaskan nilai booking
fee yang harus di bayarkan untuk setiap tipenya.
Kemudian jika calon pembeli sudah mengetahui
jumlahnya kemudian staff marketing memberikan

perjanjian tertulis

1. Pasal 7 Undang
Undang Nomor
8 Tahun 1999
Ayat 4

2. Pasal 1338
KUH Perdata

Terdapat perjanjian tidak tertulis yang dipaparkan
langsung oleh pihak marketing dan didukung oleh
wawancara yang dilakukan oleh para pembeli atau
konsumen Perusahaan Property Bukit Cinta yang
mana terdiri atas point berikut: 1) Uang booking
fee tidak bisa kembali apabila dibatalkan secara
sepihak oleh konsumen; 2) Uang booking fee
dapat kembali 50% apabila dalam proses
pengajuan KPR ke Bank ditolak; 3) Setelah ada
penolakan dari pihak Bank, uang booking fee
dapat diambil satu sampai dua minggu; 4) Uang
booking fee adalah termasuk uang muka atau
down payment, jika pembeli melanjutkan

transaksinya. Jumlah uang down payment akan

Pasal 7 Undang
Undang Nomor 8
Tahun 1999 Ayat 6
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dikurangi dengan uang booking fee.

Jika calon pembeli hendak melakukan pembelian
secara cash maka dapat langsung memberikan
uang downpayment yang sudah dikurangi dengan
uang tanda jadi. Sedangkan jika menggunakan
KPR maka dapat dilakukan pengajuan pada KPR
dengan berbagai persyaratan yang diwajibkan oleh
pihak  pembiayaan, kemudian jika sudah
dilengkapi berbagai persyaratannya dan sudah
mendapatkan acc dari pihak pembiayaan maka
dapat dilakukan pembayaran downpayment,
jumlah uang downpayment yang dibayarkan sesuai
dengan nominal yang dijelaskan diawal. Jika
sudah dilakukan pembayaran downpayment maka
dapat dilakukan pembangunan unit baik yang

membayar cash maupun KPR.

Pasal 7 Undang
Undang Nomor 8
Tahun 1999 ayat 2

Dilakukan ~ pembangunan  dengan  berbagai
ketentuan secara khusus yakni pembayaran DP
sudah dilakukan full atau penuh baik yang
membayarkan cash maupun KPR.

Pasal 7 Undang
Undang Nomor 8
Tahun 1999 ayat 2

Serah terima dapat dilakukan jika pembeli yang
melakukan pembelian cash telah melakukan
pembayaran lunas, sementara bagi pembeli yang
melakukan pembelian menggunakan KPR telah
melunasi  kewajiban Down Payment. Pihak
property bukit cinta memberikan jaminan
kerusakan rumah 60 hari sejak diserah terimakan

kunci.

Pasal 19 ayat 1 dan
2 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun
1999
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah di paparkan sebelumnya
mengenai praktik booking fee berdasarkan sudut pandang ekonomi syariah
dan juga undang-undang perlindungan konsumen pada Perusahaan Property

Bukit Cinta maka dapat ditetapkan kesimpulan berikut ini:

1. Praktik Booking fee telah sesuai dengan sudut pandang ekonomi syariah
yakni fatwa nomor 04/DSN-MUI/1V/2000 kedua pasal 7 yakni disebutkan
Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka,
maka: (1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia
tinggal membayar sisa harga, (2) Jika nasabah batal membeli, uang muka
menjadi milik bank maksimalsebesar kerugian yang di tanggung oleh bank
akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah
wajib melunasi kekurangannya, prinsip Bai’al Urbun yakni praktik
booking fee yang dilakukan telah sesuai dengan hadist nabi, menghindari
gharar, menghindari maisir, menghindari kebathilang, dan mengupayakan
keadilan. Selain itu praktik booking fee yang dilakukan juga sesuai dengan

Khiyar syarat dan khiyar majlis.
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2. Praktik Booking fee pada perusahaan property Bukit Cinta telah sesuai
dengan undang-undang perlindungan konsumen yakni undang-undang No.
8 Tahun 1999 khususnya Pada Pasal 7 dan juga Pasal 19. Pasal 7
membahas mengenai kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh pihak
pelaku usaha dalam kegiatan jual beli, sementara pasal 19 berisi mengenai
garansi yang diberikan oleh 149 sengembang untuk melindungi

transaksi.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan sebelumnya maka dapat
diberikan saran penelitian ini bagi beberapa pihak diantaranya:
1. Property Bukit Cinta
Diberikan saran bagi pelaku usaha Perusahaan Property Bukit Cinta
untuk terus meningkatkan pelayanan yang diberikan dan terus menjaga
prinsip muamalah dalam melaksanakan setiap transaksi yang dilakukan.
Kemudian diberikan saran untuk terus menggunakan bukti tertulis pada
tiap transaksi dan perjanjian yang dilakukan khususnya mengenai booking
fee untuk menghindari terjadinya akad bathil yang kemungkinan dapat
terjadi.
2. Penelitian selanjutnya
Diberikan saran bagi penelitian selanjutnya untuk dapat menambahkan
variabel lain yang lebih spesifik atau menggunakan sudut pandang
ekonomi syariah lainnya seperti pasal 11 dan 12 Hukum Ekonomi Syariah

atau dapat pula menggunakan subjek penelitian lainnya sehingga
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diperoleh variasi penelitian dan masyarakat dapat merasakan manfaat

penelitian ini.

Praktik Booking Fee dalam
Transaksi Jual Beli Perumahan
Pada Perusahaan Propery Bukit

Cinta

Perspektif
Ekonomi
Svariah

Perspektif UU
Pelrindungan
Konsumen

Bai Al KUHP
Urbun Perdata
Muamalat dilakukan Pasal 7 Pasal 1338
secara sukarela
Terbebas dari Gharar Pasal 19 Pasal 1320

Terbebas dari Maisir

Terhindar Dari Syarat
Kebatilan
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Diterapkannya prinsip
Keadilan

Menghindari untuk
memakan harta orang
lain secara batil
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Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan
Nama
Usia
Pekerjaan
Lama Bekerja
Tanggal Wawancara
B. Pertanyaan
1. Pendapat Informan Mengenai Transaksi Booking fee dalam
Jual beli Perumahan

a. Bagaimana Transaksi Jual beli di Perusahaan Property
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Bukit Cinta Kabupaten Pamekasan sebagai perusahaan
property konvensional?

b. Bagaimana Metode Pemasaran Produk di Perusahaan
Property Bukit Cinta?

C. Apakah Pemasaran yang dilakukan disesuaikan dengan
Prinsip Syariah?

d. Apakah Pemasarannya sudah sesuai dengan Peraturan
Perundangan?

2. Booking Fee di Perusahaan Property Bukit Cinta Kabupaten

Pamekasan dalam Pandangan Ekonomi Syariah.

a. Apakah di Perusahaan ini Menerapkan Mekanisme
Booking Fee, dan berapa nilainya?

b. Bagaimana mekanisme Booking Fee di Perusahaan
Property Bukit Cinta ini?

C. Apakah  Kosumen sudah benar-benar mengetahui
kesepakatan mengenai Booking Fee?

d. Apakah Konsumen bersedia menerima jika uang Booking
Feenya hangus karena beberapa kondisi?

3. Booking Fee di perusahaan Property Bukit Cinta dalam

Pandangan Undang-undang Perlindungan Hukum.

a. Apakah dalam Pelaksanaannya terdapat Draft khusus untuk
Booking Fee?

b. Apakah Konsumen bersedia mengisi draft sebelum



membayar biaya Booking Fee?
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Apakah Konsumen merasa Keberatan dengan Booking Fee

yang diberlakukan?

Bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap Booking Fee

dari pihak Perusahaan maupun Konsumen ?

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Narasumber

Hasil wawancara

Kategori

Ach Syafi'ie

iya memang perusahaan ini tidak ada yang namanya embel-
embel syariah ya, kita bahas soal itu dulu ya soal konven
sama syariah. Jadi mas ya orang-orang ini sini rata-rata
agamanya baik, dalam artinya sudah paham sama figih jual
beli. Jadi tidak usah di kasih embel-embel syariahpun
semua sudah tahun mana yang boleh dalam jual beli dan
mana yang tidak gitulo. Jadi meskipun adanya tulisan
syariahnya kalo praktiknya melanggar ya orang-orang
nggak mau juga beli, seperti itu. Trus kemudian soal
transaksi yang dilakukan ya, prosedur transaksinya begini
pertama yaitu tahapan pemasaran, kemudian booking
kavling, setelah booking itu bayar DP sama pengajuan
KPRnya, dan terakhir yaitu tahapan pembangunan

Transaksi jual
beli secara
Keseluruhan

Aspek Pemasaran

Ach Nauval

untuk memasarkan produk propertynya Kkita memang
memanfaatkan beberapa media ya supaya pemasaranya
cepat ya mulai dari radio karena disini radio masih banyak
digunakan orang-orang, kemudian bikin brosur, papan
reklame tidak lupa. Sama yang terbaru ini mulai tahun 2017

Ayat 1 dan 2
Pasal 7
Undang-
undang No. 8
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ke atas kita sudah mulai pakai Whatsapp, marketplace
facebook, sama Instagram ya

Tahun 1999

memang pemasaran adalah aspek yang penting banget
dalam jual beli apapun ya termasuk juga di perusahaan
properti ini, jual beli rumah yang otomatis nominal yang
dilibatkan tidak sedikit makanya itu kita sebagai marketing
harus ngasih informasi selengkap-lengkapnya dimedia
manapun yang kita gunakan. Yang lengkap itu yang gimana
pertama memuat informasi produk, produk Kita kan
perumahan ya jadi mulai dari luas tanahnya, panjang kali
lebarnya berapa, ada berapa tipe saja itu kita muat semua
informasinya. Kemudian macam-macam harganya, berapa
DP nya berapa sisa yang harus di bayarkan sama berapa
total harganya, itu kita kasih tahu semua sejujur-jujurnya.
Karena kalo Kita jujur orang pasti senang dan nyaman dan
menarik orang lain buat beli. Kita ngga memburu banyak
konsumen dengan cara bohong misalnya pura-pura ada
promo pas orangnya mau kita banyak alasan harganya naik
dan lain-lain sehingga orang kaget atau kecewa kita ngga
mau. Kalau memang mau menaikkan harga karena ganti
tahun ada peningkatan pendapatan sehingga harga tanah-
tanah meningkat ya kita iklankan ulang dan kalo memang
ditulisannya promo misalnya promo DP, ya itu emang
bener-bener promo kita kasih tahu harga normalnya berapa
dan setelah promo jadi berapa seperti itu

Ayat 1 dan 2
Pasal 7
Undang-
undang No. 8
Tahun 1999

Tahap Booking Kavling

Ach Syafii

Biasanya orang itu memastikan lagi ya, berapa harganya,
kemudian ada apa saja, sambil datang ke kantor, jadi pihak
sini pemasarannya saya suruh ke lokasi melihat tanahnya
dulu, lokasinya di sebelah mana-mananya sambil melihat
denah seperti itu. Nanti kalau deal langsung booking
kavling biasanya

Ayat 3 Pasal
7 Undang-
undang No.
8 Tahun
1999
Khiyar
Majlis

kita sebagai pihak pengusaha tentunya memposisikan
pembeli sebagai raja ya kita layani dengan amat sangat baik
ya. Bahkan saya ajarkan ke marketing ya bicaranya jangan
terlalu formal, diakrapin aja nggak papa yang pasti pertama
salam dulu sama semua tamu, salah ya senyum ke tamu.
Kemudian mempersilahan tamunya duduk dulu kasih buku
tamu untuk diisi kemudian ditanya apa yang bisa dibantu?
Lalu kalo ada pertanyaan-pertanyaan dari konsumen
diusahakan menjawab dengan lugas, ramah, dan jujur

Ayat 1 dan 2
Pasal 7
Undang-
undang No. 8
Tahun 1999
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Ach Nauval | syaratnya mudah banget cuma fotokopi KK sama KTP aja | Ayat 1 dan 2
buat syarat awal itu untuk KPR ya, nah kalo persyaratan | Pasal 7
lengkapnya nanti menyesuaikan lembaga pembiayaannya | Undang-
biasanya sih yang basic ya KK, KTP, Buku Rekening, | undang No. 8
NPWP, Slip Gaji kalo ada atau surat keterangan usaha. Kalo | Tahun 1999
Non KPR biasanya KK, KTP, sama Surat Nikah bagi yang
sudah menikah. Kemudian bisa tanda tangan surat
pemasaran Kavling atau bangunan yang isinya surat
perjanjian

Booking Fee

Ach Nauval | setelah mengisi berbagai persyaratan kemudian pembeli kita Ayat 2 Pasal
kasih tau nih Pak Buk kalau Bapak atau Ibu ambil yang tipe 7 Undang-
ini nanti Uang tanda jadinya sekian yah dan dibayarkan undang No.
paling lambat besok. Tipe A, B, dan C uang tanda jadinya 8 Tahun
1,5 juta sedangkan tipe D uang tanda jadinya sebesar 2 juta 1999
rupiah. Karena adanya promo ya, mulai tahun 2017 Kkita Khiyar
potong tanda jadinya 500 ribu jadi cukup 1 juta sama 1,5 Majlis
juta aja
jadi uang tanda jadi itu digunakan buat operasional juga Ayat 4 Pasal
memang seperti biaya komunikasi, biasa survey, biaya iklan 7 Undang-
dan lain sebagainya maka dari itu dia mengurangi DP dan undang No.
kalau misal ditolak sama pihak bank untuk pengajuan KPR 8 Tahun
itu kita kembali 50% dan itupun jarang sih pasti kita bantu 1999
sampai di ACC sejauh ini tidak ada yang sampai tertolak, Khiyar
kalau tidak bisa ke lembaga A kita coba ajukan ke lembaga Majlis
B gitu

Bapak masalah uang tanda jadi jelas banget disana. Ada Ayat 4 Pasal

Junaidi dilembaran perjanjian sejumlah sekian, hangus kalau tidak 7 Undang-
dibayarkan dalam waktu sekian, trus kalau tidak di acc KPR undang No.
kita dikasih kembali 50% karena memang bukan salah kita 8 Tahun
juga kan. Cuma saya aja kemaren sempat 3 kali ganti 1999

lembaga pembiayaan ngga tahu salahnya dimana cuma
dibantu terus sampai saya sukan sendiri masnya bolak-balik
survei itu. Sebelum tanda tangan kita disuruh baca sampai
selesai mas, kamudian di ulangi lagi mekanisme begini-
begini ya jadi konsumen bener-bener paham

Bapak M

saya dulu bayarnya 1 juta buat tanda jadi ya. Sudah

Ayat 4 Pasal 7
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Imron

dijelaskan juga kalau dalam waktu sekian bulan pak uang
DP ini tidak bapak bayarkan maka hangus ya kalau ngga
salah dulu 2 apa 3 bulan gitu mas. Malah waktu itu saya ada
keperluan lain telat 1 minggu cuma saya bilang ke
pegawainya itu masih ada keperluan lain saya janji di
tanggal sekian pasti saya bayar dan itu tidak apa-apa.
Kemudian dia bilang juga kalau nanti dari pihak banknya
tidak acc biasanya dikembalikan, dikembalikannya 100%
dan tidak dihanguskan gitu aja. Dan Dpnya tidak dibayar
langsung 100% juga, boleh 50% dulu baru kalo sudah acc
50% lagi dibayarkan. Ketentuannya ada semua itu di surat
perjanjian penandatanganan ya namanya juga uang jumlah
besar jadi diberikan aturan tertulis. Masnya yang pegawai
itu juga menjelaskan baca dulu sampai selesai kalau sudah
faham baru tanda tangan. Kemudian di jelaskan lagi sama
mas gimana-gimananya karena kadang orang-orang tua
kayak saya pusing kalo baca tulisan itu ya

Undang-
undang No. 8
Tahun 1999

Bapak
Wahyudi

iya kebetulan bapak kan membelinya cash ya mas, jadi lebih
simpel yang berlaku ya kalo dalam waktu sekian bulan
bapak tidak menyusulkan DP nya ya maka dinyatakan
hangus dan unit di lempar ke orang begitu saja dulu itu.
Sama juga ada perjanjiannya mengenai itu ada tulisannya
lengkap kemudian masnya menjelaskan juga. Sebelum
membayar juga ada draft khususnya kita baru mengisi kalau
sudah benar-benar faham supaya tidak terjadi salah faham

Ayat 4 Pasal 7
Undang-
undang No. 8
Tahun 1999

Bapak
Muhammad

iya memang buat tanda jadi ada di Bukit Cinta itu draft
khususnya apa kayak lembaran khusus gitu yang isinya
perjanjian-perjanjian, yang bikin kita sebagai konsumen
lega itu bagian itu. Meskipun uangnya hanya 1 juta tapi
mereka menetapkan aturan dan perjanjian sedemikian rupa
supaya kita tidak takut atau tidak kapok untuk melakukan
pembelian ini mencerminkan kalo perusahaan ini berhati-
hati sekali. Kemudian pelanggaran apa saja juga mereka
jelaskan disana dan sama mas pemasarannya itu dibilang
kalau ada pertanyaan dinyatakan dulu ya pak kalau sudah
benar-benar faham dan mantab baru boleh tanda tangaan

Ayat 4 Pasal 7
Undang-
undang No. 8
Tahun 1999

Bapak Tanto

kebetulan bapak belinya sudah satu tahun yang lalu jadi
mengenai detail-detailnya isi lembarannya bapak lupa ya
mas. Cuma yang bapak inget itu pelayanannya enak banget
disana. Tidak meragukan sama sekali kita dikasih garansi
mas, kalau sama pihak bank tidak acc maka uang kembali

Ayat 4 Pasal 7
Undang-
undang No. 8
Tahun 1999
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kalo ngga salah 50% atau bisa kita bilang baliknya full ya
karena pembayaran DP juga 50% sebelum dinyatakan acc
sisanya pas sudah di acc. Semua itu ada ya diperjanjian ya
diperjanjian ada di penjelasan juga ada. Uang tanda jadipun
itu memotong uang DP misal DP 17 juta nih dulu bapak jadi
tanda jadinya 1 juta sisanya ya 16 juta itu mas. Jadi enak
kita juga diberi tahu kalo uang tanda jadi ini kan Kkita
istilahnya pesen unit supaya tidak ditawarkan ke yang lain.
nah kalau tidak dilanjutkan ke DP ya nanti bisa hangus dan
kalau kita batalnya kemungkinan bisa tidak kembali.
Kecuali ada miss atau penjelasan yang menyebabkan salah
paham trus konsumen kecewa itu beda lagi. Sejauh ini
pelayanannya baik banget ada tulisan ya ada penjelasan jadi
dalam mengambil keputusan itu Kita enak ada perlindungan
kalo ada hitam diatas putih.

Bapak
Sukron

menganai DP ya mas, ada hitam diatas putih enaknya disana
jadi misal sewaktu-waktu ada pelanggaran semuanya
tertulis. Karena pernah denger juga kalau ada beberapa
tempat yang kalo ngga di acc bank tidak dikembalikan.
Saya tidak mau yang seperti itu, waktu itu udah mau saya
tanyakan ternyata masnya menjelaskan kemudian ada
tulisan panjang mengenai perjanjiannya. Jadi semua jelas
dan cukup informatif terlebih Dpnya itu boleh dibayarkan
separuh dulu

Ayat 4 Pasal 7
Undang-
undang No. 8
Tahun 1999

Tahap Pembayaran Down Payment dan Pengajuan KPR

Ach Nauval

jika sudah dibayarkan uang tanda jadi kalau mau dibayarkan
secar cash maka kita kasih waktu 3 bulan untuk melunasi
DP kemudian jika DP sudah lunas dan dilakukan
pembangunan Unit dan pembayaran, pembayaran sisa dp
bisa dibayarkan maksimal 3 kali untuk kurun waktunya 6
bulan ya maksimal. Sedangkan KPR jika sudah masuk uang
tanda jadi maka kita ajukan ke pembiayaan baru jika pihak
lembaga pembiayaan ACC bisa bayar sisa uang tanda jadi
kalo tanda jadinya dibayarkan 50% ya. Kemudian bisa
dibayarkan uang DP supaya bisa dibangun unitnya dan
Dpnya juga boleh dibayarkan sebanyak 3 kali selama 3
bulan, kurang lebih mekanisme apa aja yang harus
dilakukan pembeli seperti itu

Khiyar Syarat

Tahap Pembangunan

Ach Nauval

jadi bisa mulai dibangun unitnya kalau, ini yang KPR dulu
ya. Jadi pertama untuk yang KPR yaitu kalau sudah dapat
acc dari pembiayaan, kemudian DP sudah lunas dan
pembayarannya DP boleh 3 kali ya. Pokoknya kalo udah

Ayat 4 Pasal 7
Undang-
undang No. 8
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lunas ya langsung mulai dibangun. Sedangkan kalo cash | Tahun 1999
tanpa KPR sama juga dp sudah dibayarkan selanjutnya kita
lihat dulu kondisinya apa misalnya petani yang uangnya ada
setiap 3-6 bulan sekali ya bisa kita lakukan sembari nunggu
pelunasan sesuai tempo yang dijanjikan maksimal 6 bulan,
ini biasanya atasan yang punya kebijakan

Tahapan Pembangunan

Ach Nauval | jadi pemberian kunci atau serah terima rumah kalo yang  Pasal 19
cash ya langsung aja kalo rumah jadi dan pembayaran sudah Undang-
full maka diserahkan rumahnya beserta kelengkapannya. undang No.
Sedangkan kalo untuk yang KPR ya dispastikan dulu DP 8 Tahun
sudah benar-benar masuk full, kemudian kita kasih 1999
lembaran jaminan kerusakan dan penjelasan mengenai
pembayaran angsuran baru kemudian diserah terimakan
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Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Perusahaan Property Bukit Cinta
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